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BEAak 1

FENDAHUL 18K

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak proklamasi kemerdebaan 17 Aauetus 1945, Negara
Republik Indonesia telah megalami proses perkembangan dan
perubahan dalam berbagai bidang yang meliputi segala seqi
kehidupan masyarakat untuk mengisi kemerdekaan guna
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan
spritual, maka pemerintah telah meningkatkan pembangunan dai
segala bidang atau sektor, antara lain: sektor pertanian,
perindustrian, perekonomian, pendidikan, politik, pertahanan
dan keamanan., dan lain—laain.

Masalah kemiskinan dan Fketimpangan pendapatan atau
kesenjangan, baik antarindividu, antarkelompok, antarssktor,
maiipun antardaerah, perlu mendapat penanganan segera, karena
hal 1tu akan berdampak negatift baik terhadap 1ideologi,
politik, ekonomi/keuangan, sosial budaya, serta pertahanan
dan keamanan.

Khususnya kondisi ekonomi dan keuangan negara merupakan
pencerminan kehidupan bangsa, sehingga usaha pemerintah
dititik beratkan pada pembanqunan nasional khususnya di
bidang kesejahteraan rakyat. Untuk mencapainya, rencana
peningkatan taraf hidup rakyat nleh pemerintah ditoanagkan
dalam FELITA (Fembangunan Lima labwin) dan sekaliqus
pemerintah dengan seqgala daya upaya herusaha menceagah dan

memberantas setiap pelanggaran hukum di bidang ekonomi dan



kKeuangan negara dalam segala bentukniva.

Salah satu pelanqgaran hubkum di1  bidano ekonomi vanag
menvangkut pengimporan dan penageksporan barang. yaitu
penyelundupan yanag menjadi sorotan masyarakat., oleh karena
masalah tersebut menjadi, salah satu sasaran pokok dalam
pelaksanaan tugas para penegak hukum dan instansi vang
berwenang dalam hal pengaturan dan peEngawasan atas
pelaksanaan penaimporan dan penaeksporan barang.

Fada umumnya terhadap setiap pengimporan barang diber-
lakukan peraturan—-peraturan yanq sama, haik harang tersebut
dimasukan melalul kapal laut, pesawat udara, angkutan darat
dan postel.

Fenyelundupan merupakan satu perbuatan yang teraolong
delik ekonomi, yang diatur di dalam Undang-undang Darurat
Momor 7 Tahun 1955 L.N. Nomnr 27 Tahun 1955, sehbhagaimana
telah dirubah dan ditambah. Undang-undang 1in1 sebenarnva
tirnan, atesu saduran dari Wet op de Economische Delicten di
Nederland, vang pasal-pasalnya banyak merupakan terjemahan,
hanya di sana sini terdapat perbedaan—perbedaan sesual dengan
kondisi khusus i1ndonesia.

Rahaya yang ditimbulkan nleh pevelundupan baqgi
perekonomian dan kehidupan Bangsa [ndonesia yang merupakan
salah satu perbuatan yang dapat merugikan keuvangan neqgara.

Penyelundupan merupakan bahaya latent baglr 1ndonesia
karena letak geografisnya vang strateqgis antara dua bhenua dan
diapit oleh dua samudra, serta berbentuk kepulauan, yang

hertebaran di kawasan yanag luasnya ribuan mil, penduduk vyang




heraneka ragam kebudayaannya dengan kekayaan bumi, air, dan
udara vyana melimpah ruah, dengan pejabat penegak hukum vang
kuantitas dan kualitas baik pengetahuan maupun mentalnya yvang
belum memadali.

Penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor politik
dan kebijaksanaan ekonomi pemerintah yang mungkin menjadi
stimilasl atau prevensi bagi penvelundupan.

Delik penyelundupan yang diuraikan di muka merupakan
delik vyang teraolong delik khusus yang diatur dalam lindang-
undang findak Pidana Ekonomi (UUTPE), delik penyelundupan
vang tergolong khusus ini juga dapat diterapkan zturan vang
tergolong umum, seperti pada Fasal 55 dan 586 KUUHF tentang
penvyertaan hal inia berarti satu perbuatan dapat diterapkan
lebih dari satu aturan perundang-undangan sebatas tidak
melampaul asas—asas hukum ya2ng berlaku. Misalnya delik
penyelundupan, yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana
Fronomi (ULTPE) juga diatur pada lindang-undang tindak pidana
subversi, Khususnya pada Pasal 1 ayat 1 sub 1 butir d.

Pada dasarnva keqiatan subver=i adalah suatn kegiatan
yang bertujuan untuk mendorong dan mematahkan kekuatan dan
potensi vang dikerahkan oleh negara dan BRangsa Indonesia
untuk mencapal tujuan negara.

Kasus penyelundupan kayu rotan misalnya yang terjada
pada Tfahun 1988 yang dilakukan oleh terdakwa Robby NG alias
NG Seng Tiiong vang dikualufikasikan sebagai tindak pidana
ekonomir dan tindak pidana subversi.

Denaan adanya dua dakwaan dan dua putusan, maka ada dua



presepsi yanag salina bertentangan vakni, pendapat vénq yang
mendukung dakwaan penuntut umum dan putusan pengadilan., dan
yang kedua, yang tidak mendukung dakwzan penuntut omum  dan
putusan penagadilan, dengan dalih bahwa putusan tersebut vanag
fiitngga pada tingkat kasasi tersebut melanggar asas—asas hukum

pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah vang dikemukakan dan
untuk menghindari penulisan yang terlalu meluas sehingga
dapat menimbulkan presepsi vang berbeda-beda di kalanaan
pembaca, maka penulis membatasi pembahasan pada hal-hal vyang
tercantuum dalam rumusan masalah herakut inai:

(1) Apakah delik subversi vang diatur dalam Undang-
undang Nomor 11/PNFPS5/1963 dapat diterapkan pada
delik penyelundupan yang Diatur dalam Undang-undang
Nomor 7/Drt/1955 7

(2) Apakah putusan Mahkamzh Agung Regno.l1869 FK/Fid/1989
dan Regno. K/P1d/185Y pada kasus penyelundupan rotan
pada tahun 1988 di Ujung Pandang sudah sesual
dengan Hukum Pidana Materil dan KUHAP

(3) Apakah Putusan Mahkamah Aguing Reann.18A9 K/Pid/1989
dan Regno.l18%59 K/Pid/198% pada kasus penyelundupan
rotan pada Tahun 1988 di Ujung Pandana tidak melang-
gar asas concursus idealis yang diatur dalam Pasal
6% ayat 1 FUUHP dan asa= Jlex spesialis derogat Iegqi

generalis yang diatur dalam Pasal 63 Ayat 2 KUUHFP 7
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luiuan dan Kegunaan Penelitian
(L) Tujuan Penelitian
a.Untuk mengetahui dan memberi agambaran tentang
penerapan Undang-undang Subversi Nomor 11 (PNPS)
Tahun 1963 terhadap delik penyelundupan.
b.Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Agung Reano. 1849

Ce.

K/Pid/1989 dan Regno.1859 K/Pid/1989 pada kasus
penyelundupan rotan vang terjadi pada Tahun 1988
di Ujung Pandang sudah sesuail dengan Hukum Pidana
Materil dan KUHAF.

Untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung Regno. 1869
K/Pi1d/1989 dan Regno.185Y K/FPid/1989 pada kasus
penyelundupan rotan pada Tahun 1988 d1 Ujung
Fandang tidak melanggar asas concursus Idealis
menurut Pasal 63 ayat 1 dan asas lex spesialis
derogat legi generalfis yang diatur dalam Pasal &3

ayat 2 FLIUHP.

(Z) Kegunaan Penelitian

=

Fenelitian ini diharapkan sebagai suatu karya vanag
dapat memberikan sumbangan terhadap studi hukum

dan aparat penegak hukum.

b.Merangsang penelitian—-penelitian lain vany ber-

C.

tujuan menambah perbendaharaan studi bhukum pidana
materil dan hukum acara pidana vyang diharapkan
dapat bermanfaat bagi masvyarakat, bangsa dan
negara.

Fenelitian ini juge diharapkan dapat dijadiken



sampel bagil pertimbanaoan hukum penaadilan ternadap
perbuatan vyang sama (hetzelfde feit) dan asas Jey

spesialis derogat leg:r generalis.

1.4 rMetode Penaslitian

Untuk memperoleh data quna menyusun skripsi ini penulis

telah melakukan hal sebagai berikut:

(1)

(2)

Fenelitian kepustakaan (library research)

Fenelitian 1ini dilakukan dengan jalan mempelajari
buku—huku, majalah-majalah, surat kabar, hrosur dan
data penyelundupan di Kota Madya Ujyung Fandang dari
Tahun 1996 sampei dengan Tahun 1999 serta peraturan
perundang—undangan yang relevan dengan materi skrip-—
s1 ini, sehingga dipernleh data vang bersifat sekun—
der yang menjadi landasan teoritis.

Fenelitian lapangan (field research)

Penelitian ini dilakukan dengan mEWawancarail
beberapa orang pakar hukum.

Metode analisis data yang penulis gunakan ialah
terutama secara kualitatif di samping secara kuanti-
tatif. sehingga diperoleh data yang bersifat primer

vang menjadi landasan praktis.

1.5 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas empat babh, sebageil bherikut:

Bab

satu berisi rencana penslitian vanag terdiri atas

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan  kequnaan



penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab duzs berisi tinjauan pustaka, yanq terdiri atas,
pengertian delik penyelundupan. 1enis dan unsur-unsur delik
penyelundupan serta sanksinya. unsur—-unsur delik subversi
menurut Fasal 1 ayat 1 sub 1 butir d Undang-undang (FPNPS)
No.11 Tahun 1963, dan pengertian asas nebis in idenm menurut
Fasal 76 KUUHP, serta uraian tentany asas concursus idealis
dan asas Jex spesialis derogat leqi generalis menurut FPasal
&3 ayat 1 dan 2.

Bah tiga memaparkan hasil penelitian dan pembahasan vanag
berisikan gambaran umum lokasi penelitian, data penyelundupan
yang terjadi dari Tahun 1996 sampai dengan lahun 1999 dan
analisis mengenail putusan Mahkamah Aguny Regno. 1849
K/P1d/1989 dan Regno.l1859 K/Pid/1989 pada kasus penvyelundupan
rotan vyang terijadi pada tahun 1988 di Uiung FPandang vang
terbagi atas lima sub pembahasan yang terdiri atas duduk
perkara, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut wumuam dan
tanggapan putusan Mahkamah Agung Regnn.1869 K/Fi1d/1989 dan
Regno.1859 K/P1d/198Y pada kasus penyelundupan rotan pada
tahun 1988 di Ujunag Pandang ditinjau dari seqi FPasal 76
KUUHF, serta tanggapan terhadap putusan Mahkamah Aqdng
Rann.1849 K/Pid/1989 dan Reann.18359 FK/FPid/1989 pada kasus
penyelundupan rotan pada tahun 1988 di Ujung Pandang ditinjau
dari segi Pasal 63 ayat 1 KUUHP tentang concursus jdealis dan
Pasal &3 ayat 2 KUUHF tentang asas lex spesialis derogat leg:

ageneralis.

Bah empat adalah bab penutup vang berisi uraian vyanqg



dibagqi dalam dua sub bab. Dalam sub bah pertama penulis
menyimpulkan hasil penelitian yvana dilakukan dan dalam sub

hab kedua penulis memberikan catatan akhir berupa saran.
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BAabk 22

TINIAUAN FUSTAKa

2.1 Fengertian Delik Penyelundupan

Istilah penyelundupan merupakan istilah non vuridis. ia
merupakan pengertian gejala sehari-hari dimana seseorang
secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukan atau menge-
luarkan barang—barang dengan latar belakang tertentu.

FPenyelundupan, sebagaimana dikemukakan oleh (Moch.
Anwar ,19792:51) bahwa dalam Rechten Urdonantie (R.0) tidak
dijumpail istilah penyelundupan. i1stilah penyelundupan bukan-—
lah istilah vyuridis sebagaimana dikemukakan terdahulu,
melainkan hanya pengertian sosiologis, yaitu nama vanag
diberikan oleh masyarakat.

{Andi Hamzah,1985:1) pengertian sempit penyelundupan
terdapat didalam keputusan presiden Nomor 73 lfahun 19467 pada
Pasal 1 ayat 2 vang bherbunvyi:

Tindak pidana penyelundupan 1alah tindak pidanma vyang

berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari:

luar negeri ke iIndonesia (1mpor) atau pemasukan barang
atau uang dari Iindonesia ke luar negeri (ekspor).

Berdasarkan pegertian tersebut, dapat diketahui bahwa
penyelundupan dapat berupa barang dan uang sebagai objeknya.
Haranag dan nang vang dimaksud di =ini adalah barang atau uang
vang diekspor atau diimpor dari dain ke i1ndonesia  yang di-
lakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang—undangan yang
berlaku, menurut Andi Hamzah perumusan dari Keputusan Fresi-

den Nomor 72 Tahun 1967 tersebut terlampan luas dan  taidak

yuridis, karena sumua tindak pidana yang berhubungan dengan



rmpor 2tau ekspor. Sehinqga, penipuan. pencurian. pemalsuan,
penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor atau
impor adalah penyelundupan.

Pengertian penyelundupan menurut Andi Hamzah, adalah:

Hemasukan atau wmengeluarkan barang—barang atau uang

secara rahasiah bertentangan dengan hukum tanpa membavar

bea yang diharuskan menurut hukum.

Berdasarkan pengertian-pengertian penyelundupan yanag
dikemukakan diatas, penulis dapat mengemukakan bahwa penye-
lundupan adalah suatu perbuatan memasukan atau  mengeluarkan
barang dan uang secara melawan hukum, termasuk juga vyang

membuat dokumen palsu dengan maksud menghindari pailak bea

cukal sesual dengan peraturan vang ada.

2.2 Jenis dan Unsur—unsur Delik Penyelundupan Serta Sanksinya
Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan selanjutnya maka
penulis menguraikan jenis dan unsur—unsur delik penyelundupan

serta sanksinya secara terpisah.

(1) Jenis Penyelundupan

Jenis delik penyelundupan menurut Baharuddin Lopa
(1984:463) dapat dibagi atas dua yakni penyelundupan tisik dan
penyelundupan administrasa
a.rFenyelundupan fisik

Fenyelundupan fisik ataun sering dissbhut sebagal
penyelundupan murni adalah pemasukan barang (impor) atau
pengeluaran barang (ekspor) dari atau ke luar neqgeri tanpa
dilengkapi dokumen vyang sah, dan tidak membayar bea atau

pemhayarannya kurang (tidak sesuai denaan ketentuan vyang



telah ditetapkan secara sah).

fujuan atau maksud perbuatan penyelundupan dengan bentuk
fisik ini, biasanya dilakukan untuk menghindari segala bentuk
kewajiban-kewajiban membayar bea atau pajak serta pungutan
fainnya vyang sah, atau larangan—larangan vang telah di
tetapkan dalam ordonansi bea serta regelemen—regelemen vang
terlampir padanya serta peraturan—peraturan lainnya.

Fenyelundupan menurut Pasal 26 h Rechten Ordonantie
(K.0) Stbld. No.240 Tahun 1882 dikualifikasikan sebagai
kejahatan, vyang dalam pembahasan ini di kategorikan sebagai
penye2lundupan fisik.

Sebagaimana vang dimak=sud nleh Baharuddin l.opa.
(1984:63) bahwa:

Biasanyva vyang dimaksud dengan penyelundupan fisik atau

biasa disebut penyelundupan ®murni adalah perbuatan

seperti yang diuraikan dalam Pasal 26 b ordonansi bea.
b.Fenyelundupan Administrasi

Penyelundupan administras=; ardalah suatu hentuk
penyelundupan, vang barang-barangnya mempunyal dokumen ,
tetapi 1sinya tidak sesuail dengan kenyataan barang vang
diangkut. Misalnya kenyataan kuantitas dan kunalitas barang
atau harge barang tidak sesuai dengan vang terdattar dalam
dokumen.

Fenyelundupan administrasa biasa juga disebut
penyelundupan legal karena seluruh prosedur dan tatacara
pemasukan dan pengeluaran barang dilaksanakan atau dipenuhi,
akan tetapi data vang tertulis tentang barang tersebut tidak

sesuial dengan vang sehenarnya (data fiktif) meskipun seluruh

yenis penyelundupan merupakan perbuatan yang 1legal.



Berdasarkan uraian di muka. Djijoko Prakoso dkk, (1987:64)
merumuskan pendapatnya mengenal penyelundupan administrasi
sebagal berikut:

Penvelundupan legal. 1alah pemasukan barang dar:i lIuar
negeri: ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang
dari i1ndonesia ke luar negeri dengan melaluil prosedur
vang ditentukan yakni dilindung: dengan dokumen, barang
vang dimasukkan atau barang vang dikeluarkan., tidak
sesuainyva Itu umumnya dalam hal I1enis, kuantitas,
kualitas dan harga barang.

FPenyelundupan administrasi i1ni1 dalam keadaan tertentu
dapat dikateqgorikan sebagai kejahatan, apabila perbuatan
mempunyal kesengajaan, misalnya tarat manipulasinya vyang
besar, maka sesuail Pasal 2 ayat 1 UU No.7 Tahun 1955 vaitu
UUTFE maka perbuatan tersebut adalah kejahatan.

lintuk menentukan kriteria penvelundupan yang dilakukan
dengan sengaja dan vang dilakukan dengan kelalaian atau alpa
(culpa Ilata) adalah tidak mudah sebab pembuat penyelundupan
biasanya selalu mengelak dengan alasan tidak sengaja (alpa
ataun lalai), karena sanksinya ringan.

Mengenai hal ini, Undang-undang No.7/Drt/1955 (UUIFE),
telah menentukan kriteriannya seperti vang diatur dalam
Fasal 2 ayat 1, vang intinya sebagai berikut:

a.tindak pidana ekonom: adalah kejahatan atau

pelanggaran kalau menurut ketentuan dalam Undang-—
undang yang berszangkutan ditentukan sebagai kejaha—
tan atau pelanggaran.

b.kalau undang—undang vang berzangkutan tidak wmenentukan

maka dipakal sebagai batasan adanya unsur sengaja
(opzet), yang apabila dilakukan dengan sengaja adalah

kejahatan dan jika dilakukan kelalalan (alpa) adalah
pelangqggaran

(2) Unsur—-unsur Delik Fenvelundupan



Sehelum penulis menguraikan unsur-unsur delik  penyelun-—
dupan penulils akan mequtip terlebibh dahulu bunvi FPasal 26 b

Rechten Ordonantie (Andi Hamzah, 1988:30-31) sebhagai

berikut:
Rarangsiapa vang memasukan atau =engeluarkan atau
mencoba memasukan atau mengeluarkan barang—barang

tanpa wmengingat peraturan—peraturan dari ordonansi ini

dan regelemen—regelemen vyang terlampir padanya, atau

vang menyangkut atau penyiapan barang—barang
bertentangan dengan beberapa peraturan larangan vang

ditetapkan berdasarkan pasal 3.

Dari bunyi Fasal 26 b Rechten Urdonantie (R.0O) ada
terdapat dua unsur delik penyelundupan di dalamnya yaitu:

1. Mengeluarkan/mengekspor barang atau berikhtiar
mengeluarkan/mengekspor barang-barang:

2. tanpa mengindahkan akan ketentuan—-ketentuan dari ordonansi
ini dan regelemen-reqgelemen yang terlampir padanvya.

Subyek delik penyelundupan 1alah "“barangsiapa" yang
dimaksud "barangsiapa" di sini adalah subyek hukum atau
pelaku delik sehingga bisa berarti siapa saja, setiap orang
memangkuy hak dan kewajiban yvang tidak rcarat mental dan  mampn
bertanggung Jjawab.
ad.1l. Unsur mengimpor/mengekspor barang—barang tanpa meng-

indahkan akan ketentuan—ketentuan dari ordinansi dan
reqgelemen—regelemen yvana terlampir padanya.
BHahwa vang dimaksud mengimpor/mengekspor adalan memasukan/
menqirim barang masuk/keluar daria perairan atau daerah—-daerah
indonesia,sedangkan berikhtiar (trachten) mngimpor/mengekspor
adalah berarti pula berupaya untuk memasukan mengirim barang

masuk/keluar dari perairan ataun daerah—-daerah indonesia, vang

penqgertianya sama dengan percobaan menurut Pasal 53 KULIHF.



Fhusus pada Pasal 26 b Rechten Ordonantie (R.O) mengan-—

ram dengan pidana vang sama bagil mereka baik yanag
mencoba/berikhtiar (trachten) mengimpor atau menaekspor
{memasukan/mengeluarkan) barang—-barang tanpa mengindahkan

ordonansi tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur
mengimpor/mengekspor barang-barang mengandung pengertian baik
pengiriman barang—-barang dari perairan ataun daerah—daerah
indonesia vyang telah selesal dilaksanakan maupun terhadap
perbuatan mencoba atau berikhtiar untuk melakukan pengiriman
barang—-barang dari perairan atau daerah-daerah 21ndonesia,
keduanya telah melanggar ketentiian dary Pasal 26 b Rechten
Urdonantie (R.O).
ad.2. Unsur mennganagkut ataupun menyimpan barang bertentangan

dengan suatu ketentuan larangan yang ditetapkan
berdasarkan Pasal 3 ayat 2;

Bahwa mengangkut atau menyimpan barang-barang berten-—
tangan dengan ketentuan menteri keuvangan semufakat dengan
menteri dalam negeri, yaitu jalan—3jalan darat atau perairan
atau daerah-daerah dimana barang-barang vyanag ditunjuknya
dilarang diangkut dan/atau berada dalam sebuah bangunan atau
pekarangannya, jika tidak dilindunga  dengan dokumen dara

instansi bea dan cukal atau instansi lain yang ditunjuknya.

(3) Senksi-sanksi Delik Penyelundupan
Dengan dimasukannya Ordonans:i Bea ke dalam UUTFE

berdasarkan Pasal 5 Undang—undang Tindak Pidana Fkonomi maka



semia sanksi di dalam Ordonansi tersebhut (sanksi penvelundu-
pan) larut dan diganti oleh sanksi-sanksi vang tercantum
didalam UUTPE maka sanksi pada Tindak Pidana Ekonomi menjadi
lebih berat kecualili yang bersifat khusus dan tidak diatur di
dalam UUIFE (Undang-undang Darurat Nomor /7 lahun 1955).
Adapun sanksi dalam Regeliemen (rdonansi (K.0) sebelum
berlakunnya UUIPE., vang selama-lamanya 2 tahun, atau dengan
denda setinggi-tingginy2 sepuluh raibu rupiah: sesudah herla-
kunya UUIPE, menjadi & tahun, denda tiga puluh 1Jjuta rupiah
sesudah mengalami perubahan. selanjutnya dengan Undang-undang
No.21 Prp 1959 (LN.1959-130) pada Pasal 1 memberikan lagi
ketentuan hahwasz
Hukuman mati atau hukuman penjara seumpur hidup atau
hukuman peniara sementara selama—lamanya 20 tahun,
apabila tindak pidana ekonowm: yvang dilakukan 1tu dapat
menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam
masyarakat
Pengertian dapat menimbulkan kekacaun di bidang per-
ekonomian dalam masyarakat, di sini dimaksud tidak perlu
kekacauan 1tu sudah terjadi. Kemudian Penetapan Fresiden No.S
Tahun 1959 (yang telah menjadi UU No.S5 Pnps Tahun 1959) pada
Fasal 2, menetapkan pula bahwa:
Sanksi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup
atau 20 tahun dan serendah—-rendahnya hukuman penjara
satu tahun terhadap barang siapa melakukan tindak pidana
ekonomil vang akan menghalang—halang: terlaksananva
program pemerintah.
Sanksi vang tercantum di dalam UUTPE berupa pidana dan
tindakan tata tertib, selanjutnya, tindakan tatatertib itu
afda dua macam pula, yaitu yang bersifat ftetap atau yang

berdasarkan putusan hakim dan yang bersitat sementara, yang

dikenakan pada pemeriksaan pendahuluan nleh jaksa.



Sanks1

sama2 denagan

vana herbentuk pidana bagir delik penyelundupan

vang tersebut dalam FPasal 10  EKEUIHF, dengan

tambahan, vyaitu pada pidana tamhbhahan LHUTPE mengenal lebih

hbanyak daripada yang tercantum di dalam KUUHF itu, adapun isi

dari FPasal 10 EKUUHP, vaitu:

Pidana terdiri atas:

a.Pidana pokok
i. pidana mati,.
2. pidana peniara,
3. kurungan,
4, denda.

b.Fidana tambahan
I. pencabutan hak—hak tertentu,
2. perampasan barang—barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.

Baharuddin |l.opa (1984:184) lIndang—-undang Tindak Pidana

Ekonomi (UUTPE) menambah pidana tambahan ini seperti vang

diuvuraikan di dalam Fasal 7 sebaaai berikut:
(1) Hukuman tambahan adalah :

pencabutan hak—hak tersebut dalar Pasal 25 Kitab
Undang—undang Hukum Pidana (KUHHP) untuk waktu
sekurang—kurangnya enam bulan dan selama—Ilamanya
enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau
dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang—
kurangnya enam bulan dan selama—-lamanya enan
tahun.

penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan siI
terhukum, dI mana tindak pidan ekonomi dilakukan
untuk waktu selama—famanya satu tahun.
Perampasan barang—barang tak tetap yang berwuriud
dan vang tak berwujud, dengan mana atau vang
mengenai dI mana tindak pidana ekonomul itu di-
lakukan, atau yang selurubhnva atau s=sebagian
diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi Itu,
begitu pula harga lawan barang—barang i1tu vang
menggantikan barang—barang 1tu, tak perdulil
apakah barang—barang atau harga Ilawan 1tu
kepunyaan s5i terhukua atau bukan.

perampasan barang—barang tak tetap vang berwurjrud
dan yvang tak berwuiud, yang termasuk perusahaan
=i terhukum, di mana tindak pidana ekonowmir 1tu
dilakukan, begitu pula harga lawan barang—barang
itu vang mengggantikan barang—barang i1tu, tak
perduli: apakah barang—barang atau harga Ilawan
itu kepunyaan =s1 terhukum atau bukan, akan
tetap: hanya sekadar barang—barang i1tu sejenis
dan, mengenai tindak pidananya, bersangkutan



dengan barang—barang vang dapat dirampas menurut
ketentuan tersebut sub c di atas.

e. pencabutan selurnh atau sebagian hak—hak ter-
tentu atau penghapusan seluruh atau sebagian
keuntungan tertentu, vang telah atau dapat
diberikan kepada =s1 terhukum oleh pemerintah
berhubung dengan perusahaannya, untuk waktu
selama—Ilamanya dua tahun.

f. pengumuman putusan hakim.

(2) Perampasan barang—barang yang bukan kepunyaan 51
terhukum tidak dijatuhkan, sekadar hak—-hak pihak
ketiga dengan itikat balik akan terganggu.

(3) Dalam hal perampasan barang—barang, maka hakim dapat
memerintahkan, bahwa hasil seluruhnya atau sebagian
akan diberikan kepada s1 terhukume.

D1 antara sanksi-sanki yang diuraikan dalam Pasal 7
tersebut ada hal yang menarik perhatian, vaitu hukuman
perampasan, Yang pengertiannya lebih luas dari pada vyang
diuraikan dalam Pasal 39 KUUHP. Karena hukuman perampasan
tidak dibatasi pada benda yang bergerak dan vang berwujud
akan tetapi dapat dilakukan juga terhadap barang yana tak
bergerak dan tak berwujud, misalnya saldo bank.

({Baharuddin Lopa, 1984:188) Selain dari pada sanksi-
sanksi berupa pidana tersebut di atas dikenal Jjuga sanksi-
=anksi lain vang secara formal disebut tindakan tatas tertib.
lindakan tata tertib menurut Pasal 8 UUTPE :

a.penempatan perusaahan =1 terhukum, di mana dilakukan

suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampunan untuk
waktu selam—lamanya tiga tahumn, dalam hal tindakan
pidana ekonomi itu, adalah kerahatan dan dalam hal
tindak pidana ekonomi 1tu adalah pelanggaran untuk
waktu selama-lamanya 2 tahun, (catatan: sanksi 1Ini

secara wmaterielnya wmerupakan pidana vang bersirat
organisatoris dan perdata).

Dengan putusan hakim vang menempatkan perusahaan
terhukum di bawah pengampunan maka oleh hakim akan
perlu diatur lagi menurut keperluan tentang

pengangkatan seorang atau lebih pengampuan (Pasal 10
ayvat I UWUTPE)

Selanjutnya pengampu yang drangkat i1tu mempunyal hak-
hak dan kewajiban yang sama dengan kewariban—kewaliiban
pengampu termaksud dalam Pac<al 463 BW (pasal 11 avat 1
UUTPE). HNyatalah di s51in1 perdatanya saanksi—sanksl Inl.
Walaupun hakim dapat secara tegas wmenyimpang dari



ketentuan—ketentuan tersebut. Putusan tentang pencam-—
puan 1n1 diumumkan oleh panitera pengadilan vanag
memutus perkara 1tu di dalam Berita Negara dan di
dalam suatu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk
oleh hakim.

h.mewajibkan wmembayar wang Jjaminan sebanvak—banvaknya
Rp.100.000.- dan untuk waktu selama—Iamanya tiga tahun
dalam hal tindak pidana ekonomi adalah kejahatan:
dalam hal tindak pidan ekonomi adalah pelanggaran.
maka uang Jjaminan itu adalah sebanyak—banyaknya
Rp.50.000,- untuk waktu selama-lamanva dua tahun
(catatan: kalau diperlakukan Pasal 44 KUUHP, maka
sanksi uang jaminan Iini tidak dapat dijatuhktan (Pasal
Y ayat I UUTPE). Ada dua macam syarat yang dapat di-
putuskan oleh hakiwm, vairtu syarat usum dan syarat
khusus. Syarat umum ialah bahawa terhukum tidak akan
welakukan delik ekonomi dalam waktu vang ditentukan.
Aturan mengenail pidana (voorwaardeliik) yang dikenel
dalam hukum pidana umum berlaku dalam hal diatas 1tu
vaitu Pasal 146 ayat 2 dan 3, 14c ayat 4, 1I4d , 14de,
14f KUUHP dan Pasal 3.4 dan 5 Stb. 1926 No.251 jo.486&.
selanjudnya pembayaran uang rjraminan Itu lenyap karena
reninggalnya si terhukum (Pasal 13 ayat 2 UUTPE)
Hukuman badan sebagar pengganti uang raminan tidak
boleh dijatuhkan.

c.mewajibkan wmembayar sejumlah uang sebagai pencabutan
keuntungan menurut taksiran, yang diperoleh dari suatu
tindak pidana atau tindak pidana—-pidana semacar 1tu,
dalam hal cukup bukti-bukti, bahwa tindak pidana 1itu
dilakukan oleh si terhukum. (catatan: pencabutan
keuntungan Ini pada terhukum yang telah meninggal
dunia dilakukan dengan memperberatkannya pada harta
almarhum (Pasal 16 ayat 1b UUIPE). juga di sini tak
dapat dijatuhkan hukuman badan <ebagar pengganti
pencabutan keuntungan.

d.mewajibkan pengeriakan apa vang dilalairkan tanpa hak,
meniadakan apa yang dilakukan tampa hak, dan melakukan
jasa—jasa untuk mewmperbaik: akibat—akibast satu sama
{ain, semua atas biaya s1 terhukum, sekadar hakim
tidak menetukan lain. (catatan: bagi s1 terhukum vang
telah meninggal dunia, ketentuan tersebut di atas,
dilakukan dengan memberatkannya pada harta almarhum
(Pasal 1é& ayat 1b UUTPE) selaniutnya dapat dJdisebutkan
d1 sini bahwa tindak tata tertibh yang telah diuraitkan
di atas itu (sesuai dengan Pasal 8 UUIFPE), tidaklah
dilimitatir, tetapi tindakan tata tertibd yvang disebut
dalam peraturan—peraturan lain dapat dilakukan.

Tindakan tata tertib sementara 1ini bukanlah berarti
pidana vang telah diputuskan hakim, ataupun sanksi-sanksl
yang telah diputuskan demikian tetapa hanva merupakan

tindakan sementara dalam rangka pengusutan delik ekonomi oleh



rak=a.  Mamun demikian, karena secara materiel merupakan

sanks1 pendahuluan, maka dicantumken di sini sebagail sanksi.

Jaksa berhak untuk memerintahkan kepada tersangka sebagai

tindakan sementara untuk:

l.penutupan sebagian atau seluruh perusahaan si tersangka, di
mana delik ekonomi itu disangka telah dilakukan.

Z.penempatan perusahaan si tersangka. di mana delik ekonomi
itu disangka telah dilakukan, di bawah pengampuan.

J.pencabutan seluruh atau sebagian hak—hak tertentu atau
pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah
atauw dapat diberikan oleh pemerintah kepada si tersangka
berhubung dengan perusahaan i1tu.

4 . supaya =i tersangka tidak mejakukan perbuatan—-perbuatan
tertentu.

D.supaya si1 tersangka berusaha, supaya harana-barang tersebut
dalam perintah itu dapat disita, dikumpulkan dan disimpan
ditempat yang ditunjuk dalam perintah i1tu (Pasal 27).

{Baharuddin Lopa, 1984:190) Dengan diberlakukannya FF
penganti Ul Nn.21 Tahun 1959, maka penjatuban pidana badan
harus bersama—-sama dengan penjatuhan pidana denda. U1 samping
1tu dapat dijatuhkan pidana tambahan seperti telah di sebut-
kan di muka, termasuk juga tindakan tata tertib yang telah
diuraikan, dapat dijatuhkan pula.

Kumulasl sanksi—sanksi tersebut seperti berikut:

A.1. Pidana mati,atau

2. Pidana seumur hidup,

4. Pidana penjara 20 tahun (1 s/d I kalan ada alasan mem-—



perberat pidana yang tersebut dalam Perpu No.Zl 1959,
atauv Penpres No.5 Tahun 1959, atau delik vana tercantum
dalam UJ larangan peredaran rek kosongq)., atau
4. Fidana penjara & tahun ke bawah, atau
5. Pidana kurungan., salah satu dari yang lima jenis ini
harus dikumulasikan dengan:
B. Pidana denda:

Salah satu pidana pada pidane A dan pidana B, dapat
dijatuhkan bersama:

C. Fidana tambahan (lima macam, lihat di muka):

Salah satu pidana A tambah pidana B, dapat ditambah
dengan pidana C, dapat ditamhah denqgan:

D. lindakan tata tertib (empat macam lihat di muka).

Salah satu paeda A dan B,.C.D. dijatuhkan kumulataf,
tetapi sebelum i1tu jaksa maupun hakim sebelum persidangan
dimulaili dapat menjatuhkan tindakan tata tertib sementara
(lima macam pula).

Fidena denda juga lain dari KUUHP, pidana penjara atau

kurungan dijatuhkan bersama-sama pidana denda.

2.2. Unsur—-unsur Delik Subversi Menurut Pasal 1 ayat 1 Sub 1

Buttir d, UU No.11/FNPS/Tahun 1963

Sebelum penulis menquraikan unsur—unsur delik subversi
menurut Pasal 1 ayat 1 sub 1 butair d Undang—-undang
Nn.11/PNPS/Tahun 1943, maka penulis fterlebih dahulu akan
mengutip bunyl pasal tersebut (Andir Hamzah, 198H8:84-d5):

(1) Dipersalahkan melakukan tindak pidana:

(1) Barang s5iapa melakukan sesuatu perbuatan dengan
maksud atau nyata—-nyata dengan maksud atau vang



dJr1ketahuinva atau patut diketahuinyva dapat:

(d}) Hengganggu, menghambat, atau mengacaukan
bag: industri, produksi, distribusi, perda-
gangan koperasi atau pengangkutan vang
diselenggarakan oleh pemperintah atau berda-
sarkan keputusan pemerintah atau wmempunvail
pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.

Berdasarkan bunyi dari Pasal 1 ayat 1 sub 1 butir d
tersebut sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-
undang nomor 11/PNPS/1963, (Andi Hamzah, 1988:81) sebagai
berikut:

1. Helakukan suatu perbuatan

2. Dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau

vang diketahuinva atau patut diketahuinva

4. Dapat mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi

Industri, produksi, distribusi, perdagangan atau

pengangkutan, serta
4. adanya wmotif atau latar belakang politik.

Melihat bunyil perumusan tersebut di atas, maka pada
latar belakang 1si ketentuan hukum pidana menurut kaidah yang
dimaksudkan adalah suatu perbuatan hukum yang terlarang
(verbod) dengan maksud agar perbuatan yang dimaksud Jjangan
dilakukan atau tidak dilakukan, dan apabila dilakukan maka
dapat dipersalahkan, istilah dipersalahkan sudah jelas
maksudya yaltu ditujukan menurut hukum pidana, jadi maksudnya
adalah perbuatan subyek, orangnya atau manusianya.

Dalam rumusan delik tersebut dalam Pasal 1 ayat 1,
barang sieapa yvana dimaksudkan pada Fasal 1 ayat 1 1n1  adalah
subyek hukum atau si pembuat delik, yang berarti semua orang,
ke dalam 1stilah tersebut tidak mencakup badan, organisasi
atau badan hukum tetapi dibatasi pada manusia sebagal
pemanaku hak dan kewajiban sehagsi suihyek suatu delak.

ad.1l.Unsur melakukan suatu perbuatan.



Feta "suatu perbuatan" di sini mempunyal arti vang umum
sehingge dapat mempunyai pengertian berupa perbuatan apz pun,
baik 1ty merupakan perbuatan yvang aktif atau pasif.

Rumusan vyang demikian itu oleh para pembuat Undang-
undang beranggapan bahwa para pelaku delik sadar apa vang
mereka lzkukan dalam pelbagai macam bentuk atau cara. bahkan
d1 dalam pelaksanaan delik tersebut disertai dengan tekhnik
dan taktik =serta manuver-manuver vann beraneka ragam serta
berubah—-ubah sesual dengan perkembangan waktu dan tempat.

Nleh karena 1tu akan sulit sekali untuk secara limitatif
merumuskan perbuatan—-perbuatan apa yang diartikan sebagai
perhbuatan subversi sebhagaimana rimusan  suatu  delik dalam
KUUHF .

Dengan melihat kenyataan ini, maka para pembuat Undang-
undang membuat rumusan dalam bentuk umum, artinya agar dapat
mencakup bantyak perbuatan kedalamnya dan dencan demikian
memberi gerak yvang luas pelaksanaan pemberantasan  kegiatan
subversi.
ad.2.Unsur dengan maksud atau nyata—-nyata denqgan meaksud atau

diketahuinya atau patut diketahuinya

Digunakannya kata—kata dengan maksud atau nyata-nyata
dengan maksud hendak menjelaskan motit pembuat delik, vang
tidak lazim digunaken oleh pembuat lIndang—-undang negara lain,
karena semua ahli hukum berpendapat bahwa kesengajaan itu
terdiri atas tiga corak, yaitu sengaja sebaga2i niat, sengaja
sadar akan keharusan dan sengaja sadar akan kemungkinan

(dolus eventualils).



Sehinqga kata-kata dengan maksud atau nvata-nvata dengan
maksud walaupun dihilangkan masih berarti bahwa ada Vkesenga-
128N, karena perkataan "vang diketahiinya” sudah mencakup
tiga corak kesengajaan.

Menurut Hezewinkel Suringa (Andi Zainal Abidin Farid
1995:345) menjelaskan arti culpa lata vang disadari sebagai
herikut:

Culpa Ilata vang disadari terdapat bilamana antara pem-—
buat delik dan akibat yang dapat dihindari terdapat
hubungan kesadaran yang nyata. Dalam hal 1tu pembuat
menyadari akan kemungkinan terwujudnya akibat dengan
berbuat, tetapi ia percayva akan mampu menghindari atau
mencegahnya karena menghandalkan kemampuannya.

Dalam hal ini delik subversi tidak mensyaratkan adanva
pembuktian bahwa “"pembuat" juge harus menginsatinya bahwa
perbuatan vang dilakukan tersebut adalah perbuatan vang
dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang,
melainkan sudah cukup bila dibuktikan bahwa pembuat menghen-—
dakinya.

keadaan vang dimak=undkan d1 =sana adalah keadaan
subyektit, misalnya pengetahuan yang dimilikil seseorang,
latar belakang kehidupan dan tingkat pendidikannya, profesi
sese orang dan sebagainya. sedangkan keadaan obyektifnya yang
dimaksud 1alah situasi, kondisi, waktu, dan tempat di mana
perbuatan tersebut dilakukan, keadaan masyarakat dan
sebagainya.

Kemudian diakhir unsur opzet atau kesengajaan terdapat
kata "dapat" yang secara harfiah berarti “tidak harus", Jjadi

akibat vana ditimbulkannya tidak harus atan  tidak perlu

terjadi. Tibulnya suatu akibat secara nyata tidak diharuskan



=tau tadak penting. cukup kalau suatu akibat itu baru merupa-
kan suatu  kemungkinan saja. Lebih lanjut dijelaskan oleh
Dioko Prakoso dkk, (1987:3538), bahwa:

2 5w A oleh karena 1tu tindak pidana subversi dranggap

telah rampung dilakukannva sesuatu perbuatan vang dapat

dilakukannya sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan
akibat, tanpa diperlukan timbulnya akibat itu sendiri
secara nyata.

Artiny2 menurut pengalaman manusia pada umumnya bahwa
perbuatan yang dilakukan memungkinkan menimbulkan akibat
(ukuran obyektif) bukan pandangan pembuat delik saja yang
perlu tetapi juga pandangan masyarakat.
ad.3.Unsur dapat mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi

industri, produksi, distribusi, perdagangan, atau

penganakutan.

linsur tersebut di atas merupakan akibat vang dapat
timbul dari suatu perbuatan sebagairmana yang tercantum dalam
Pasal 1 ayat 1 sub 1 butir d UU No.11/PNPS/19463.

Unsur 1ini didahuluil dengan adanya kata dapat seperti
vang telah diuraikan sebelumnva, yana menqandung pengertian
bahwa timbulnya akibat secara nyata tidaklah penting dan
diannggap sudah cukup bila dapat menimbulkan akibat, vakni
menggangqu, menghambat, atau mengacaukan bagi industri,
distribusi, produksi, perdaganaan atau penganagkutan. FPenqger-
tian yuridis atau penjelasan, sehingga dengan demikian
penilaianya dapat dilihat dan dinilai dalam konteks keadaan-
keadaan obyektif vyang menyertal pada waktu perbuatan 1tu
dilakukan oleh pembuat (tertuduh) vang dikaikan denagan fakta-—
takta yang rasional.

Sebagai batasan untuk uraian unsur tersebut diatas,



LGerson W.Bawengan, (1979:195-1%4) berpendapat bDahwa:
Hengeangeou vyang dimaksud dalam ketentuan 1tu tentulah
harus disesuaikan dengan kodisi dan =situasi. <sebab
bi1lamana =seorang kepala provek yang melaporkan bahwa
anak buahnya telah mengganggu atau merusak alat sebuah
mesin pabrik, perlu diselidiki apakah benar ada kegiatan
subversi. Jawabannya sangat tergantung pada kondisi dan
si1tuasi, pengusutan serta pembuktian—pembuktinnya.
Dengan demikian terhadap istilah-istilah dapat menggang-—

qu, menghambat atau mengacaukan bagi industri. produksi,

distribusi, perdagangan atau pengangkutan, haruslah dilihat
dan dinilai dalam keadaan dan kondisi tertentu vang sesuai
dengan pembuktian—-pembuktian yang konkrit dan rasional.
ad.4.Unsur adanya motif dan latar belakang politik.

Meskipun dalam uraian Pasal 1 ayat 1 sub 1 butir d UU
No.11/PNFS/1963 tidak dijumpai kata—kata atan istilah motif
politik, tetapi dalam penjelasan dinvatakan bahwa subversi
selaluy berhungan dengan politik dan merupakan alat untuk
mencapal tujuan politik yang dikehendaki oleh pihak atau
gnlongan yang berkepentingan.

Jdadi menurut penjelasan tersebut motif politik merupakan
unsur mutlak setiap perbuatan subversi, yang harus dibuktikan
di depan sidang pengadilan.

Mengenal pengertian politik dalam kerangka latar
belakang politik suatu delik subversi, haruslah diartikan
dalam arti luas, yaitu kebijeksanaan politik pemerintah di
bidang ekonomi, bidang sosial, serta bidang kebudayaan. Hal
ini secuial  dengan yurisprudens:i  Mahkamah Agunaq dalam
keputusannya No.346 K/Kr/1980 tertanggal 26 Januari 1984
(Dioko FPrakoso dkk, 1987: 28R) vang herbunyi:

bahia perbuatan terdakwa memasukan teksti! tanpa
prosedur =ah dari singapore ke 1ndonesia berulang—ulang



kali sejak bulan april 1974 =sampar dengan pebruar: I976,
termasuk tindak pidana subversi.

Perbuatan tersebut wmerusak atau meronarona kekuasaan
negara atau kewibawaan pewerintah vang =ah atau aparatur
negara. atau mengganggu, mengahambat atau wpengacaukan
bag1: Industri. produksi, distribus;y, perdagangan dan
pengankutan.

Bahwa sifat politik sangat Iuas. mencakup berbagal aspek
kehidupan termasuk juga dalam bidang perekonomian. Haka
tindakan terdakwa dengan sendirinya merupakan tindakan
yang dikategorikan dalam pengertian politik ekonomi,
karena akibat tindakannya itu tujuan politik ekonoms
pemerintah akan terhambat.

Jelaslah bahwa motif politik merupakan unsur mutlak pada
delik subversi yang harus ditatsirkan dalam arti luas, karena
sifat politik sendiri sangat luas., mencakup berbagai aspek
kehidupan bangsa dan negara.

Hasil kesimpulan loka karya pembangunan hukum malalui
peradilan di Batu Malang., pada tanggal 24 Uktober 1978,
(Oemar Seno Adji. 1984:178) khususnvya pada angka II butir 5
yakni tentang sikap hakim yang seharusnya dalam mengahadapi
lindang—-undang No.li/PNPS/1973 menyatakan sebagai berikut:

dalam perkara subversi, pemberantasan iIni dikaitkan
dengan sitat politik, yang wmeliputi politik dalam bidang
perekonomian/keuangan, kebudayaan dan fain—lain, mungkin
dalam bentuk motif. tujiuan, latar belakang politik dari:
pelaku yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan 1tu.

Dengan demikian maka latar belakang politik marupakan
unsur esensial atau penting dalam delik subversi yang harus
dibuktikan dalam sidang pengadilan.

F.lswara, (1980:42-43) mengartikan politik dalam arti
sempit sebagai berikut:

Bahwa hakekat politik adalah kekuasaan (power) dan
dengan begitu proses politik adalah serentetan peristiwa

yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas
kekuasaan. Politik adalah periuanagn untuk memperoleh
kekuasaan atau tekhnik rpenjalankan kekusaan atau

masalah—-masalah pelaksanaan dan kontrole kekuasaan.

Penyelundupan dengan motif untuk mempernieh keuntungan



hesar sa2i12 tidak termasuk penqgertian politik menurut lswara
keruall uvuanag yana diperoleh tersebut digunakan untuk merebut
kekuasaan dengan melawan pemerintah atau dipakai untuk
memilih kepala negara atau qubernur.
Fengertian politik vang lehih terperinci, dikemukakan
oleh Cheppy H.Cahyono dan Suparlan Al Hakim, (1982:262-263)
sehagal berikut:
Politik, teori, merupakan bahasa dan generalisasi dari
phenomena vang bersirtat politik.
Teori politik adalah bahasa dan renungan tentang tujuan
dan kegiatan politik, cara-cara mencapal turuan,
kemungkinan—kemungkinan dan kebutuhan—kebutuhan vang
ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu, dan
kewajiban—kewajiban (obligations) yvang diakibatkan oleh
turuan politik tersebut. Sedang pengertian politik
praktis, adalah semua usaha-usaha, perbuatan—-perbuatan
dan tindakan dengan maksud untuk mempengaruhi, mengatur

atau lIangsung menetapkan Jjalannya kejadian—kejadian
dalam kehidupan bernegara.

Mengenai ideoclogi politik dijelasken oleh Mariam
Budiardjio, (Dicko Prakoso dkk, 19H8/:3562) sebagal berikut:

Ideolog: politik berdasarkan kepercayaan atas adanya dan

dapat tercapainya suatu pola tata tertib sosial dan

politik vang 1deal, Iideoloqi politik atau doktrin
politik mempunyar tujuan untuk menggerakan aktivitas dan
kegiatan politik (politic actions).

Contoh beberapa ideologi atau doktrin politik, misalnya
demokrasi, marxime, liberalisme, facisme, leninisme,
merupakan 1deologl yang sifat doktrin dan satat militannya
paling menonjol.

Dari pembatasan 1lmu politik, hakekat dan pengertian
teori politik serta kupasan mengenal 1ideologi politik
tersebut, dapat dilihat jelas apa—apa =aja vang termasuk
pengertian politik, dengan demikian suata perbuatan sepanjang

menaenal salah satu hal tersebut di atas adalah wmerupakan

perbuatan politik.



Y. M. Penaertian Asas Nebis In Idep Menurut FPasal 76 KUUHF.
Sebelum penulis menquraikan penqgertian asas nebis In
1dem menurut FPasal 76 KUUHP, penulis akan menqutip terlebih

dahulu bunyi dari pasal tersebut (Moelyatno.1994:39) vaitu:
(1) Kecuali dalam hal putusan hakim mas:ih mungkin
diulangi (herziening) orang tidak boleh dituntut dua
kall karena perbuatan yang oleh hakim 1ndonesia
terhadap dirinya telah diadil:i dengan putusan vang
meniad: tetap
(2) Jika putusan yang meniad: tetap berasal dari hakim
lairn, maka terhadap corang 1tu dan karena perbuatan
pidana 1tu pula, tidak boleh diadakan penuntutan
dalam hal:
ke—1.putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau
pelepasan dari tuntutan hukum ;
ke—2.putusan berupa pemidanaan dan pidananva telah
dijalan: seluruhnya atau telah diberi ampun
atau wewenang untuk menjalankannyva telah hapus
karena daluwarsa.

Fada Fasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Fidana (KUUHF)
mengandung prinsip penting, bahwa seseorang tidak dapat
dituntut sekali laci karena perbuatan yvang sama, vang telah
diputuskan oleh hakim dengan putusan yang telah berkekuatan
tetap (gewlisde atau res judicata) prinsip vang inilah vyanqg
di dalam i1lmu hukum disebut sebagal asas nebis 1n 1dem.

Pengertian perbuatan vanag sama (hetzelde fei1t) 1ni ada
banyak penafsiran, (Wirjono Frojodikoro,1986:150) yang
masing-masing mempunyai konsekuensi - konsekuensi yang
terlainan, dan hal tersebut ada hubungan erat dengan:

a.Bunyi penuntutan eoleh kejaksaan dan

b.kemungkinan mengubah bunyi penuntutan I1tu selama

pemeriksaan perkara pidana berjalan.

bengan adanya kemungkinan mengubah bunyl penuntutan
serara yanag dirumuskan dalam Fasal 282 HIR (Herziene

indonesis Regelement) sebagal ketentuan Hukum Acara FPidana.

Bahwa ada Ekeleluasaan mengubah bunyi surat tuduhan dengan




=natu pembatasan. ya2itu bahwa dengan perubahan surat tuduhan
1t perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak boleh
menjadl lain kejadian (ander fert).

Dengan demikian, semua pemeriksaan perkara berjalan, ada
kesempatan untuk menghindari hal yang bertentangan dengan

FPasal 76 EKUUHP (asas nebis In idem)

2.9. Uraian Concursus Idealis Menurut Pasal 63 ayat 1 dan
Asas Llex Spesialis Derogat Leg: Generalis Menurut Pasal
&3 ayat 2 KUUHFP
Untuk lebih memudahkan pembahasan selanjutnya, maka
penulis menguraikan asas concursus i1dealis menurut Fasal 63
ayat 1 dan asas lex spesialis derogat legi generalis mwmenurut
Fasal 63 ayat Z KUUHP, secara terpisah. Namun sebelum penulis
menguraikan kedua asas tersebut penulis hendak menguraikan
terlebuh dahulu gabungan tindak pidana (samenloop van straf—
hare feiten).
Ada tiga macam tindak—-tindak pidana, yaitu
(a) Seseorang dengan suatu perbuatan melakukan beberapa
tindak pidana, yang dalam ilmu hukum dinamakan
(eendaadsche samenloop), diatur dalam Pasal &3 ayat 1
KLIUHF
(h) Seseorang melakukan beberapa perhuatan yang masing-masing
merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan
antara satu sama lain (voortgezette handeling), diatur
dalam Pasal &4 KUUHP

(r) seseaorang vang melakukan bheberapa perbuatan vyana taidak



ada hubungannya satu sama lain, dan yena masing—-masing
merupakan  tindak pidana:; hal tersebut dalam 1lmu  hukum
dinamakan gabungan beberspa perbuatan imeerdaadsche
samenloop) vang diatur dalam Fasal 65 dan 66 KUUHP.

Fada sub a, yang merupakan gabungan berupa satu
perbuatan (eendaadscheloop) dinamakan concursus 1dealis, oleh
karena tidak ada hal—hal yang digabungkan, melainkan hanya
ada satu perbuatan, tetapi diatur beberapa pasal ketentuan
hukum pidana.

Fada sub b, disebut perbuatan berlanjut kKarena ada
beberapa perbuatan vang hanya diangagap sebagal suatu
perbuatan yang dilanjutkan. Dan pada =sub c, dinamakan
concursus realis yang berarti beberapa perbuatan digabungkan
menjadl satu.

(1) Asas Concursus Idealis Menurut Pasal &3 ayat 1 KUUHP

Seperti telah dikemukakan dimuka bahwa J1ka suatu
perbuatan masuk dalam lehih dara satu aturan pidana, maka
yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan—aturan 1tu,
Jika berbeda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana  pokok
vang paling berat.

Concursus 1dealis terjadi bilamana seseorang pelaku
melakukan suatu perbuatan materil, tetapi menimbulkan dua
atan lebih delik dan antara kedua delik atau lebih 1na,
mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga keduanya tidak
dapat dipisahkan satu sama lain. kKalau satu delik ditiadakan,
maka yang lainpun akan hilang. Menurut Pasal 63 ayat 1 hanya

=atu pidena yang dapat dikenakan.



f2) Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis Menurut Pasal
&3 Ayat 2 KUUHF

Jika suvatu perbuatan, vang masuk dalam suatu aturan
pidana yanag umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus,
maka hanya vang khusus itulah yang dikenakan.

Asas lex spesialis derogat legl generalis ini merupakan
suatu pengecualian, yvaitu apabila pasal dengan hukuman lebah
ringan merupakan suatu  ketentuan hukum khusus (lex
spesialis), sedangkan pasal dengan hukuman lebih berat
merupakan suatu ketentuan umum (Jex generalis), maka dalam
hal 1ni1 ketentuan khusus (lIex spesialis) yang diberlakukan.

Di dalam proses peradilan tidak menttup kemunakinan akan
teriadi benturan terhadap dua aturan yang tergolong sama
sehagai ketentuan khusus terhadap suatu delik. Misalnva delik
penyelundupan yang diatur dalam Undang-undang Tindak FPidana
Fkonomy yang tergolong sebagai ketentuan khusus (lex
spesialis) dalam perundany - undangan, adapun delik
penyelundupan ini juge di atur delem tindak pidana subversi,
yang juga termasuk sebagal ketentuan khusus (lex spesialis),
dalam ketentuan perundang-undangan khususnya pada Pasal |
ayat 1 sub 1 butir d, Undang-undang No.11/PNP5/1943, maka
nntuk mencari solusi yang tepat ontuk menserapkan aturan mana
vyany dikenakan maka patut ditinjaan Fasal 63 ayat 1 dan Z

KINHP, sebagail bahan acuan pertimbangan.



BEAE S

HASIL FERFILITIAN DAN FEMHEAHASAR

3.1 bambaran Umum Lokasi Penelitian

Kasus vang akan dibahas dalam skripsi ini adalah kasus
penyelundupan rotan yang terjadir pada tahun 1988, yang
dilakukan oleh FRobby NG alias NG Seng Tjiona. lahir di
flasangi Sulawesi Tengah, pada tanggal 28 juli 1958 (saat
kasus disidangkan terdakwa berusia 30 tahun), yang berjenis
kelamin laki-laki, kebangsaan indonesia, Agama Budha, alamat
1alan Daeng Trompn No.11-A.llyinn Fandang, FPekerijaan
daganqg/kuasa dagang CV.Indonesia Shall.

FPenulis mengambil lokasi peneliitian sesual dengan kebu-
tuhan pengadaan bahan penulis di dalam mengumpulkan data—data
yang diperlukan guna mendukung dan menunjang keakurantan dari
151 skripsi ini.

Adapun lokasi penelitian vang penulis survel dan melaku-
kan pengumpulan data, sesuai dengan tema judul skripsi 1ini
dan tempat terjadinnya delik vang disidangkan pada pengadilan
yang mempunyal wewenang untuk mengadili kasus tersebut yaitu
Fengadilan Negeri Ujung Fandanqg. Namun penulis mengemhangkan
laga lokasi penelitian guna memper lengkapi bahan—bahan vang
diperlukan untuk meningkatkan bohot i1isi1 skripsi i1ni. Lokasi
yvang penulis maksudkan antara lain :

(1) Kantor Bea Cukai Wilayah IX lljung Pandanag. yana merupakan

tempat memperoleh data-data penyelundupan yang terjadi da



wilavah tersebut, vang penulis hatasi dari lahun 1996
sampai dengan Tahun 1999.

(2) Melakukakan wawancara langsung dengan pihak keluaraga
terdakwa sekaligus mengumpulkan data yang ada, di  rumah
terdakwa.

(3) Melakukan Wawancara langsuna dengan salah seorana pakar
hukum pidana khusus yang juga seorang pegawal kejaksaan
dan sekaligus sebagai penulis vaitu Dr.Andi Hamzah S.H di
rumah kediaman beliau di Komplex Kejaksaan Lebak Bulus
Jakarta Selatan.

(4) Melakukan Wawancara langsung dengan salah seorang guru
besar hukum pidana dan mantan saksi ahl:i pada kasus 1n1,
yaitu Prof.Em.Mr.Dr.Andi Zainal Abidin Faraid SH., di

kantornya Universitas 45 Ujung Pandang.

2.2. Data Penyelundupan dari Tahun 1996 Sampai dengan Tahun
1999 di Wilayah IX Ujung Pandang.

Denngan mengambil pengalaman di masa-masa lalu, dinas Bea
Cukai Wilayah 1IX Ujung Pandang, lebih memperketat lagi
penjagaan dan pengawasan terhadap pintu masuk dan keluar
Fabean Wilayah 1IX Ujung Pandang., dengan target yaitu mem-—

perkecil tindak pidana penyelundupan bahkan menrcegah atau

meniadakan tindak pidana penyelundupan, sehingga tidak
meruagikan negara  pada umumnya dan  daerah wilayah pada
Khususnya.

Adapun penyelundupan vanag ferjaring di HWileayah IX Iljung

tandang sejak lahun 1996 sampal dengan (ahun 1299 yaitu:



1) Penyelundupan yang terjadi pada tangoal 23 Oktober 1997.
pukul 12,30 wita, di perairan Tanijung Makaliat (selat
makassar), adapun objek vang diselupkan vyaitu rotan
sebanyak 12.804 FKqg. jenis seqga dan 18.160 kKag. Jjenis
umbulu, dengan tujuan Malaysia asal samarinda.

(2) Penyelundupan vyang Jjuga sempat terjaring vaitu pada
tanggal 235 Oktober 1999, pukul 11.00 wita, di perairan
selat Makassar, yang menjadi ohiek penyvelundupan adalah
rotan sebanyak 6.5600 Kg, jenis sega dan rotan jJenis
umbulu  sebanyak 9.261 Kg. dengan tujuan Malaysia dari
samarinda.

FPenyelundupan vang sempat terjaring dari Tahun 1994
sampal dengan [lahun 1999 ini, dijerat dengan Pasal 102 vo.

lindang—undang No.18 Tahun 1995 tentanaq kepaheanan.

3.3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Regno.l86Y K/Pid/1989
dan Regnn.1859 kK/Pid/198% Fada Fasns Penvelindupan Rotan

Yang lerijadi Pada Tahun 1%88 U1 Ujung Pandang

Putusan vang akan dianalisa dalam skripsa 1ini1 adalah
putusan terhadap perkara dalam tingkat kasasi vyaitu delik
penyelundupan rotan.

FPada kasus delik penyelundupan rotan ini, telah mengala-
m1 beberapa kalili pemeriksaan baik itu pada tingkat Fengadilan
Neneri Ujyung FPandang maupun pada tingkat FPengadilan Tinggi
Ujung Pandang hingga pada tingkat kasasi., sehingga menurut
hemat penulis dalam memaparkan dudubk perkara., penulis hanya

memaparkan satu duduk perkara, karena duduk perkara ekonomi



dan duduk perkara subversi pada 1sinya sama. sedangkan untuk
Aakwaan penuntut umum ekonomi dan dakwaan penuntut  umum
subversil, serta pada tuntutan penuntut umum ekonomi  dan
tuntutan penuntut umum subversi, penulis memaparkannvya secara
terpisah dalam satu sub pembahasan.

Berikut penulis memaparkan duduk perkara ekonomi dan subversi

pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung 3

3.5.1. Duduk Perkara

Robby Ng alias Ng Seng Tliong secara berturut-turut,
pada tanggal 18 Maret 1988 sampai dengan tanggal 20 Maret
1988 sampai 10 Mei 1988 serta tanogal Z8 Juni 1988 dengan
tanggal 1 Juli 1988, telah melaksanakan pemuatan rotan seban-
vak 5,100 #tan (84 ._.9048 bundels) atan sekitar jumlah it
bertempat di pangkalan Soekarno Felabuhan Makassar Uiung

Fandana, s=sbagaimana diuraikan berikut:

a. Fada tanggal 20 Maret 1988, telah melaksanakan pemuatan
rotan ke atas kapal MV.Wising sebanyak 1.250 ton denqgan
tuyuan Hongkong atau ke tempat lain di luar pabean
Indonesia, padahal PER yang sudah diregister dan dilegali-
sir oleh BDUN Cabang Ujung Pandang dan kemudian difiat muat
oleh Bea Cukai adalah PEB-PFE vang mencantumkan jenis
barang cashew nuts (jambu mente) sebanyak 350 ton dan sea
weed (agar—agar) 800 ton, vang palak ekspornya nol persen.

b. Pada tanggal 8 Mei1i sampal dengan 10 Mei 1984, telah mela-
kukan pemuatan rotan ke atas kapal MV.Wising sebanyak
1.440 ton, pada hal PEB dan LKFES yang diserahkan kepada
pihak instansi Bea Cukai untuk mendapatkan fiat
persetujuan muat dari 4 PEB adalah Cashew nuts sebanyak
450 ton dan satu set PEB disertai 1 | KPES yang mencantum—

kan jumlah rotan sebanyak 210 ton.



. Pada tanggal 28 Juni sampsi dengan 1 Juli 1988, telah
melaksanakan pemuatan rotan ke  kapal Sangkulirang VII
sebanyak 2510 ton, sedang is1 PEE vang telah mendapat fiat
persetujuan muat instansi Bea Cukai hanva 510 ton.

Dengan demikian dokumen yang melindungi antara lain FPEB
dan LKFES dari sejumlah 5.100 ton rotan yang di ekspor
hanya 720 ton (12.000 bundels) yang mempunyai dokumen,
sehingga terdapat 4.380 ton, tidak dilindungi dokumen.
Surat Feputusan Menteri Perdaacanagan No.2Z274/KFP/X/71986
tanggal / Oktober 1986 tentang tata niaga rotan melarang
untuk mengekspor baik karena rotan-rotan tersebut me-
rupakan kelompok rotan asalan atau belum diperiksa oleh
PT.Sucovindo di gudang CV.Indonesia Shell yaitu di gudanag
famajene, gudang Mamaesa di jalan Urip Sumoharjo KkKM.4
1ijung Pandang.

Akibat perbuatan tersebut, telah merugikan negara sekitar
Rp.4.450.808.000.~ dan tidak terdattarnya devisa sebesar
kurang lebih US$ 8.760.000.-

3.3.2. Dakwaan Fenuntut Umum

Rerdasarkan uraian kejadian dan fakta serta data vang
telah diuraikan secara ringkas pada duduk perkara di atas,
penuntut umum melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negerzi
Uiung Fandang, vang selanjutnya banding ke Pengadilan Tinggi
Uiung Fandang hingga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

FPada kasus penyelundupan rotan yang terjadi pada Tlahun
1988 vang di lakukan oleh Robbhy Ng alis Ng Senq Tliiong 1in2
adalah satu perbuatan penyelundupan yang dijerat dengan dua
aturan undang-undang pidana khusus, sehingga penuntut umum
membuat dua buah dakwaan dan tuntutan serta dua putusan

pennadilan yvang berbeda vakni putusan ekonoma dan putusan

subversi.



Berikut dakwaan penuntut umum ekonoml 3

| (9

Dakwaan Kesatu.

Dakwaan Frimair

Bahwa 1a terdakwa baik sebagai pribadi ataupun
selaku ataupun selaku kuasa dagang dari CV.Indonesia
Shell, setidak-tidaknya atas nama badan hukum perseroan
atau perserikatan, sesuail akta notaris No.l194, tanggal H
Agqustus 1980, atau dengan pri  keadaan (hnoedeningheid)
yang lain maksud atau kenyataannya serupa dengan 1tu,
haik 1a terdakwa sendiri ataupun bhersama dengan orang
lain yakni Marzuki Mad)yid, selaku direktur CV.Indonesia
Shell, H.M.Yunus <=selaku kepala cabang FT.Pelayaran
Bahari Ujung Fandang dan Willem Daud selaku petugas
operasional dari PT.FEMEL lltama Bhakti Indonesia Jaya
Uiung FPandang, (vyang perkaranva akan diajukan
tersendiri), dalam kedudukan terdakwa sebagai oranag vang
memberli perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin
untuk melakukan tindak pidana, pada tanggal 18 sampai
dengan 20 Maret 1988, tanggal 8 Mei sampal dengan
tannqgal 10 FHei 1988 dan 78 jnni 1988 sampaxr dengan
tanggal 1 juli 1988 atau setidak-tidaknya dalam tahun
1988 bertempat di pangkalan Soekarnn Pelabuhan Makassar
Uiung FPandang, di gudang lamajene Lorong I1(/453 dan di
qudang Mamaesa Jalan Urip Sumohario Em.4 serta di gudang
Tallo Lama kKeluranan Jallo Ujung randang atau
setidak—-tidaknya di tempat lain di mana Fengadilan
Ekonomi Ujung Fandang berwenang memriksa dan mengadili
baik secara berturut—turut vang dipandang sehagali
perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) ataupun
beberapa perbuatan yana berdiri sendiri yana merupakan
gabungan perbuatan telah mengeluartan atau mengekspor
dan atau telah berikhtiar (trachten) untuk menageluarkan
atau mengekspor rotan sebanyak 6.429,640 (enam ribu

empat ratus dua puluh sembilan koma enam puluh




perseribu) ton setidak—tidaknvya disekitar iumliah
tersebut dengan tujuan Honakonag atau setidak—-tidaknya di
tempat-tempat lain di luar daerah pabean Indonesia tanpa
mengindahkan ketentuan—-ketentuan sehagaimana telah
diatur di dalam ordonansi bea dan regelemen—-regelemen
yang terlampir padanya, perbuatan—perbuatan mana dapat
menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian masyarakat
yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara (dst......cccaens
SRR S Sl lihat lampiran)
Bahwa dari 3 (tiga) kali pengapalan rotan secara
herturut—turut tersebut terdabwa telah herha=s1il
mengekspor rotan dengan tujuan Hongkong atau tempat lain
diluar daerah pabean indonesia dengan jumlah seluruhnya
84.00&6 (delapan puluh empat ribu enam) bundels atau
kurang lebih 5.100 (lima ribu seratus) ton sedangkan
dokumen yang melindunginya yaitu FEB dan LEKPES hanya
mencantumkan  jumlah rotan /20 (tujuh ratus duwa puluh)
ton atau kurang 1lebih 4.380 (empat ribu tiga ratus
delapan puluh) ton atau 72.0646 (tuju puluh dua ribu enam
puluh enam) bundels rotan telah diekspor tanpa
dilindungi LKPES dan sesuail dengan surat keputusan
Menteri Ferdagangan Nomor 2/4/KF/X/19Y86 vanag mengatur
tentann tata niaga ekspaor rotan, maka terdapat sejumliah
4.380 (empat ribu tiga ratus delapan puluh) ton rotan
yang dilarang diekspor baik karena termasuk rotan asalan
maupun karena belum diperiksa oleh Pl.Sucofindo; sedang—
kan rotan sebanyak 2.04%9,740(dua ribu empat puluh
sembilan koma perseribu) ton telah diikhtiarkan
{trachten) wmtuk dikeluarkan atan diebspor AdAennan tujuan
ke Hongkong atau ke tempat lain diluar derah pabean
Indonesia 3
Perbuatan tersebut diatur dan diancam hukuman menurut
Fasal 26 RO Stbl. 1931 No.471 sebagaimana telah dirobah
dan ditambah yo Undang—-undang Nomor 7/Drt/1955 yo Pasal
15 Undang—-undang Nomor 7/Drt/19535 yo Undang-undang Nomor
A/Drt/1958 vo Pasal 1 (2) I No.21/Prp/1959 yn Pasal 55




(1) ke—1 vyo Fasal 64 atau Fasal &5 KUHF
Lubsidair:

Hahwa 12 terdakwa baik sebagai1 pribadi ataupun
selaku  kuasa dagang deari (V. [Indonesia Shell atan atas
nama bhadan hukum, persernan ataun  perseraikatan sesuai
dengan akta Notaris Nomor 1Y4 tanggal 8 Agustus 1980
atau denaan prikeadaan atau (hoedaningheid) vang lain
maksud atau kenyataan yang serupa dengan 1tu baik 1ia
terdakwa sendiri ataupun hersama—sama dengan arana  lain
yakni Marzukl Madjiid selaku Direktur CV.Indonesia Sheel,
H.M.Yunus selaku kepala cabhang PT.Pelayarang Nusantara
Bahari Ujung Pandang dan Willem Daud selaku petugas
Operrasional dari PT.EMKL Utama Bhakti Indonesia Jaya
Uwung FPandang yvang perkaranya akan diajukan tersendiri,
dalam kedudukan terdakwa =shangal; nrang vana memberi
perintah atau yang bertindak sebagair pimpinan untuk
melaksanakan tindak pidana pada waktu dan tempat ceba-
gaimana disebutkan dalam dakwaan primair telah menge-
luarkan &stau menaekspor dan atau heraikhtiar (trachten)
untuk mengeluarkan atau mengekspor sebagaimana yang
disebut dalam dakwaan primair dari pelabuhan Makass=ar
Ujung Pandang ke Hongkong atan kKetempat lainm di luar
daerah Fabean Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan—
ketentuan yang sebagaimana yang diatur dalam Urdonansi
Bea dan regelemen-regelemen vyang terlampir pedanva.
dengan cara—cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan
primair.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam denaan  hnku-
man menurut Pasal 26 b RU jo Undang—undang No.//Urt/1959
jo Pasal 15 UU No.B/Drt/1958 jo F=2=al 1 ayat 1 (LI
No.21/Prp/1959 jo Pasal S5 (1) ke—le KUHP jo Pasal 64
atau Pasal &5 KUHP.

Dakwaan Kedua:

EBahwa I~ terdakwa haik =sehanail prihada ataupun

selaku kuasa dagang dari CV.Indonesia Shell, atau atas

nama badan hukum, persernoan atan perserikatan sesual




Aengan akta Notaris Nomor 194 tanggal B Agustus 1980atau
denaan prikeadaan (hoedaninghed) vang lain maksud atau
kenyataan serupa denqgan itu baik terdakwa sendiri atau-
pun bersama—sama denaan Marzukil Madiid selaku Direktur
CV.Indonesia Shell yang perkaranya akan diajukan tersen-
diri sejak bulan september 1987 sampali dengan dilaku-
kannya penyltaan tanggal 30 juli 1988 setidak-tidaknya
dalam Tahun 1987 dan TahunlY88 di gqudang fTamajene Jalan
Urip Sumohardio Lr.2/45 Ujung Pandang, di gudang Mamaesa
Jalan Urip Sumohardjo Km.4 Uinung Pandang dan gudang dan
diqudang Tallo Lama Kelurahan Tallo Keta Madya Ujung
FPandang setidak—-tidaknya di tempat lain di mana
pengadilan negeri ujung FPandang memeriksa dan mengadili,
telah menyimpan rotan sebanyak krang lebih 2049,640 (dua
ribu empat puluh sembilan, enam ratus empat puluh) ton
yaitu masing-masing (dst... .. .. i ... AT « ol 1o as o 50
» o= w e ois o ainie iHGlatelaiaianieine el e s ioitis et istiaintatals mais k- ida Tt | Lampiran)
yang diketahuinya atau patut harus diketahul olehnya
bahwa gudang tersebut belum memiliki surat pendaftaran
dari Kanwil Departemen Ferdagangan FPropinsi Sulaswesi
selatan atau dari instansir pemerintah lainnya vanag
berwenang, dan terdakwa ataupun Marzuki Madjiid dalam
menyimpan rotan-rotan di qudang tersebhut tidak memhuat
atau menyelenggarakan administrasi yakni tidak membuat
stock card (kartu stock) dan 3juga tidak membayar
administrasi sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam
surat penetapan Menteri Perdagangan RI No.0O4/kKF/1/1980
tangggal 7 Januari 1987.

FPerhuatan tersehut diatur dan dirancam dengan
tikuman mnenurut FPasal 2 1o Fasal & UU No. //Drt/1955, )0
FPasal S5 (1) ke—1 KUHP.

Berikut Dakwaan Penuntut Umum Subversi 3

1. Dakwaan Primair :
Bahwa la Terdakwa, heik sebagal pribadil ataupun

sebagal kuasa dagang dari CV.lIndonesia Shell atau




setidak—-tidaknvya atas nama badan hukum., perseroan atau
perserikatan vyana sesual denga Akta RMNotaris No.194
tanggoal 8 Agqustus 1980, atau dengan pri keadaan (heodi—
ninghe:rd) vana lain maksud atan kenyatzannya serupa
denagan 1tu, baik 1a terdakwa sendiri, ataupun secara
bersama—-sama dengan orang lain vyakni Marzuki PMadjaid
selaku Direktur CV.Indonesia Shell, H.M.Yunus selaku
Kepala Cabang PT.Pelayaran Nusantara Bahari Ujung Pan-
dang (Yang perkaranya akan disidangkan tersendiri).
dalam kedudukan terdakwa bailk sebagail orang yang memberi
perintah ataupun orang yano bertindak sebagai pemimpin
untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana diuraikan
dibavwgh Sl (dsteicessissnoasdnlsicie acsssewun =i e anan
- uiwem dlle wialhin nin v e remassmansnes=usnsasas=stintati lampiran)

Hahwa terdakwa dengan perbuatan-perbuatan tersebut
telah memantaatkan atau menyalahgunakan ftasilitas atau
kelonaggaran—-kelonggaran dalam melakukan =kspor dsnagan
berupa perongrongan kekuasaan negara atau kewlbawaan
pemerintah vyakni yang menyangkut kebijaksanaan antara
lain tata niaga 2kspor rotan, ssbagaimana diatur di
dalam Keputusan Mneteri Perdagangan No.2Z74/KP/X/1986
tangga! /7 Oktober 1986 tentang tata niaga rotan dan
pemberian kemudahan yang diatur dalam Impres Nn.4 Tahun
1985 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk
menunjang kegiatan ekonomi, hal mana dapat .menghilang-
kan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara atau
menghambat, mengganggu atau =etidak—-tidaknya mengacaukan
bagi industri rotan dalam negeri yang pada <saat 1n1
digqalakkan pertumbuhannys onieh pemerintah dan dapat
mengakibatkan hasil industri rotan dalam negeri yaitu
herupa bharang jadi akan kalah hersazing dengan di pasaran
luar negeri vang dengan hasil produksi luar negeri vyang
memperoleh bahan baku rotan yang lebih murah dari ekspor

rotan selundupan serta dapat mengganggu kebljaksanaan

pemerintah dalam menciptakan dan memperings  kesempatan

kerja di1 dalam negeri, =erta dapat menghilangkan




kesempatan kerja dalam memperoleh nilai tambah khususnya
dalam bidang industri rotan.

Ferbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman
menurut Fasal 1 ayat | sub | sub 1 hutir b, 2tau Pasal 1
ayat 1 sub 1 butir d jo Pasal 17 ayat (1) !Indana—-undanag
No.1l1/FNPS/1963 jo Pasal &4 (1) KUUHP atau Pasal &5 KUHFP
Jjo FPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

{{.Subsidair

Bahwa 1a terdakwa, baik secara pribadi atau pun
sebagai kuasa dagang dari CY.Indonesia Sheel atau
setidak—-tidaknya atas nama badan hukum, perseroan atau
perserikatan yang sesual dengan akta notaris No.l94
tanggal 8 Agustus 1980, atau dengan prikeadan
(heodeningheid) vyang lain maksud atau kenyataannya
serupa dengan 1itu, baik 1a terdakwa sendiri ataupun
secara bersama-sama dengan orang lain vyakni Marzukl
Mardijid selaku Direktur CV.Indonesia Shell, H.M.Yunus
selaku selaku Kepala Cabang FPrl.Pelayaran Nusantara
Bahari Ujung Pandang dan Willem Daud Selaku petugas
operasional dari PT.EMEKL Utama Bhakti Indonesia Java
Uiung Fandang (yang perkaranya akan diajukan
tersendirl), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut
dalam dakwaan primair secara herturat—torat sehagaiy
perbuatan berlaniut (Vorgezettehendeling) atau setidak-—
tidaknya masing-masing merupakan perbuatan vang berdiri
sendirli vyang merupakan gabungan perbuatan yang diancam
dengan pidana yang sejenis, dengan melawan hukum telah
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang
l2in atan sesuatu hadan hukum yanag serara langsung atan
tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau
perekonomian negara dan diketahuil atan patut disangka
olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan negara atau
perekonomian negara, dengan cara-cara sebagai berikut

‘dst--l----I--b-—.-.-..--...tl...blIII....‘Il...III..I.l

........... cemm e we ey s nraeyss pessoes]3bat lampiran)s

Bahwa dengan berhasilnya terdakwa mengekspor rotan




sehanyak 4.380 ton tanpa dilindunai dokumen maka terdak-—
wa atau a2tauv CV.Indonesia Shell atau orana lazin telah
memperoleh keuntungan sebhasar Rp.430.HOH.000,-— atau
sekitar Jumlah 1itu sedangkan negara telah mengalami
kerugian yaitu Rp.4.4.30.808,000,- atau sekitar jumlah
1tu karena tidak dibayarnya pajak ekspor.

Melanggar Pasal 1 ayat 1 sub a jo Pasal 28 jo Pasal
34 UU No.3 Tahun 1971 jo Pasal 64 ayat 1 KUHFP atau Pasal
65 KUHF jo Pasal 95 ayat 1 ke—-1 KUHP.

3.3.3. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah membaca tuntutan jzksa/penuntut Umum (tuntutan
pidana ekonomi) tanggal 6 Februari 19dY yang 1isinya adalah
sebagai berikut

Agar majelis Hakim yana mengadili perkara ini1 memutus-—

kan:

- Menyatakan terdakwa Robby Ng alias Ng Seng Tjiong
terbuktili secara sah dan meyakinkan bersalah melaku-
kan perbuatan pidane secara bersama sama eghanai-
mana vyang diatur dalam Pasal 26 b RU Stbl.19351L
No.471 sebagaimana telah dirubah dan ditambah 10
Pasal 1 sub 1c huruft O jJo Pasal &6 UU Nomor
7/Drt/1955 jo Pasal 15 UU Nomor 7/Drt/1955 jo UU
Nomeor 8/Drt/1958, 13Jjo Pasal 1 ayat 2 UU Nomor
21/Prp/1959,. jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 FUHP jo Pasal
&4 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu primair), dan
Pasal 2 jo Pasal S il Mn.11 Tahun 1945 jo Pasal
sublic, Pasal 6 UU No./7/Drt/1955, J1o Pasal 1 avat
(1) UU No.21/Prp/1959 (dakwaan kedua) 3

— Menjatuhkan pidana penjara selama : 10 (sepuluh)
tabhun dikurangi waktu semasa terdakwa dalam tahanan
sementara, dan denda sebesar Rp.30.000.000.-(tiga
puluh juta rupiah) subsidair A bulan kurongan 3

— Barang bukti berupa :




- Rntan 2.049.,640 (dua ribu empat puluh sembilan
koma enam ratus empat puluh) ton

- 36 (tige puluh enam) unit mesin pengelolah rotan:

- 5 (tiga) unit timbangan ;

dirampas untuk negara ;

— barang bukti berupa : surat surat tetap dilam-
pirkan dalam berkas perkara 3

— Menghukum pula terdakwa membayar ongkos perkara

sebesar Rp.7.500,—(tujuh ribu lima ratus rupiah)s

- Memnhrn Fepada Maieli=s Hakim =2gar menausulkan
kKepada Menteri Kehakiman X1 auyar terdakwa menjalani
pidana badan di | embaga FPemasvarakatan Nusa

Kambangan Jawa Tengah.
dengan memperhatikan FPasal 26 b RO Stbl.1931 Nn.471
sebagaimana telah dirubah dan ditambah YO uu
M. .7/Drt/1955 yn Pasal 15 Nl NA.7/Drt/1955 vn i)
No.8/Drt/1958 yo Pasal 1 (2) UU No.21/Prp/1959 1o Pasal
55 (1) ke-1 yo Pasal 64 KUHF dan Pasal 2 yo UJ No.ll
fahun 1965 vyo Pasal 6 UU No.7/Drt/1955, vo Pasal S5
(1) ke—-1 KUHP terdakwa telah dinyatakan hersalah
melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan
penqgadilan Ekonomi terssbut vang amar lengkapnya

berbunyi sebagai berikut

- Menyatakan terdakwa : Robby Ng alias Ng Seng Tjiong
menurut bukti dan keyakinan telah terbukti bersalah
melakukan kejahatan =
I. Secara bersama-sama melakukan Tindak Fidana

Ekonomi., mengeluarkan barang dan cerikhtiar
mengeluarkan barang dari peredaran 1ndonesia
tanpa dilindungi surat-surat yang sah sebagail
perbuatan vang diteruskan, sehagaimana vang
diatur dan diancam pidana dalam Fasal 1 sub 1le

huruf h Undang—undang No.7/Drt/1955 vo Pasal 6




vyo Fasal 15 Undana-undang No.7/Drt/1955 YO
Fasal 1 ayat (2) Undanao-undang No.21/Prp/1959 yo
FPasal 55 ayat (1) yo Pacsal A4 avat (1) KUHFP =
IT.Melakukan Tindak Fidana Flonomi sebagai
penguasa audang tidak membuat administrasa
barang—-barang vyang masuk dan vyang keluar se
bagaimana vyang diatur dan diancam pidana dalam
Fasal 2 vyo Pasal 5 Undang—-undang No.1l1l fahun
1965 yo Pasal 1 sub 3c, yo Pasal & Undang-undana
No.7/Drt/1955 vo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang
No.Z21/Prp/1959 3
- Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana
penjara selama S5 (lima) tahun penjara dan pidana
denda sebesar Rp.30.000.000,—-(tiga puluh juta
rupiah) subsidair & (enam) bulan kurungan, dengan
ketentuan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurang-
kan untuk semua 3
- menyatakan barang bukti bherupa 3
- Rotan sebanyak 2049,640 ton, 346 (tiga puluh enam)
unit mesin pengelola rotan dan 3 (tiga) wunit
timbangan, dirampas untuk negaraj;
— Barang Bukti surat berupa :
— satu bundel akta—-akta CV.Indonesia Shell (tanda
1) 3
- satu bundel dokumen ekspor CV.Indonesia Shell
bulan Maret 1988 - MV.Wising ke Hongkong 1150
ton = 21.298-bundel rotan (tanda II)
- satu bundel dokumen ekspor CVY.Indonesia Shell
hulan Mei 1988-MV Wising ke Honakonao 1440 ton =
24 .000 bundels rotan (tanda III) 3

— satu bundel dokumen ekspor CV.Indonesia shell

bulan Juli 1988 - Km.Sangkulirang VII ke
Hongkong 2510 ton = Z7.768 bundels rotan (tanda
Iv)

- satu bundel dokumen neqoisasi (ftanda V) ;

- satu bundel dokumen penyetoran palak dan Leter




or Lredit (tanda VI) :
tetap terlampir dalam berkas perkara :
— Menetapkan terdakwa tetap delam tahanan :
-~ Memhebankan hiaya perkera kepada terdakwa

sebesar Rp.5.000,.,—- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya penulis memaparkan 1s1 dari tuntutan Jaksa

penuntut umum pada tuntutan pidana subversa.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal &

Februari 1989 yang isinya adalah sebagai heraikut :

Agar Majelis Hakim vang mengadili dan memeriksa perkara

ini memutuskan :

Menyatakaen terdakwa Robby Ng alis Ng Senc Tiiong
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "Subversi secara bersama-sama' 3
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam FPasal 1
avat 1 Suh 1 butir b 4dan 4 v Pasal 13 avat (1) v
Fasal 17 ayat (1) Undang—undanyg No.ll/FPNPS/71963 vo
Fa=al 55 ayat (1) ke—-1 KIHFP yo Pasal 64 ayat (1) KUHP:
Menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 20
{dua puluh tahun) :
Menetapkan barang bukti surat-surat sebagaimana dalam
lampiran berkas perkara , tetap dilampirkan dalam
berkas perkara 3
Memohon kepada Majelis Hakaim agar mengusulkan  kepada
Menteri Kehakiman RI1 agar supaya terdakwa menjalani
hukuman badan di Lembaga Femasvarakatan Nusakambangan
dengan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Sub 1 butir d vo
Pasal 13 ayat (1) yo Pasal 17 ayat (1) Undang—-undang
No.11/FPNFS/1963 vyao FPasal &4 avyat (1) EKUHP terdakwa
telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri
Uiung Fandang tersebut yang amar lengkapnya berbunyi
sebagal berikut :

- Menvatakan terdakwa Robby Nag alias Ng Seng Tijiiong

terbukti secara sah dan meyakinkan menuruat hukum

bersalah melakukan tindak pidane "Subversi hersama-




sama sebagail perbuatan vang diterucskan., sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 avat (1)
sub 1 butir d yo pasal 135 ayat (1) yo pasal 17 ayat
{1) Undang-undang No.11/FNPS5/1963 pasal &4 avat (1)
vo pasal 55 avat (1) ke—-1 FUH Pidana :

— Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pldana
penjara selama 15 (lima helas) tahun :

- Menyatakan barang bukti berupa : rotan sebanyak
2049 640 ton, 36 (tiga puluh enam) unit mesin
pengelola rotan dan 3 (tiga) unit timbangan dan
barang bukti surat-surat berupa :
Satu bundels akta—akta CV.Indonesia Shell (tanda:l)
Satu bundels dokumen eksport OV, Indonesia  Shell
bulan maret 1986. MV.Wising ke Hongkong 1150 ton =
21.298 bundels rotan (tanda :1I) 3
Satu bundels dokumen eksport C(V.Indonesia Shell
bulan Mei 1988, MVMWising ke Honakonqg 1440 ton =
24 .000 bundels rotan (tanda :III) 3
Satue Bundelas dokumen ekspnrt CV. Indonesia  Shell
bulan Julir 1988 KM.Sangkulirang VYI[ ke Hongkong
2510 ton = 3F7.768 bundels rotan (tanda :1V) 3
Satu bundels dokumen Negoisasi (tanda :V) ;
Satu bundels dokumen penyetoran pajak dan Letter of
Credit (tanda :VI) ;
Dipergunakan wuntuk perkara tindak pidana ekonomi
(perkara No 109/FPid.B/EK/1988/FN.U) .Fdg ;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 3
putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah
diperbaiki oleh pengadilan tinggi Sulawesi Selatan di  Ujung
Fandang dengan putusannya tanggal 3 Juni 1989 Nno.8R/Pid/1989

Fl.Uu).Fdg vang amar lengkapnya berbunyl sebagal berikut :
— Menerima permohonan banding dari terdakwa tersebut:
Dalam Eksepsi :

— Menquatkan putusan csela Pengadilan Negera



Uiung Fandanag tangag=l Z8 Nopember 1988
No.110/P1d.B/1988/PN.UP vang dimohonkan banding 3
Dalam Fokok FPerkara :

= Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang
tanaggal 6 Maret 1989 No.110/Pts.Pid.B/1988 PN.UP
yvang dimohonkan banding sekadar mengenal pidana
yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;

= Menghukum terdakwa Robby Ng alis Ng Seng Tiiong
dengan hukuman penjara selama 7 (tuivh) tahun 3

— Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar pada kedua tingkatan peradilan sebesar
Rp.5.000 (lima ribu rupiah) :

— Menguatkan putusan Penagadilan Negeri Ujung Fandang

untuk selebihnva.

5.23.4. Tanggaepan Terhadap Futusan Mahkamah Aguing Keagno.l1l859
K/P1d/ 1989 dan Regno.184% K/P1d/198Y pada Kasus
Penyelundupan Rotan pada Tahun 1988 di Ujung FPandanag
Ditinjau dari Segi Pasal /& KUUHF

Dalam pembahasan sub babh 1n1 penulis  akan menanggapl
putusan Mahkamah Agung tersebut darli segl asas nebis In 1dewm
yang terkandung dalam Pasal 76 KUUHFP. Dan penulis =membaginya
ke dalam dua sub pembahasan;

2. langgapan terhadap Putusan Mahkamah Agung Regno. 1869

K/Pi1id/198Y dalam perkara Tindak Fidana EXonoml.

Sehelum penulis menanggapi putusan 1ni, penulis hendak
mengutip terlebih dahulu 1s1 putusan tersebut:

Menolak Permohonan kasasi dari pemohon kasas: : Robby Nag
alias Hg Seng Tiftong tersebut ;

Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Tingg:i Ekonowmr Hjung

Handang tanggal 3 Juni 198Y Mo .87/PId/EK/198Y/PT.UJ.PDG

sekedar hal—hal seperti yang telah dipertimbangkan di1 atas

sehingga berbunyl sebagal berikut :
-— Menvatakan terdakwa ROBBY HG ALIAS NG SENG TJIONG



tersebut d1 atas terbukt:i secara syah dan mevakinkan

bersalah melakukan keirahatan :

I. "Secara berzama—-sama wengeluarkan barang—barang
dan berikhtiar mengeluarkan barang—barang dari1
daerah Pabean Indonesia tanpe mengindahkan
ketentuan—ketentuan dari firdonansi Bes dan
peraturan yang terlampir padanva sebaga: perbuatan
vang diteruskan” ;

II.”Sebagai penguasa gqudang tidak mepbuat adeinistra-—
51 barang—barang yang masuk dan keluar” ;

—— Menghukum 1a oleh karena 1tu dengan pidana penjara
selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar
Rp.30.000.000,—(tiga puluh juta rupiah) :

—— Menetapkan masa penahanan yang telah diralani terdak-
wa dikurangkan selurubhnva dary prdana vang dijatuh—
kan;

~— Henetapkan, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak
dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama &
fenam) bulan ;

-— Henghukum pewmohon kasasi/terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan
dan dalare tingkat kasasi Ini detetapkan Rp.2.500,—
(dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan demikian maka Putusan Mahkamah Agung Reann. 1849
K/P1d/1%8%Y 1ini sudah mempunyal kekuatan hukum yang tetap,
sehanai salah satu syarat tentang asas nebis 1n i1dee.

Setelah penulis membaca, mempelajari dan menganalisa
herkas perkara serta Putusan Mahkamah Agung 1ni. vyang penulis
angkat menjadi objek penelitian (study kasus) dalam penulisan
skripsi 1ini, maka penulis akan memberikan tanggapan secara
singkat dan sederhana terhadap putusan Mahkamah Agung  ini
vang ditinjau dari seqi Pasal 76 FIWIHF tentang asas nebis 1n
1dem, sebagal berikut:

Fada putusan Mahkamah Agung menurut hemat penunlis, Jjika
ditinjau dari Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Fidana
(KUUHP) tentana asas nebis 1n idep., maka pada perkara Tindak
FPidana Ekonomi yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan
pada hari kamis tangagal 18 Januari 1989 nleh H.AdL Andnojo

Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah



Aquna sehaqgei1 ketua sidang, R.Rneskamdi, SH. dan Ny.H.Martina
Notowidagdo., SH. Hakim Anagagotae, dan diuvcapkan dalam sidang
terbuka pada hari selasa tanggal & Februara 1990, tidak
melangaar Pasal 76 KUUHP tentano Asas Nebis In ldem.

Lengan demikian Putusan Mahkamah Agung Regno. 18&6Y
¥/F1d/1989 dalam perkara Tindak Pidana Ekonomi. penulis
sependapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah sehingga
dijatuhi hukuman atas perbuatannya, Mammn pennlis  menganqgaap
putusan Mahkamah Agung mengenal hukuman badannya telalu
ringan dibanding dengan tuntutan penuntut umum.

Bahwa putusan Mahkamah Agung selain tidak melanggar
FPasal 76 KINHF tentang Asas nebrs in 1der, juga sndah sesuval
dengan Fasal 197 Kitab Undang-nindang Hukum Acara FPidana

(KIIHAF) tentang syarat sahnya suatu putusan.

L. langgapan terhadap Putusan Mahkamah Agung Regno. 1859

F/P1d/1989 dalam Perkara Tindak Pidana Subvers;.
Selanjutnya penulis hendak mengutip juga Futusan
Mahkamah Agqung Regno.1859 K/Fi1d/1989 ini dalam perkara

subversi, yaitu:

Menolak permohonan kasasi dari para peepohon kasas:i :

1. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujiung Pandang
II.Terdakwa ROBBRY HG alias NG SFNG TJIONG tersebut ;

Menghukum termohon/pemohon kasasi/terdakwa tersebut
untuk mewmbayar biaya perkara dalam tingkat kasas:i I1n1 sebesar
Rp.2.500,—(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permpusyawaratan pada
hari kamis tanggal 20 Februar: 1992 oleh H.Ad1 Andojo
Soetjipto,SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah
Aqung sebagal Ketua Sidang, Ny.H.Martina Notowidagdoe,SH. dan
Ny.Karlina Palmini Achead Scoebroto.SH. Hakim—hakim Anggota
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari sabtu
tanggal 21 Haret 1992 nleh ketuva tersebut dengan dihadiri
oleh NY.H.Martina Notowidagdo,SH. dan HNy.Karlina Palminl
Achmad Soebroto,SH. Hakim—hakim Anggota, HWavan Harku,SH.



Fanitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.
ara 153 Futusan 1ni menuninkan bahwa Mahkamah Aaung
mennlak kasasi deri Jaksa Penuntut Iimmm dari Kejaksaan Neger:
thhona Pandang dan menerima kasasi dari Jaksa Fenuntut  umum
pada Kejlaksaan [(inggir Ujiung Pandang.
Dengan demikian Putusan Fahkamah Agung Regno. 1859
K/F1d/196Y inl jika ditinjau dari Pasal 76 KUUHF tentang asas
nebis In idem, maka putusan kedua Mahkamah Agung dalam Fkasus
penyelundupan yang dikualifikasi sebagai delik subversi ini
sanqat sulit untuk ditentukan apakah putusan tersebut melang-
gar asas nebIs 1In 1dem.
lintuk lehih 1elasnya penuttli= menqutip kembalis honyil dara
Fasal /6 KUUHP tentang asas aebis in 1dem tersebut
(Moelyatno,1994:39) vaitu:
(1) Kecuali dalam hal putusan hakim masi1h wmunckin di
ulang: (herziening), orang tidak boleh dituntut dua
kali Kkarena perbuatan yvang oleh hakie Indonesia
terhadap dirinya telah diad:ili dengan putusan vyvang
mentadr tetap
(2) Jika putusan yvang menjiadi: tetap berasal dari hakire
lain, maka terhadap oerang i1tu dan karena perbuatan
pidana i1tu pula, tidak boleh diadakan penuntutan
dalam hal:
ke—1.putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau
pelepasan dari tuntutan hukum ;

ke-2.putusan berupa permidanaan dan pidananya telah
diialani seluruhnya atau telah diber: ampun
atau wmewenang tntuk menialankannya telah hapus
karena daluwarsa.

Dari bunyi Pasal 76 FKUIHFP 1ni mengandung prinsip
penting, vaitu bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekall
laai. karena perbuatan vanag baninva telah diputuskan oleh
hakim dengan putusan yang telali berkekuatan tetap (gewirsde

ataun res Judicata). Ini berarti cuatu putusan hakim  yang

diambil sampal tingkat teratas, jJadi apabila terdakwa tidak



iany dapat mempergunakan: hak melawan (verzet) dalam hal
putusan hakim dijatuhkan di luar hadir terdakwa (verstek) hak
banding kepada FPengadilan Tingai, ataun hak minta kasasi
kepada Mahkamah Agung.

Jika ditinjau dari metode pengambilan keputusan Mahkamah
Agqung vyang kedua terhadap perbuatan vang sama dan telah
diputus berbeda maka Futusan Mahkamah Agunag tersebut
melanggar asas nebis Iin 1dee yang terkandung dalam Pasal /&
FKIHIHF  yang mengadung prinsip penting vaitu bhahwa seseorang
tidak dapat dituntut sekali lagir karena perbuatan vang
baginya telah diputuskan oleh hakim dengan putusan vang telah
berkekuatan tetap, namun pentilis melihat Futusan
Mahkamah Aqung 1ini tidak dari satu sisi =sa3a, vyaitu dara
metode pengambilan putusan, tetap:r penulis Juga melihat
Futusan HMahkamah Aaung ini merupekan lanjutan atau  hanya
menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung FPandang, vang
dajlam prose=s awal perbkara gni tidak haleh diahaiban, yvaltn
pada waktu tingkat peradilan tingkat bawah sebelumnya, ketika
perkara subversi Nn.l11l0o/Fts/FPid/B/1988 diadili, putusan
ekonomi No.lO9/Fts/Pid /B/1988 belum mempunyal kekuatan hukum
yanq tetap.

Dengan analisa di atas berdasarkan ketentuan asazs nebis
in 1dem vyang terkandung dalam FPasal 76 KUUHF tidak dapat
diterapkan dalam kesus i1ni, make penulis  beranagapan bahwa
Futusan Mahkamah Agung Regno.l1859 kK/Pid/1988 tidak melanggar
asas nebis 1n idem menurut Pasal 76 KUIIHP, vana menjadi dasar

vang paling esensial sehingga penulls berangggapan demikian




Farena putusan kedua pada delik penyslundupan vang diputus

subversl aoleh Mahkamah Agqung dengan FReqgister Nomor 1859

K/F1d/1989 tidak memenuhi unsur—unsur dari asas nebis in 1dem

Unsur-unsur yvang penulis maksudkan yvaitu =

l.Perbuatan vyang didakwakan merupakan perbuatan vyvang csame
{satu perbuatan)

Z.Terdakwanya =ama

J.Perkara vanag diputus sudah mempunyal kekuatan hukum  vamg
tetap.

Dari ke tica unsur tersebut., unsur yanag tidak terpenuhi
adalah unsur ke tiga, karena pada tingkat peradilan bawah
saat perkara subversi diadili. putusan ekonnomi belum
mempunyal kekuatan hukum yang tetap, karena terdakwa mengaju-
kan banding.

Fada dasarnvya, penulis sependapat dengan keinginan
penuntut umum untuk memperberat sanksi bagli setiap pembuat
penyelundupan, karena akihat perbuatan tersehot sanqgat
merugikan Kepentingan pembanqunan nasional. Uimana perbuatan
penyelundupan hanyva menguntunakan bagil perseoranagan, kelompnk

orang atau golongan tertantu.

5.5.5. Tanagapan Terhadap Putusan Mahkamah Anqung  Reagnn. 18469
K/P1d/198Y dan Regno.l85Y EK/Fi1d/1Y4HY Fada kasus
Penyelundupan Rotan Yana Terjadi Pada Tabhun 1988 Di
Ujung Pandang Ditinjau Dari Segi Fasal &3 Ayat 1
Tentang MAsas Concursus Idealis dan Pasal 6 Ayat 2

ientang Asas Llex Spesialis Verogat Leg:i Generalis.



Fanulis sependapat dengan Futusan Mahkamah Agunqg
Heonn, 1849 ¥/P1d/1989 dalam perkera Tindak Fidana Fkonomi

pada  kasue penyelundupan, dengan menerapken Undana-undanag

lindak Fidana Ekonomi {UUTFE Mo .7/Drt/1955 10 (0]
No.Z1/Prp/1959) menurut hemat penulis jika ditinjyau dari
Fasal 3 ayat 1 KUUHFP tentang asas concursus 1dealis vaitu

11ika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan
pidana, maka vana dikenakan hanva <salah satu di  antara
aturan—aturan 1tu, Jika berbeda vang dikenakan vang memuat
ancaman pidana pokok vang terberat. Ancaman pidana vang
terberat ternadap kasus penyelundupan rotan ini, adalah
anraman pidana pada UUTPF Nn.7/Drt/1955 vaitu dapat dipidana
matli dan ditambah dengan denda maksimum Rp.30.000.000,-(tiga
puluh  juta rupiah), sedangkan dalam Putusan kedua Mahkamah
Agung Regno.1859 K/Pid/1989 vang menerapkan Undang-undang
Mn.11/PNPS/196Z pidana terberat yang dikenakan pada lindang-
undang 1ni1 vyaitu hanya pidans mati dan tidak ada pidana
denda, sebagaimana diatur dalam Fasal 13 ayat 1 lindang—-undang
No.11/PNPS/1963.

Fenulis sependapat dengan Andi Zzinal Abidin Farid,
dalam penjelasanya pada perkuliahan di Universitas 4353, bahwa
deliibk penyelundupan dan delik sihversi  meruvpakan concursus
i1dealis vyang terkandung dalam Fasal &35 ayat 1 KUUHF |
concursus Jjdelis terjadi bilamana seseorang pelaku melakukan
satu perbuatan materil, tetapi menimbulkan dua atau lebih
delibk dan antara kedua delik atan lebih 1ni1i. mempunyal

hubisngan sedemikian rupa sehingga reduanya tidak dapat




Aipisahkan satue sama  lain. Fkalan satu delik  ditidakan.,
maka vanq leinpun aken hilang., dan disyaratkan hanva saty
pidana vanq dapat dikenakaen. Diteasaskan piila nleh Andi Hamzah
dalam wawancara vana penulis lakukan, bahwa pada ketentuan
tentang dua perkara yang termasuk concursus tetapi tidak
diadili bersamaan semestinya diterapkan Pasal 71 KUUHP.

Fada dasarnya, penulis sangat menyayangkan majelis pada
FHahkamah Agung dalam keputusannva menerima tuntotan penuntot
LLm LM untuk menerapkan Undang-undany No.11/FNPS/1964,
khbususnya Pasal 1 avat 1 sub 1 butir d terhadap pembuat
penyelundupan dalam perkara ini, pihak Mahkamah Agung dalam
hal 1ini hakim yang memutus perkara suhyers) ini1 harus  jeli
dalam mengambi |l putusannya ter hadap perbuatan yangq
dilanjutkan, vang dalam teori hukum disebut “voortgezette
handeling”.

Ferbuatan penyelundupan vyang dilakukan oleh terdakwa
dalam perkara 1ini, menunjukan suatu kualitas vyang cukup
terenrana dengan baik. Perbuatan terdakwa tersebut, nampak
dengan jelas sebagail perbuatan vang dilakukan secara berulang
kali dalam jumlah yang besar dan berlanjuft dalam kurun waktu
yang sangat singkat, ini mencerminkan indikasi bahwa
perbnatan tersehnt dilakubannya denaan senqgaja.

Sekalipun perbuatan tersebut jelas terlihat sebagal
perhuatan vana disenagaja. namun pennlis  tidak  esependapat
dengan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan tuntutan dari
Pennadilan Tinggi Ujung Fandana untuk memutus kasus tersebut

pada putusan yang kedua sebagail putusan subversi, Sedangkan



parda kasus penyelundupan rotan ini:  tidak mempunvail motif
polataik, hanva semata-mata untuk memperoleh keuntungan vang
besar dengan Jalan ilegal.
Fresepsi penulis, kalau hakim h=rpendapat bahwa
perbuatan penyelundupan dan perbuatan subversi, seperti pada
putusan Mahkamah Agung Reqno.l1869 K/Pid/1989 (putusan perkarszs
ekonaml) dan putusan Mahkamah Agung Regno.ldbY K/Pid/19Y89
fdaleam perakara suhversi) hukaniah ~oncursws  1dealis, maka
dapat diterapkan Fasal 63 ayat 2 KUUHF yang mengandung asas
lexy spesialis derogat legi generalis.
Fenulis berpendapat bahwa, Menurut Pasal &3 ayat 2
KINIHP “ronsumtie” ketentuan tentzng A=libk peayelindupan meru-—
vakan fretentuan khusus terhadap delik subversi, karena:
a.pengertian delik subversi bersifat lebih luz= dan umim dara
pada delik penyelundupan

b.csank=si1 delik penyelundupan lebih khusus dari pada sanksi
delik subversi, karena sankszi yanyg pertama L'ebih berat
yaitu selzin dapat dikenakan pidana mati juga pidane denda
sedangkan pada sanksi yang kedua yaltu pada sanksi subversi
hanya satu yeaitu pidana mati.

Dengan demikian penulis sepeéndapat dengan asumsi Andil
/a1ncl bahwa ada ke=san hailk peninftut aimom mauvpon pennadi lan
menganggap sanksl delik subversi lebih berat dari  pada
sank=zi delik penyelundupan vang diatur dalam IIPE, dan
penulis Juga berasumsi bahwa hakim pada Mahkamah Agung
dalam Putusannvya selain tidak menerapkan Pasal Fidp o KULUHP

tentang absorsi yang berbunyi :



11ka seseorang, setelah diratuhi pirdana, kemudian dinyva-
takan salah lagi karena melakukan kejahatan atau pelang-—
garan lain sebelum ada putusan pidana 1tu. maka pidana
vang terdahulu diperhitungkan pepda pidana vang akan
di1jatuhkan dengan menggunakan aturan—aturan dalam bab
1nl mengena:l hal perkara—perkara diadili pada saat vyang

sama.

Dalam hal mengambil keputusan hakim juga kurang jela
dalam memilah kasus, sedangkan delik yang didakwakan kepada
terdakwa merupakan concursus I1dealls vanag terkandung dalam
Fasal 63 ayat 1 KUUHP, bukan delik yang berdiri sendiril dan
tergolonag lex specialis derogat legi generalis yang terkan-
dung dalam Pasal 63 ayat 2 KUUHP. Semestinya dalam putusan
kedua Putusan Mahkamah Agung patut menerapkan Pasal 71 KULIHP.

Selanjutnya berkaitan dengan pembahasan di atas penulis
melihat bahwa putusan Mahkamah Agung vana ke dua tidak
memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 19/ KUHAP sebagai

syarat sahnya suatu putusan, vana berbunyi sebagai berikut:
(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

. kepala putusan vyeng dituliskan berbunvi: DEHWI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG HAHA ESA”,

b. nama Iengkap, tempat lahir. usur atau tanggal
lahir, Jjenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,
agama dan pekerjaan terdakwa,

c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat
dakwaan;

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenail
fakta dan keadaan beserta alat pembuktian vyang
diperoleh dari pemeriksaan di sidanqg yang menjadi
dasar penentuan kesalahan terdakwa;

e. tuntutan pidana, sebagaimana terdeapat dalam surat
tuntutan;

f. pasal peraturan perundang—undangan vang menjadil



dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal
peraturan perundang—undangan yang meniadi dasar
hukum dari putusan diserta: keadaan yang
memberatkan dan wvang meringankan terdakwa:

g. hari dan tanggal diadakannva mpusvawarah majelis
hakim kecualil perkara diperiksa oleh hakim
tunggal;

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyvataan telah
terpenuhl semua unsur dalam rumusan tindak pidana
disertal dengan Fkialifikasinyva dan pemidsnaan
atau tindakan yang diratuhkan;:

1. ketentuan kepada siapa hiaya perkara dibebankan
dengan menyebutkan rumiahnya yang pasti dan
ketentuan mengenal barang bukti;

1. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu
atau keterangan di mana [etaknva kepalsuan 1tu,
1ika terdapat surat otentik dianggap palsu:

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam
tahanan atau dibebaskan;

I. hart dan tanggal putusan, nama penuntut umum,
nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinva ketentuan dalam ayat (1) huruf
a,b,c,d,e,f,g,h,1,5,k, dan | pasal Ini mengakibatkan
putusan batal dew: hukuwm.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan

dalarm undang—undang Ini.

Dengan melihat isi Pasal 197 KUHAF sebagail hukum pidana
materil vyanag merupakan syarat sahnya suate poto=san, menurut
fhemat penulis bahwa putusan Mahkamah Agung Regno. 1859
K/FP1d/1988 vyakni putusan subversi, tidak memenuhi beberapa
unsur di dalam Pasal 197 KUHAF, penulis berasumsi: demikian
setelah penulis menganalisa kasus=s a2tau  duoduk perkara,
dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umuam dan putusan

hakim, maka penulis beranaggapan bahwa: pertama; pada kasus




ina tidalk adanve wunsur politibk sehagair unsur muotlak atau
unsur  yang palinag mendasar suatuy delik dikvalifisir sebaga
delik subversl sehinaaga pertimbangan vanq disusun
mengenal fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemsriksaan
di sidang vyang menjadil dasar penentuan kesalahan terdakwa
tidak terpenuhi (isi Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP),
keduas pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturang perundanag-
undangan yang menjadl dasar hukum putusan tidak dapat
diterapkan dalam kasus ini karena kasus 1ini tergolonag
concursus i1dealis, (1s1i Pasal 197 hurut f KUHAF), ketiga;
pernyataan kesalahan terdakwa. tidak terpenuhi =semua unsur
dalam rumusan tindak pidana subversi karena tidak adanya
mnnsur politik pada kasus ini untuk dikuwalifikasikan sebansi
delik subversi sebagail dasar pemidanaan yang dijatuhkan (1s1

Fasal 197 ayat (1) huruf h KUHAF).




4.

1.

BAE 2

F E N 1} T U P

Melalul  perjuangen dan konsentrasi yanag tidak rinaan
dalam menquraikan materi skripsi ini, vang penulis paparkan
melaluil bab per bab materi tulisan ini, make sampailah pada
akhir skiripsi 1nl1 yang merupakan kesimpulan dari seluruh
pembhahasan sebelumnya.

Adapun funosi dari pembahasan i1ni adalah untuk mempermu-—
dah pengertian tentang materi secara keseluruhan dan
merumuskan masalah yang ada dalam penulisan ini. Penulis
1ga menyertakan saran sebagal bahan masukan dalam situas:

atau keadaan vang sama2 pada masa-masa yang aken datang.

1. Kesimpulan
Setelah penulis menquraikan dan menyelesaikan materl
penulisan 1ni, maka penulis berkesimpulan sebagail berikut:
Delik Subversi yang diatur dalam IiIndang-undang
No.11/PNPS/1963 tidak dapat diterapkan terhadap delik
penyelundupan yang dilakukan oleh Robby Ng alis Ng Seng
11ong sebab penuntut umum tidak dapat membuktikan dengan
ielas bhahwa rdelib penyelimndopan yang terjads tersebut
bermiatan politik, namun perbuatan delik penyelundupan
tersebut hanya untuk mempernoleh keuntungan vyanog besar,
tanpa ada latar belakang politik, sedangkan latar belakang
politik merupakan salah satu nnsur yana mutlak untuk

menentukan suatu delik tergolong delik subversi. D1 dalam



ketentuan paesal-pasal UUPKES tidak merumuskan secara
konkrit, hanya di dalam penjelasan memori Undang-undang
tersebut bahwa delik subversi selalu berhubunaogan dengan
politik dan merupakan alat untuk mencapair tujuan—tujuan
politik vyang dikehendaki oleh pihak atau golongan vang
herkepentingan. Sehingge dalam hal in1 jaksa penuntut umum
salah menerapkan hukum, semestinya penuntut umum meninjiau
pasal 141 KUHAP dalam hal penggabungan perkara. Dan hakim
kurang jeli di dalam memutus perkara tersebut.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Reano.l184%9 K/FPi1id/198%9 telah
sesual dengan hukum pidana materil dan tTormil, sebagaimana
151 pada Pasal 197 KUHAP tentang syabnya suatu putusan,
namun putusan Mahkamah Agunyg Regno.l85Y K/Pi1d/198%9 tidak
sesual dengan pidana formil, sebagaimana 1s1 dari pasal
197 ayat (1) huruf d,f dan h KUHAF, dan tidak sesual
dengan pidana materil, dengen demikian penulis herkesimpu-
lan putusan kedua Mahkamah Agung yaitu putusan subversi
pada delik penyelundupan ini batal demi hukum, seperti
yang disayratkan pada pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Delik penyelundupan yang dikualafisir sebagai delik
subversi tersebut semestinya diputus satu kali, Jjika unsur
pada pasal 197 tersebut terpenuhi sehab merupakan satu
perbuatan, dengan demikian hakim semestinya dalam memutus
perkara tersebut patut mempertimbangkan Pasal 63 ayat 1
KUUHF. Pelaku melakukan satu perbuatan materil tetapi
menimbulkan dua ataw lebhih delik, dan antara kedna delik

mempiinyal hubungan sedemikian rupa sehingga keduanya tidak



dapat dipisahkan kalau satu delik ditiadekan, maka vang
laainpun akan hilang. menurut Pasal 63 ayat |1 yana
mengadung  asas  concursus  1deaf1s  yana seharusnye dua
perkara digabung dan diadili satu kali serta hanya satu
pidana vyang dijatuhkan menurut pasal /1 KUUHF. PFPutusan
Mahkamah Agung Regno.1869 K/Pid/1989 dan Reano. 1859
K/P1d/198Y selain tidak sesual dengan Fasal 63 ayat 1 3juga
tidak sesuai denga FPasal 63 ayat 2 tentana asas lex
speciralis derogat legi generalis, sebab ketentuan delik
penyelundupan merupakan ketentuan khusus terhadap delik
subversi karena pengertian delik subversi bersifat lebih
luas  dan vmum dary pada delak penyelvndapan, dan sanksa
delik penyelundupan bersifat lebih kKhusus darl pada sanksi
delik subversi, serta sank=a pada rdelak penyelundupan
lebih berat vyaitu dapat dikenakan pidana mati ditambah
pidana denda sekaliqus., sebaliknya pada sanksi subversi

hanya satu yaitu pidana mati.

4.2. S ar an.

1. Study kasus vyang penulis angkat menjadi materi
pembahasan pada penulisan i1ni merupakan bagian kecil
dari peristiwa—peristiwa hukum vang mestil dipikirkan
dan dikaji ulang untuk menentukan batasan yang tegas
mengenal ruang lingkup serta rumusan yang jelas dan
konrit, untuk menghadapi peristiwa-peristiwa hukum
vang serupa di kemudian hari dengan maksud meneqgakan

keadilan guna menuiu supremasil hukum, oleh karena 1tu



penulis menvarankan kepada peneqgak hukum untuk tidak
salah menerapkan hukum, karena hal ini dapat merusak
citra peradilan di negara kKita.

Berdasarkan kesimpulan nomor dua maka penulis
menyarankan agar putusan Mahkamah Agqung Regno.1859
K/FP1d/1989 di tinjau kembali, Ekarena merugikan
terdakwa (khususnya) dan melanggar Hak-hak asasi
manusia (umumnya).

penulisan ini tidak hanya ingin menyarankan pencabu-
tan Undang—-undang subversi tersebut, tetapi Juga
menaghimbau aagar Undang-undang penggantinya dapat
sesual dengan dasar negaras kita yaitu Pancasila dan
Undang-undang Dasar 45 serta hetul—-hetitl mengandung
aspirasi revormasi. Undang-undang subversi inli dasar
hukumnya adalah Manipol dan penjelasannya dominan
istilah Marxistis, di dalam era globalisasi dan
revormasl sekarang adalah sanqgat meriimikan negara
indonesia. 0Oleh karena 1tu Penulis juga menvyarankan
kepada pemerintahan revarmasi saat ini1 untubk tidak
memberikan kesempatan ajaran Komunisme masuk dalam
kurikulum pendidikan di negara kita yang sudah pernah
dikhianati, dan Tap MPR No.Z25/MPRS/1966 vang mengatur
tentang 1tu untuk tidak dicabut bahkan kalau perlu
direvisi, karena Tap MFR No.25/MPRS/1966 1ni1 merupa-
kan lex spesialis dari Undang-undang Dasar 45 Jex
generalis. Yang bukan berarti mengenyampingkan

lindang—undang dasar tersebut, tetapi suatnn  ketentuan



dapat diberlakukan asal tidak bertentanaan denagan
Undang—-undang Dasar.

Baai seiuruh penegak hukom perlu ditingkatkan
penaetahuan tentang asas—asas hukum pidana dan teori

1Limu hukum.
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2L 4/%./'5
li PUTUSAN ' .
| Regno : 1869 K/Pid/1989
| DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN_YANG MAHA ESA
l{ MAHKAMAH AGUNG

memar 1kea pearkara pidana dalam Lingkat kasasi telah man-g.anb il
pultusan Qﬂhagnl barihkut =

Hahkamah Agunag tersabuut ;

Membaca 'putusan Pengadilan Elonomi i1 UJUNG PANDANG
tanggal 6 MARET 1989 No. 109/Pts.Pid.0/EK/1988/PN.UJ.Pdg, da-
lam putusan mana terdakwa :

ROBBY HG ALTAS NG SENG TJIONG, tempat lahir di Masangi -

Sulawesi Tenaah, umur 30 tahun, Jenis kelamin laki.

laki, Kkebanu=zaan Indonesia, tempat tinggal J1. Daeng

Tompo MNo. LA Ujung Pandany, agama Budha, pekerjaan:

hagang/Kuacsa bhagana V. Indonesiu Shell ;

pemohon kasasi berada didzlam tahanan e jak  tangygal [
Agustus 1908 campai dengan sekal ang ; . .

yang diajukan dimika pearsidangan Pengjadilan Ekonomi tersebut’

karena didakwa

:

KESATU :

el

RIMAIR = '
--- Bahwa 1a terdakwa Robby MG alias HG Seng Tjiong:
baik sebagail pribadi ataupun selalku kuasa dagang '
dari CV. Indonasia Shell atau atas nama badan hu-
kum, perseroan atau perscril.atan tesuail dengan Akte

~
Hotaris Homor 134 tanygal N1 Aguztus 1989 at‘uig

dengan prikeadaan (hoedaningheild) yan3y lain .maksud

atau kenvataannya eserupa dengan itu baik i1a tar--

dakwa sendiri ataupun borsama sama orang lain-yakm

Marzuki......




Marzuki Madjid selaku Direktur CV. Indonesia Shell.
H.M. Yunus selaku Kepala Cabang PT. Pelayaran Nu-
santara Baﬁéri Ujung Pandang dan Willem Daud selaku
ﬁutugas Operasional dari PT. EMKL Utama Bhakti
Indonesia JaQa Ujung Pandang yang perkaranya akan
diajukan tersendiri, dalam kedudukan terdakwa seba-
gai orang yang memberi perintah atau yang bértindak
sebagai pemfmpin untuk melakukan tindhk pidana,
pada. tanggal 18 sampal danghn 20 HMaret 1588,
tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei 1988 dan
tanggal 2B Juni 1988 sampai dengan | Juli 1988 atau
5ati&ak lidaknya dalam tahun 1988, bertempat di
Pangkalan Soekarno Pelabuhan Makasar Ujung Pandang,
digudang Tamajene Lorong I1/45 dan digudang Mamaesa
Jalan Urip Sﬁhoharjo Km 4 serta digudang Tallo iéma
Kelurahan Tallo ljung Pandang atau =uotidak tidaknya

ditempat la{n dimana Pengadilan Ekonomi Ujung Pan-

dang berwewenang memerikea dan mengadjli baik
cecara berturut turut yang dipandang <=ebagai per-
buatan berlanjut (voorgezette handeling) ataupun
beterapa parbbatan yah§ berdiri sendiri yang maru-
pakan gabungan perbuatan telah mengeluarkan atau
mangakspor dan atau telah berikhtiar (tfachtén)
untuk mengeluarkan at.au mengekspor rotan sebanyak
6.429,640 (enam ribu empat ratus dua puluh sbmbilén.
koma enam puluh perseribu) ton setidak iidaﬁﬁya .
disékitar jJumlah terscbut dengan tujuan Hongkon
atau s=etidak tidaknva diteapat tempat lain ld‘-iill..un*

daerah Pabean Indonesia tanpa mengindahkan keten-

tuan ketentuan sebagaimana telah diatu d;dalam

Ordonanegi....



- Ordonencti Bea dan Reglemen reglemen yang . terlampir,
padanya, perbuatan perbuatan mana dapat menimbulkan:
kekacauan dibidang perekonomian masyarakat vyang
dilakukan terdakwa dengan cara oara antara lain
sebagai berikut :

1. Bahwa i1a Lardalkkua bailk langsung ataupun dengan
perantapaan Marzukl Madjid secara berturut turut
@ jak bulan Februari 1988 telah mengajukan Pear-
mohonan Pemeriksaan Harang Ekspor (PPBE) berupa’

rotan pada pihak PT. Sucofindo Ujung Pandang j;

Berdasat kan hasil pemeriksaan PT. Sucofindo
Ujung Pandang sejak bulan Februari, Maret dan
Hei 1988 telah dikeluarkan Laporan Kebenaran:
Pemerikgaan Ekspor Sementara (LKPES) sebanyak 14
(empalt belas) lembar dengan jumlah rotan untuk
Jiekspor sebanyak 2720 lon ;

2. Bahwa lLerdakwa telah memer intahkan Marzuki Ma-.

djid untuk mengisi formulir Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB) =ebanyak 14 (empat bal;s) sat
dangan mencantumkan barany ekspor berupa rotan
dangan Jumlaﬁ kesaluruhannya 2720 (dua ribu:
tujuh ratus dua puluh) ton ;

Setelah PEB =elesal diisi, Marzuki Madjid kemu-
dian mengirimkan ke Bank Dagangy Negara Cabang
Ujuny Pandang untuk direygister dan dilegalisasi
sebagal persyaratan eksport, dan setelah PEB
Lersebut diregister dan dilegalisasi, kemudianrJ'

Lerdakwa mengambil semua PEB tersebut dari Bank

Dagang Negara Cabang Ujung Pandang ; (id

3. Bahwa.....



Bahwa setelah terdakwa mempersiapkan rotan yang
akan diekspor dan dokumen dokuman ekspor berupa
PEB dan LKPES, maka terdakwa mengusahakan Kapal
pengakut dengan sistim "Voyage Charter yaitu MV.
Wising dan KM. Sangkulirang VIT ; .
Pada tanggal 17 Maret 1988 menjelang MV. Wising
tiba di Pelabuhan Makasar, tardakwa memerintah-
kan saksi Marzuki Madjid untuk mengisi 11 (sebe-
‘las) set formulir PEB masing masing 3 (tiga) PEB
mencantumkan Cashew nuts (jambu mente) dengan
Jumlah keseluruhan 350 (tiga ratus 1ima puluh)
ton atau 4.667 (empat r"ibu enam ratus enam puluh
tujuh) karung cashew nuts dan 8 (delapan) PEB
mencantumkan Sea Weed (agar agar) dangan jumlah
keseluruhan 800 (delapan ratus) ton atau 13.334
(tiga belas raibu tiga ratus tiga puluh empat)
karung. Setelah ke 11 PEB tersebut selesai
dii1s1, terdakwa memerintahkan Marzuki ' Madjid
mengirimkannya ke Bank Dagang Nag;rn cabang
Ujung Pandang untuk diregister dan dilegalisir j
Bahwa tarda;;u telalhh neminta Willem Daud dari
EMKL PT.~ Utama Bhakti UJun§ Pandang untuk mang-
urus penyelesaian dokumen’ dokumen termasul
pembuatan Reou muat yang berisi cashew nuts 350
(tiga ratus lima puluh) ton dan Sea Weed BO0O
(delapan ratus) ton di1 Pelabuhan ; ¢ WFa
Bahwa pada tanggal 18 sampai dengan 20 HafPt‘
1988 terdakua telah ma@lakukan pemuatan rotan ka

Kapal HMV. Wising dJdengan sistim Truck Loading

sebanyak 21.298 (dua puluh satu ribu dua ratus

ceambilan.....



sembilan puluh delapan) bundels atau 1150,
(seribu seratus lima puluh) ton ; o oena i)
Bahwa  sebelum pemuatan 1rotan sebanyak 1.150
(seribu seratus lima puluh) ton Lersebut, ter-
dakwa telah mengambil 11 (sebelas) set PEB dari
Bank bLagang Hegara Cabang Ujung. Pandang vang
sudah diregister dan dilegalisir, kemydian me-
minta Willem Daud untuk menyerahkan 11 .(sebelas).
set PEB yang terdiri dari PEB Cashew nuts 350
(tiga ratus 1lima pululi) ton dan PEB Sea Weed
800 (delapan ratus) ton tersebul kepada petugas
Bea dan Cukal guna mendapatkan fiat persetujuan
muat <csedangkan kenyataan barang vyang. dimuat
kapal bukan Cashew nuts (jambu mente) dan Sea
Weed (agar agar), melainkan,rotan sebanyak 1.150
(seribu seratus lima puluh) ton ; .
Bahwa menjelang kapal Hv. Wising berangkat,

terdakwa sandirli olaupun dengan perantaraan

Willem Daud telah mewmintas kepada II.M. éunus dan
Ny . Dasy Edna Kamaiuddin untuk membuat Bill of

Ladinyg (O/L) Qart mualban kapal MV. Wising dengan
mencanlumkan barang bel upa 350 (Tiga ratus lima

puluh) ton Cashew 1wle (Jambu mente) dan BOO
(delapan ratus) ton Sea Weed.(agar agar) sehing-

ga vang dikirim ke Bank Dagang Negara cabang
Ujung Pandanyg oleh Pl. . Pelayaran Nusantara

Bahat't untuk keperluan negoisasi sesuai permins’
taan terdakwa bukan Bill of Lading yang memuat

rotan sebanyak 1.150 (saribu seratus lima puluh)

ton sesuai yang diekspor, melainkan Bill of

lLading.......
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10.

11.

LLading yang merdcantumkan Cashw nuts ( Jambu
mente) 350 (tiga ratus lima puluh) ton dan Bill.
of Lading yang mencantumkan Sea Weed (agar agar)
B00 (delapan ratus) ton ;

Bahwa untuk memenihi persyaratan negoisasi,
terdakwa meminta Willen Daud untuk mengambil PEB
CasheT nuts (jambu wmente) dan Sea Weed (agar
agar) d; Bea Cgkal dan selanjutnya Willem Daud

Yot )
memba q&uPEB”tarsebut kepada terdakwa yang sudah

o

menun gd",dikantor BDank Dagang Negara Cabang
Ujung Pandang ;
Selain 1tu terdakwa memerintahkan pula Marzuki.

Madjid untulk membuat dohumen/sut at  surat untuk

keperluan negoisasi antara lain Invoice, Draft,
Aplikasi dan Infection Certificat untuk masing
maitg 350 (Liga calus lima puluh) ton Cashew

nulte ( jambu mente) dan BOO (delapan ratus) ton
Sea Weed (agar agar), dan selanjutnya oleh Mar-
Zzukil HMadjid dokumen dokumen atau su;nt surat
tersebut dikirimkan ke Bank Dagang Negara cabang
Ujunyg Pandung‘ 3 ai
Bahwa pada 7 Mei1 1988 terdakha telah mendatang-
kan kapal PT.MWising dengan sistim Voyage Charter.
untuk mengangkut rotan kepunyaan CV Indonesia
Shell yang alkan diekspor ke Hongkong ;

Bahwa pada awal bulan Meil 1988 sehubungan dengan
ekspor rotan kepunyaan CV. Indone=ia Shell terr
dakwa memerintahkan Marzuki Madjid untuk mengisi

4 (empat) =et formulir PEB dengan mencantumkan



s

Cashow nults (Jambu weanle) yang Jumlah kesuluruh—
anya 450 (cmpratl v atus lima puluh) ton atau 6000
(Enam  vabuj  karung,  hkemudian Marzulki  Madjid
meng i imkan I'CB Lersebul ke Bank Dagang Negara
cabbanyg Ujgurney  Pranclang  untulk dirsgister dan

Jitegalizaat

.

ToBathvaa wetelah Ler tebvia mengambll 4 (empat) set

FEL 5 any mers andlumben «ochew nuts (Jambu mente)
Stiaapals A% (Gepal ralus liwa puliuvh) ton yang
Sudoas drregs o da drlegalizasi oleh Bank
Ditjany  Meger a cabiang Uung Pandanyg, Ler dJakwa
beaddian menyirahbzinny e kepada Willem Daud
belswama  wato szl et beserte 1 (satu) lembar
LEPLS Lang wotaanlbu! c o clian sebanyak 210 (dua
racus =epuluh) conh voats meminta Willem Davd untuk
WENGUIUL  pohycléetaran JdJobunen di1 Pelabuhan ter-
wdoul  mendspothan Faiar NMarsetujunan Huat Barang
hGlh spal dary Beas Uubkar |,

Balimwa danri taliggal 2 Lawmpal dangan ll). Mei 1988
Let Jdabtia tulals ol ahecanalian peanatan rotan
kKehapal RV h:;xng —obiarale 24 (dua puluh empat
ribu) bundels alau  1.440 (sbribu empat ratus
@infppal  pulun)  ton rotan Jdengan sistaim Lruck
Loadaieg yaltu dluana jwlan rotan Ler soabut diang-
hul deagan truch dar o godang gudang GV, Indona—
sla  SBheil  ha Pulabutian dun dari truck langsunpg
Jdiwmuat healas Lapal, Soaduanglkan menurut PEB yvang
telall matndapet  furzwlogian wmaal. darl Bea Cukai
Jumiade vobalt yang swelou v=nya  dimual  hanya (210
Lon  dan  cashew nuts (Jasbu mento) sebanyak 450
(empat ratus lima puluh) ton ;

14. Bahwa....
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atas permintaan terdakwa sendiri ataupun dengan
por antaraan Willem Daud kepada H.M. Yunus dan
Hy. * Dasy Edna Kamairuddin agar membuat ‘Bill o+'
Lading atas kapal Kft. Sangkulirang VII tersebut
hanya memual rolan sebanyak 5S10 (1ima ratus

sepuluh) ton

Bi111l of Lading Lerzabtmibiah yana disarahkan olah '’

PY. Palayaran Nusantara Bahary ke Bank Dagang
Mey4ra cabang Ujung Pandang untuk keperluan

neyolvasi sesual dengan pearmintasn terdakwa ;

-Bahwa untuk memenuhl persyaratan negnisasyi, ter-

kua tlelah memorintahlkan Mar zuki HMadjid membuat
dokumean/sural surat antara lain Invoice, Draft
dan #Aplikasa Yang mencantumkan jumlah 1r1otan
hany4 510 (lima ratucs cepuluh) ton dan terdakwa
teluhy maminta Willom Dhaud  unbtuk  meangamtyal Pra
Jarr Bea Cubarl unluk  <celanjulnya diserahkan
kep.ada Lerdakwva yang sudah berada di Bapk Duclang
Hewar a4 ocabang Wjung FPandang untule  keperluan

neguiltasl

.Balwia 1a terdakwa telah Lerihtiar (traohten) un-

tuk wangsluairkan atau mengakspor! barang berupa
rotan sabanyak kurany lebih 2.04%,640 (dua ribu
cmpal puluh sembilan homa enam aluse ampat puluhbh !’
par suribu) ton atau setidak tidaknya diselkitar
Jumlah 1tu yairtuy masing masing ¢ .
diyudang Tamajene jalan Urip Sumchar jo lorong
1T Ho. 4% Ujung Pandang kurang lebih 114.480°

(seratus empat belas koma empat ratus delapan

puluh per =eribu)- -ton yang terdiri dari rotan

i

.



Cashuw nuts (Jambu wenle) yang jumlah kesmluruh—
anfiya 450 (cwpat v atus lima puluh) ton atau 6000
(Enam  vibuj  Karunyg, hemudian Marzuki Madjid
mangrimkan B Lersebul ke Bank Dagang Negara
Cabiang Ujgureg  Prandang untulb diregister dan

Jiteslizaz

.

LG watelaln tar tuheis mengambil 4 (empat) set

PEL  ang mens antowmbon cochew nuts (Jambu ma'nta)
Stlatgrall 4% (Gupal ralus liwa puliuh) ton yang
Ludon d1raygs ol Jane o d1legaudirizasni olen Bank
Diggany  Meger a  cabanyg  Ujung Pandang, ler dakwa
Feaddian mengy'it ahib.avuny e kepada Willem Dhaud
Lol wama LLlu el 1Lt becerte 1 (salu) lambar
LELCL L ang wmoteanbind Lo olian schanyak 210 (dua
Facus =epuluh) ton o can mewminta Willem Dand untuk
WENYUIUL  poiyclesasan dolunen d1 Pelabuhan ter-
il mendapathane Faal Porsetuluan Huat  Barang
heh opal dary UGea Culi.g

Laliva  dari Lalvgadn] 3 Ldupal dangan ld Mei 1988
Le Jabiua lutaly mol advemalian jrenniatan rotan
kai.apal RV 'Na.;.u--_; _wbiaty, ale 24 (dua puluhh empat
ribu) bundels atau 1.440 (sbribu empat ratus
empat  pulul)  ton rotuan Jdengan  sistim Lruck
Loadiiey yaitu dimana yolan rotan Ler cebut diang-
kult Jdeagan truchk darc godang gudang GV, Inuong-
sla  Sheil ke Pulabuhan dan dari truck langsung
Jimuatl haalas Lapal, socdhanglan me=nurut PERB yang
telan mandapet  for:ulodian muat darl Bea Cukai
Jumiabe byl yang Sebovaonya  Jdimual  hanya _210
Lon  Jdan  cazhen nute (Janbu mente) zebanyak 450
(empat ratus lima puluh) ton ;

14. Bahwa....



14 . Bahwa setalah ha;al MV. Htsing' maninggalkan'
Pelabuhan  Mal a<ar wenu ju Hengleanag teraaﬁwa san-.
diri ataupun walalur  pelantaraan Willem Daud
meminta .kupadl Kepala Cabang PT. Pelayaran Nu-'

santar a Bahari 11jung Pandangy H.NM. Yunus dan Ny:

résy  Tdnia Kamzruddio uolak  mewnbuat Bi]i of

Lading (B/1.) ratan <s¢b.anyvalk 210 (dua ratus

sepululy) ton dun Bil11 =f | ading Cachw nuts (jam-

Lu  manta) sobhanyak 450 (eawpal ratus lima puluh)

ton untuk =zelindutnys dikirim ke Bank Dagang

Negara cabang  Ujiuiey  Fandang guna keperluan

negoisacsi, sadanulian 0111 of Lading yang mencan-

tumhan  rotan  vyaivd sabanarnya  Jdiekspor tidak
dikirim ke lank Dajana Hegara cabang Ujuné

Pandiwi ). Scelein cdtu unbule kepsrluan negoisasi

IR RS RIHTE Lol et b ahlean  Marzuki  Madiand

an bk o b ddeboaonaen " Ton ol ST antara lain

fAvedes , Drraft, Aplil oci, dan Tifection Certifi-
val Fated st At el s TEY (s ratus sepuluh)
ton rotan dan 450 (i) a vAluE Tima  puluh) ton

O Y T b T Pl Wit kegia Willem Daud

terdaliwa  telah meminta pila u%tuk mangambil PEB

rotan 710 (cdua ratuz  =epuluh)  ton dan  Cashew
nute ( jambi weEnte) 450 (empal ratus lima puluh)
torn dari1 Bea Cul:ai untul. selanjurnya disar'ahkanI
lkepada terdalivia  yang telah menunggu di Bankn

Daganyg Heaara cabang 1jung Pandang untuk

keperluan neasIsuas)

15.8ahua <oekitar bulan e 1900 terdakwa telah

mencharter kapal KM, Sarakulirang VII dari PT.

Admiral......




le

/

16.

19.

Admiral Line Ji Jakarts dengan sistim voyage,

untuk menganghkut 1 olan  dari pelabuhan Hakasaf

pjung Pandany denjan tujuan Hongkong ;

-Bahwa wenjelang kapal KH. Sangkulirang VII tiba

dr  Pelabuhan Makasar lerdakwa telah memer intah-
kan Marzukt Madjad antuk merubah 13 (tiga belas)
selt HFEB yany kuaalﬂtuhannya mencantumkan 2.510
(dua ribu lima ralus  sepuluh) ton rotan yang
gebelumnys =udah Jdireyiz=ter dan dilegalisair
oluh  Bank bhagang legasra cabang Ujung Pandang
yallu dangan mengganla nama kapal MV. Wising
menjadl hapal Kil. Sunglulirang VIT ;

Bahua setslul, Lipal KN sangbulirang VII sampai
di Pelabuhan Nalasar Willem Laud atas perintah
terdabhiia telah wenjulus  penyulesairan dokumen
et masub menge nhan 3 (11ga) et PEB disertai 3
(t1ga) lewbia LEPES yang mencanlumkan 510 (lima
ralu: sepulull) toun 1otan hépada bea Cukal untuk
mendapatkan filul por cetujuan Haat bar;ng haalas
Kapal K. Canghkuliranyg Vil

Baliva mulal- Lanygyg..l 2 Jum Sanpal dangan
tangyal 1 Jula 1986 te dalika telah malaks.angkan
pemudatan rotan =idny malam secal a4 teirus menurus
kealas kapal K. Ganghularang VY11 dengan =1tim
truck loadunyg dengan Jumlah rotan yang dimuat
sabanyuk 3B.76H (Itlg.: puluh delapan ribu tu)uh
ratus. eanam puluh delapan) bundel= albau  kurang
lebih 2.510 (dua ribu lima ratus sepuluh) ton ;

Bahwa setelah kapal KM, Sangkulirang VII

weninggalkan Pelabuhan Nalasar muenuju Hongkong

dlas..
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atacs permintaan éardakua sendiri1 ataupun dangén
pear antaraan Willem Daud kepada H.M. Yunus dan
Hy. * Dasy Edna Kamaruddin agar membuat Bill h
Lading atas kapal K. Sangkulirang VII tersebut
hanya memual roltan sebanyak 510 (l1ima ratus

sep vuluh) ton

i
B111
PY. Palayaran Nusanlara Bahara ke Bank Dagang
Hey+ra cabang Ujung Pandang untuk keperluan
nejoluasl sesuai dengan parmintaasn terdakwa ;
-Bahwia untuk memunuh) persyaratan negnisazi, tear-
kit telah memorintahlan Mar zukl  HMadiid membuat

dokumsn/sural surat antara lain I'nvoice, Praft

dan #Aplikasl  yang wacncantumkan  jumlah r1otan

of

of Lading Lerzabmiliah yana disarahkan olah '

hany+ 510 (lima ratus vepuluh) ton dan terdakwa '

telah meminta Willom baud uantuk  wmangambal Pre
Jarr Bea Cubar unltuk  selanjulnya diser ahloan
kep-ada Ltardakwa yang sudah berada di Bank Dugang

Heuast &  ocabang Ujungy FPamddang untulk  keperluan

nagouleasl ;

Balwis 1a terdakwa telah Lt..t‘iht.l.u' (trraohten) un-

tulk  mungsluarkan atau mengakspor!l barrang berupa
rotan sebanyak kurany lebih 2.049,640 (dua ribu
cmpabt puluh zembillan Lomna enam talue empat puluh i
et surdbu) ton atau settdak Lidaknya disehkitar
Jumlah 1tu yaitog masing masing @
digudang Tamxjene jalan Hrip Sumchar jo lorong
11 Ho. 4% Ujung Pandang Kur.ang lebih 114 480

(seratus empat belas koma empat ratus delapan

puluh per seribu) - -ton yvanhg terdiri dari rotan
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poles dibundels Junis Umbulu, Batang, Tohiti,
Tarhmpu dan Lambang seBanyak 76 .980 (tuJu;
puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh
per seribu) ton dan Rotan Asalan (belum di-
olah) Jenis Jermasin, Lambang dan Umbulu
Kt ang Jebih 37 500 (tiga puluh tujuh koma
lima ratus per seribu) Lon seltidak tidaknya
disakitar jpumlah stu ;

digudang Hamaesa jalan Urip Sumoharjo KM. 4
Ujyung Pandany kurung lebih 1.226,160 (=eribu
dJua ratus dua pulub enam koma seratus enam
puluh per swribu) ton sang terdiri dari r1otan
polis di bundels jenis Batarny, Tarumpu, Lam-
bang dan lolati  kurang lebih 908,160 (sem-
bll#n ratus delapan Lkoma saratus anam puluh

et seriba g Lo dan 1olan acalan (belum

diulah) Jeni=  Jurmawin, Satuton, Tanah,
Wowongan dan Tohati  koarang lebih 318 (tiga
ratus delapan belaz) ton, celidak tidaknya
disekitar {umlah gt 5

digudang fTallo luanas Kelurahan Ujung Pandang
berupa rolan dsalan (balhm diolah) jenis
Jermasin Sabuton, Tanah dan Wowongan kurang
lebrh 709 (Ltujguh ratusz zembilan) ton setidak
Lidaknya disekitar Jumlah itu ;

dangan  tujuan Hongkony atau setidak tidaknya
dilempal tempal laitn 1 luar Pabaan  Indonesia
tanpa mengindahhkan hetontuan kotuntuan sebagail -
mana telah diatur dalam Ordondansit Bea dan Reg-
lemen Ireglemen yang ter lamplr padanya, dend
cara cara antara lain zebagal berikut : ne

21.1. Bah




2l.1.

Bahwa 1a terdakwa baik langsung ataupun deng-
an perantaraan Marzukil Madjid secara barturuﬁ
Lurut sejak tanggal 22 Februari 1988 telah
mengajukan Permohonan Pemeriksaan Barang Eks-—
por t (PPBE) berupa rotan kepada PT. Sucofindo
Ugung Pandanyg. dan berdasarkan hasil pemesrih-
saan Pl Sucortvdo  Ujung Pandang 1Lt telah
dikagluarkan Laporl an  Kebenaran Pemariksaan
Ehopurl  Sementara (LKPES) cebanyak 14 (empat
bblas) lembar dan selanjutnya secara berturut
Lutut pula sejak Lanygal 24 Februari 1988
Ltelah mendatlarkan 14 (empat Lelas) setl Pem-
Les L Lalwan Ekeporl Barang (PEB) rotan kepada
Uanlh Dagany Hegal a cabang Ujung Pandang dan
bLet dusarkan hasil penelitian | /C oleh Bank
bayang Hegara cabang Ujung PPandang, ke 14
(@mpat belas) PEO 1ty diregisler dan dJdile-
galisdsl, namun darl masing musing 14 (empat
Lalauz) PEb dan 14 (ewpal belas) LKPES ter-
~eband baru 3 (empal) lembar yang digunakan
valtu 1 (&aiu} teml.at PEB dan | (=atu) lembar
Ly 210 (gua ratu= zepuluﬁ) Lton rotan pada
vheput L Lanyggal 10 Nel 1988 dengan kapal MV.
Wicaing dan 3 (tigu) FPEB beserta 3 (Liga)
LRPES  sejumlah 510 (lima ratus sepuluh) ton
totan, pada eksport tLanggal 1 Juli 1988
deigan l;apal Sanghulirang VII, t‘.ellinéga sisa
FLi yang <sudah diregister dan dilegalisid
oleh Bank Dbagang MNegara cserta LKPES yang
Ltelah diterbitkan olehh PT. Sucofindo Ujuny
Pangang ma<ing masindg 10 (sepuluh) lembar ng

semuanya ada ditangan terdakwa yaitu =
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1. PEB Nomor =’06/68072b28 taﬁggaﬁ‘a24 jFSGE

-

M Gar 8" .
1 Fiari 1988 beserta LKPES No. 010025 tang-

'a%zc : Hai h22'Februar1iléaaegaBaKQﬁk:lbb (ﬁéf‘L

t0S) ‘toh jehis hati'FBtan Lambang ;' "97%)
|
2. PEB No. 06/680/2029"tanggal 24 Februari
1988 beserta LKPES Nomor : 010024 tanggal
22 Februari 1988 sabanyak lool(saratdés

; ton jenis hati rotan lambang ;'

: 3. ' PEB Nomor 06/680/Z031 tangghl 24 Februarl
' 1988 beserta LKPES No. 009856 tanggal 15 .
Februari 1983 sebanyak 150 (seratus iidk
puluh) ton yang terdiri dari 30’£bh rotan
jenis Lohiti poles halus, 30 toH rotaﬁﬁj

g
. jenis tarumpu poles'‘halus dan 40 toﬁf;
¢ R o TP |

L.

§ xe J . - "'!".
4. PEO 'Nomor : 06/680/20%2 tangaal 24'Febru: '

rotan jenis lambang bbiez .

ari 19688 beserta LKPES MNomor ' : 009881
tanggal 15 februari' 1988 sebanyak 180

(seratus delapan pulﬁh) ton f&ihﬁ ”jgﬁi;

: Al "1
tarumpu pole= halus ; iR

J S. PEB Nomor : 06/680/2033 tanggal '24 Febru= *
ari 1988 beserta LKPES ' Nomor % ‘010027
tanggal 22 Februari 1988 sebanyak 300
(tiﬁd ratus) ton yﬁnb'takai;ipagri'lsé
eBratus 1iha puIUR)"'Eon! “Ebtan™ sdpla "
tohiti polés halus din isomfsgﬁatbs'i?ﬁ;'*

pUTUR) ton Jente tarUmplb poles halus Aol

o—
T o e

& PEB" NomoF :}OL/6$0/§0&2 tanggal 24 Febru-
ari’ 1988 bésérta LKPES Nomor' "' 01-0040

r

tahsgal ‘32 Febluari 1588 ‘sebanyak ‘150"

4 (seratus.....
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(seratus 14ima puluh)v:ton' rotan' -Yenis

1 .

~tohiti poles halus ; i 0 va - Lo )t
7. . PEB-Nomor 1:06/6B80/2068° tanggal'17 Maret
1988 beserta:LKPES Nomor'': 010675'tAndgal |
14 [ Maret: 1988 sebanyak 100 (seratus) ‘ton
rotan jenis lambang poles halus j ¢« i
8. PEB Nomor .t .. 06/680/2126 ' tahggadl .7 Mef
1988 beserta: LKPES Nomor r-omzqe'samﬂf:"'-:’;'

nyak 320 (tiga ratus dua puluh) ton jenis

9. PEB Nomor : 06/6B0/2181 tanggal ' 27 “Juni
1988 besarta LKPES Nomor : 012297 tanggal
5 Mei 1988 sebanyak 300 (tiga ratus) ton
rotan jenis tuhiti poles halus jhi % “d!ﬁ”

|
hati rotan lambang ; Con b vanvg \

10. PEB.Nomor : 06/680/21B2 tanggal 27 Juni
1988 beser ta ILKPES Homor : 012299 tanggal’

5 HMei 1988 =sebanyak 300 (tiga ratus) ton'

rotan batang poles halus . ; ‘ g1
21. 2.Bahwa rotan tersebut diuimpan digudané'gudang'
sebagaimana discbutkan diatas tanpa memiliki
Surat tanda‘ Pendaftuiran dari Kanwil Perda-
gangan Propinsi.Su)awesi Selatan atau' Insd
tancsi .Pemarintah lainnya yang barwenang), dah'
tidak dibuatkan:Stock Card (Kartu Stﬁk)‘safta‘_ |
. tidak.dibayar biaya administrasinya aebagaiﬁifé
I mana diatur dan ditetapkan dalam'Surat'Pane~"
tapan Menteri'Perdagangan RI Nomor : 04/KP/
1/1980 tanggal:7 Januari 1980 ; - Ll o hEEY
21.3 Bahwa udalam: usaha !melakukan- eksport‘rotan

tersebutityang ‘telah dimintakan LKPES -Hepada " |

l.{!—.§'| 1. b

PTeoos

vy T 4 wi o
TIWY Yo o, M g HE BT B

% i
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PT. ¢ Sucofindo UJung_PqndangWtidak”terlnksaha

karena keburu, Kkatahuan pihak vang,berwajib,
akan,tetapi oleh terdakwa sendiri atau meme-
rintahkan kepada Marzuki Madjid dan Willem
Daud dalam kepengurusan dokumen dokum?n
eltisport lainnyi terhadap rotan tersebut akan
dibyat tidak sesuai dangan jumlah vyang ter-
sebut dalam LKPES yang ada, melainkan akan
dilakukan dapngan cara  seperti  yvang ..telah
dilakukan terhadap ekspor rotan baik ylp§
diangkut dengan kapal MV. Wising maupun kapal

KHM. Sangkulirang VII antara lain : valits

- +Memerintahkan kepada Marzuki Madjid, agar
dalam FPEB dicantumkan.jenis barang lain
o

zepert1 Ca:zhew nuts (jambu ;mente),sea
ey
weed (agar agar) dan bukan mencantumkan

. rotan berda=arlan LKPEE yang ada kemudian

~,dikirim ke Bank . Dagany Negara cabang

Ujung Pandang untuk kepentingan negoisa-

s ;

1 LI T |

.

Bahwa terdalwa sondiri atau dengan peran-

» taraan Willem Duud mgminta kepada Haji M.
_WYunus dan Ny. , Dasy_Edna,Kamaruddinuqnguk
membuat ;8111 of, [.ading dengan_@anaantum-

; .kan Cashew nuts (Jambu mente), .sea wa;q

.(agar agar) dan bukan mancantumkan rotan

yang diekspor ; i § o

Untuk kepentingan,, negouisasi ,terdakwa
memerintahkan Marzuki Madjid untuk, mem-

.:buat dokumsn/surat surat antara,, lain

Invoice, Draft, Aplikasi dan Infention

it

qgrtifioat...

S
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rang, diekspar, baik karena termasuk rotap,iasalgnsq.
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, Ceritifikat' vyang mencantumkan Cashew huts
vGanbu sante) dan Bes, MWeed . (agar., agar) .
-u"fL bukan menoantumkan rotan yang ,

Alpkeport 5,

N L e Hevman

=  Helakukan Remuatan & rotan K diatas kqpa%&
. . i e Tip

RN I S Y

dangan ﬁaﬁE}m tiruck IOddxng tanpa dillnr

N |kw (thl-ll‘l'lpn akspor ; N ; Sid
Bahwa dari i kal 1 ot

.14&_._ ! %}l_(t‘f?r ali pengapalan otan eoarnF
bor%ﬂr 'Hﬁ t-cﬁabut terdakwa telnh berhasil \

". rotan” dangan‘ Eujuan Hongkong atau ,

tampal lain diluar daerah Pabean Indonesia

dengan  Jumlan =zeluruhnya B84.006 (da}gpanlpu{unﬂf
empat ribu enam puluh enam) bundele atau =kut9ﬂ%9 ¢
lebin 5.100 (limp 1"ibu sarq;ys)dton sadgngkapﬁ’
dokumen yang amelindunyinya yaitu PEB dan LQPES
hanya meqcantumkan Jumlah rotan 720 (tyjuqfratuﬁ“:
dua puluh)  ton atau hurang lebih 1.;?0 (ampaE”

ribu Liga ratus delapan puju@}‘ton .f:au 72.0§ﬁk

(QUJuh puluh _dua labu auam puluh enam) bundglah
rotan telah diekepor tanpa dilindungi EFEESwrdPG_
Lesual  dengan Sqﬁgt uupuguzpn HenhPE%LPerqa:n
gangan Nugor 2?4/5P/</1€p& tanggal :2‘“0ktobaqhﬁ.
1986  yang mengatur fentang tata niaga ak?per:j
retan, maka Lorqap!t sbjumlqh {.390 gamaygfribu

¥oolly

tiga ratus.  dajapan puluh) ton r rotan yap?c‘di‘l m-‘

4

—44‘

maupun kapana belum diperiksg, oleh PT.Sucpfindpi,

Sudangkqn rotan esepanyuh 2.949,?10 l:'dual_ r'_ibu_ﬂfﬂf‘
. pat pulun‘aembilan Keina tgjgp ratus e@patlpulyhr

PR suribu) ton telah diikhtiarkan (trachten)
8 B feaf M =t i o 7 ) ay

untpkr....... e

-
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o, iUntuk ;dikeluarkan atau diekspor. denganttujuan Ke’
Hongkongtatau ketempat lainadiluar daerah Pibe;;

(i cIndonesiay oo b4 6 TA T ER O L L
Parbuatan tersebut;diatur., dan: dianocam hukuman-
menurut pasal 26 b RO Stbl.' 1931 No. 47)] saba-
g;imdna.tulah dirobah dan ditambah yo.Undang Un-
-dang Nomor 7/Drt/1955 yo pasal 15 Undang . Undang'
ﬂ:mor 7/brt/1955, yo Undang Undang Nomor B/Drt?&
1958 yo pasal 1 (2) UU No. 21/Prp/1959 yo pasal-

55 (1) Ke-1 yo pasal 64 atau pasal &5 :KUHP ; | t/:

SUBSIDAIR : - - : RN yt

=== Bahwa 1a terdakwa Robby Ng alias Ng Seng Tjiong'

baik sebagal pribadl aldupun =elaku Kuasa Dagang-
S

dari cCv. Indonesia Shell atau atas nama badan

Jhukum, perseron atau perserikatan sesuai denaan!

Akte Notardis Nomcr 194 tanygal 8 Agustus 1980 atau?f
dengan prikeadaan atau (hoedaningheid) .yang laih®
maksud atau Kkenyataan yang serupa dengarn itu baik?
la terdakwa sendiril ataupun bersama sama‘' ddngai™
orang lain yakni Marzuki Madjid selaku Direktur CV¢4
Indonesia Shell, H.M. Yunusrselaku Kepala Cabang™
Pl. Paelayaran Nusantara Bahari Ujung Pandang daﬁﬂl
Willem Daud saiaku petugas Operasional dari' -pPTiu
EMKL Utama Bhakti Indonusia Jaya Ujung Pandang yané“
perkaranya akan diajukan terseandiri dalamfkodudukaﬁz'
terdakwa sebagai orang yang memberi ‘perintah atadb_
yang bertindak ssbagai pimpinan untuk melaksanakah ¥
tindak pidana pada waktu dan : tempat sebagaimana'’’
dicebutkan dalam dakwaan Primair telah mengeluarkaﬁf.

atau mengeksport dan atau berikhtiar .(traohten)

untuksl..esne
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"

untuk mengeluarkan ‘alau mengekcport . sebagaimana;
vang disebut! dalam dakwaan Primair dari Pelabuh;;-
Makasar Ujung Pandany te. Hongkong atau ketempat:
lain diluar. daerah Pabvan Indonesia tanpa Manginsr
L dahkan ketentuan keteontuan sebagaimana yang diatur
dalaﬁ Ordonansi bBaa dan reglemén regléman yang tir-
lampir padanya, - denjan cara JSara sebagaimana
diuraikan dalam dakwaain Piimairn ; ! T
Perbual sn tersebut diralur darn diancam hukuman me-
murut pazal Ze¢ b RO yo Undang Undanty Homor 7/Drt/.
1955 o pasal 15 Undang Undang Nomor 7/Drt/1955 yo
Undarny Undang Homorr 8/In t/1958 yo pasal 1 (1)
Undang Undang Nomor - 21,/Prp/l959 yo pasal 55 (1) k‘fJ
1= KR yo pasal 64 atau pazal 65 KUNP -; ! -J?

EDUA : e

--= Bahwa ia teardalwa Robly, Ny  aliaz Hg Sangr 1jicng
baik sebagal ptibadl altaupun selaku Kuaza Dagang
dari CV. Indoneczii Shell atau atas nama badan
hukum, parseirfoan atau percsrrikatan s23ual  dengan
Akte' Notaris Nowor 194 Langgal B8-/Agustus 1980 atau
dengan parikeadaan (hoedarnngheid) yang lain maksud
atau  kenyataan <a3rups dJdangan 1tu balk terdakuwa
cendiri ataupun bersamna sa.ua dengan Marzuki Madjid
selakuy Direktur CV.”IédundLIJ Shall yang!pearkaranya
akan-diajukan-tersendiri seajak bulan September 1987
zampal Jengan - dilakukannya  ‘penyitaan “tanggal :30
Juli - 1933 setidak tidaknya dalam -taun 1987 Jdam

tahunn 1988 digudang ilamajens sjalan Urip Sumohar jo

Lorong ' Il No.. 45 Ujung Pandang, digjudsng HMamaasa

jalan Urip:Sumsharjo ‘KM.. 4 Ujung Pandany dan

digudang.....
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digudang Tallo lama'Kalurahan Tallo Kotamadya Ujung
Pandang setidak tidaknya ditLempat lain dimana Peng1
adilan Ekdnomi Ujung Pandang berwenang memeriksa
dan mengadili, telah menyimpan rotan sebanyak ' kul
rang laebih 2.049,640 (dua ‘ribu empat puluh
sembilan, ‘enam ratus smpat puluh per =eribu) ton
yaitu masing masing ; ; Yoroabite
- digudang Tamajene jalan Urip Sumoharjo Lorong'IY
No. 45 Ujung Pandany kurang lsbih 114,480 (serk-
tus wampat balas koma empat ratus delapan puluh
pur teribu) ton yang terdiri dari rotan’ polis
dibundals jenis umbuluy, batang, tohiti, tarumpu
dan lambang zeabanyal. kurang lebih 76,980 (tujdh‘ﬁ
puluh anam koma sembilan ratus delapan puluh pii*
sorilku) ‘ton dan rotan asalan ' (belum diolah)
JBNLIE Jermasain, lambiang dan umbirlu kuraﬁé lebih
37,500 (tiga puluh tujuh koma l1ima ratus per

sei'ibu) ton ;

‘—  diyudang Manaesa Jalan Urip Sumoharjc " KM. 4

Ujung Pandang sebanyak kurang lebih 1.2246,160
(seribu dua ratus dua puluh  enam “ koma <seratus
nam puluh per seribu) ton yang terdiri dari ro-
tan polis bundels jenis batang, tarumpu, lambang’
dan tohiti kurang lsbih 908;160 (sembilan ratus
delapan koma seratus snam puluh per seribu) toh'
dan rotan-asalan (belum diolah) jenis jermasin',
salbutun}” tanah, wowonaan dan tohiti kurang lebih-

318 (tiga ratus delapan Lelas) ton ;

-~ digudang Tallc lama' HKelurahan Tallo"Kotadeyﬁ”

‘ Ujung Pandang sebanyak kurang lebih 709 (tujuh

ratus, .2 .owat
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'Fatus 'aambilan)’ton rotan asalan (belum diolah)
Yenie jermasin, €abuton, tanah dan wowongan ;
yang diksiahuinya' atau patut harue ' diketahui
olahnya’ bahwa gudang tersebut belum memiliki Surat
Tanda Pandaftaran dary Raiwiil Deper temesn Perdagang-
an Paninsi Sulawes: selatan a&stau dari Instansi
Pamer tnLtah  Jainnya Yy iy bLerwanang, dan terdakwa
ataupun Marzuki Madjid dalam menyimpan rotan rotan
digudana gudang tersebut bLidak membuat 'atau menye-
lanagarakan adminmistra=i yakni tidak membuat stook
card (lartu slok) dan juga tidalk membayar biaya
adminictrasi  cebagalmana diatur dan ditetapkan
Jdalam Surat Penstapan Manteri Perdagangan RI Nomor#
NA1/KP/1/1980 tanggal 7 Januari 1980 ; 2
Parbuatan terzebut diratun dan diancam éengan
hukuman manurtt pazal 2 yo pasal 5 UU No. 11 tahun

1945 yo pasal & U0 Nowmnsr 7/0rt/135%, yo pasal 55

(1) ke-1 KUHP ;

Setelah membaca tuntutan daksa/Penuntut’ Umum tanggal é

Februari 1987 yang isinya adalah =ebagasi berikut : - .

Ngarr majeli=z Hakim vang menguuxlxﬂpquara ini memutus-

Menyatakan terdakwa RobLy Ng aliaz Mg Seng Tjiong
torbukti seocara sah‘dai meyakinkan bersalah mela-
kukan perbuatan pildana zacara bersama sama
sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 b “ RO Stbl.
1931 Mo, 470 sebagatmans telah dirubah dan ditambah
36 pa=sal 1 sub 1o huruf  h jo pasal 6 UU Nomor
7/0rt/195%% jo pasal 15 UU Nomour 7/Drt/1955 jo - uUu

Nomor R/Drt/1958, jo pasal ) ayat (2) UU Nomor

' 21 /Prp) . cniv e
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21/Prp/1959, Jjo pasal S5 ayat (1) ke-1 KUHP 'Jo
pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu primair),
dan pasal, 2 jo pasal 5 UU No.. 11 tahun 1965 jo pa=-

sal 1 sub 30, jo pasal 6 UU No. 7/Drt/1955, jo pa-

sal 1 ayat (1) UU Mo. 21/Prp/1959 (dakwaan kedua) ;
- Henjatuhkan pidana penjara selama : 10 (=epuluh)
tahun dikurang: waktu zemasa lterdiliva dalam Lahanan
cementara, dan denda sebesar Rp. 30.000.000, - (Liga
pulul guta rupitah) subsgidalr 6 bulan kurungar ;
E Barang bukti berupa : inn
- Rotan 2.049,640 (dua ribu empat puluh zembilan
koma enam ratus empat puluh) ton ; -4
= 36 (Liga puluh enam) unit mecin pengolah rotan'j
= 3 (tiga) umi timbangan ; 3¢
diramp=ss untuk lagara ;

bat atty bukl bratupra @ surat surat tatap dilam-

pPirkan dalam berkas perkara ;

= Henghwhum pula terdakwa nembayar onakos perkara se-
besar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-
- Hohon kepada Majelis Halkim agar menausulkan kapada
Mentera Kahakim;n R1 auar tordakuwa manjalani pidana
badan di Lembaga Pemaﬁvalakutaﬁ Husalkambangan Jawa
Tengah ; Vi
dengan memperhatikan. pasal 26" b RO 8Stbl. 1931 No. 471
sebagaimana telah dirubah dan diti:nbah yo UU Ho. 7/Drt/1955 yo
pasal 15 UU No. 7/Drt/1955 yo UIJ Ho. 8/Drt/1951 yo pasal 1 (2)!
UU No. 21/mrp/195% jo paval 5% (1) ke | yo pasal 64 KUHP dan
pasal 2 yo UU No. 11 talun 1965 yo pasal é UU to. 7/Drt/ 1955,
yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah

melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan

Ekonomi......-




_22_

Ekonomi tarsebut yany .amarr lengkapiya berbunyi sebagal beri«)

I:u!'. 3 IR AT wl )

- HMenyatakan terdakwa : Rubby Hg alias Ng Seng Tj)iong
menurut bukti dan keyakinan telah terbukti barsalah!
melakukan kejanatan :

1. Se. sra borsama Sams wzlakubkan Tindak Pidana Ekn-
nomi, mangeludarkan  bar sng dan berikhtiar mang=-""
eluarhan barang dari peredaran Indonesia tanpa~
délindungi =utat s=urat yang sah ssasbagal pear-
Luastan yanyg diteruskan, =“ebagaimaina diatur dan-
JlanGam pldana dalam pasal 1 <ub 1le huruf h
Undang Undang Mo. 7/tn L/19%5 yo pazal & yo pas=al
15 'Indany Undand No. Al L /195% yo pasal 1 ayat -
(Z) tindany Undang e, 21/Prp/ 1959 yo pasal SSP
ayoel (1) J0 paSal ¢4 ayal (1) KUHE ; il

II.Melakukan (anedak Mdania Ehonoma , sebagalr ponT -
vaua gudany Lydak  wenbual adninistrasi-bacrang
Lat aird yang mazuh dan keluar sebaaslmana diatur:
dar. diancam pidsna Jalam pasal’ T yo pacal 5
Undang Undang Mo. 11 tahun 1965 )j)o'pasal 1| <ub
ic, Jo paaal-é Unda«y lindang lo. 7/Drt/1955 3o
pazal | ayat (1) Undung Unaang tlo. 21/Prp/19%9 7

- - Menghukum terduakwa oleh! kaisnanya dengan pidana

’ -
‘ penjara . 3elama 5 (Fima) tanun dan pidana danda’l

st .. 1. sabasar Hp.i1!30.000.000,- (tiga 'puluh juta ' rupifan)<

S CR . subsidaii 6 (enam) bulan Kurungan, dengan'ketentuan/

gt * lamanya terdakwa dalan  tahanan dikurangkan untuk
seamua ; . tyd

- = pMenyatakan barany bukti bLelupa =

-+ Rotan sebanyak 049,640 ton, 36 (tiga puluh




enam) unit mesin’‘penyolah rotan dan 3 (tiga)

unit timbanzan, dirswpas untuk Hagara

= Baranyg buklti zural .ural berupa :

- ealu bundel alkla oskta ¢V Indonesia Shell
(tanda 1) ;

= wnlu EbBundel doluwen aksport €V Indonesia
Shell bulan Maret 1988 - HVY. MWising ke
Hongkony L1%0 o=, 298-bundel rotan (tanda
£Ly ;
valu  bandel  dalneen  aksport €V, Imionsslia
Shezll buadan el 1908 1Y, Hi=ing ke Ilnngko::lg
LN Lane - v ot 1 banelal= colan (tanda 111) ;
salu bapedel bt e ekipent GV, Indonesia

<hiell balo Jdula 190 KM Sangkualirang VIT ke

Honghony 25060 1 ae - 7. 7¢11 bundels rotan

(Landa 1y

sacu bt el koo Hecaigaea (tanda (V) ;

sl Lanefil o Lo penysiaoran RPajak dan

Leltter or voyedan flavads 2 L) '
telap tel 1supaar dal am tun Kase perkara ;
flt.ﬂ'd.'l.alltk.ll\—lll'J.-|~h- tet o daloam tahanan ;
Menbetankan bLiayo [#1 hars lhepada terdakwa
sebwiar Rp. S.00Ca, (1iwm= ratu rupiah) ;
puluzan mana Jalam  pemes 1bsaan. pada tinakat banding telah
dikuatkan oleh Fangadilan Tinggr Ekonomi  di Ujung Pandlﬁg
_dangan putusannys tanggal 3 Tuni 1989 No. B?/Pid/EK/l?Bé/
PT.UJ.PAg, yanyg auwar lendl apnya biat hunyi 2ebagal berikut” : ‘
Mener s perm-bonan Eacdineg dart terdakwa Robpy Ng

aliaz Hg Sang )10y ;

Dalanm Eksppsi

‘ Menguatkan. ..



= HMenguatkan putusan $Sola Paengadi lan Ekonom Hju;wg
Pandang  tanggal 265 llopember 1988 No. H)‘?,}'
PLd.B8/1988,/PH LT Pdy ;
dalam Pokok Perkara :
Henguatkan putusan Poengadr lan Ckonomi Uijung
Patebading Lanasl o 1y el 100 e, 109/Pte Pid.B/
| SR I R ¥ TR = O I T R O T
Memer ynlabikan Led dakwa lal sp Jdi Laban
== HMengleibnm berdalvee pod oo m=wl oy 30 bii aya perkara pada
Fadaa tweakatan o ady o vane) rads tingkat banding
Trtol vl v Set caar . oot (Vi 1 iby rupiah)
Mengrval abcor  aliba Eetnaed erwnhonan kasasio o,

L
,f& AkLa Pras 1 uv/ ol yanyg Dbt o D 1 inees a0 Pangaant i pada
o

Pé&Ngady 1Lan Fhon i Ut v dad ) awen@i andb:an,  bahwa pada

N _-"'i"-a"'.-l'.l-:l 29 bam 10 pzncie o Kal oL L dakna telah nengajukan
parmohonan Koesasaa Larbadog poboeam Penopoadilan Tinegagr FRonomi
tersc.but ;

Flemper it b o 1 atah bk oan Lertang sl Ujung Pandang
10 Juli 1917 dava Ve dlabiny celoaaian e Gl kasas ‘ tercebut,
ricalah kKasusl  wata Lulalb :l:t.m'n....e v bapant leraan Pengadilan
Ekonomt U jung Panddiad pada tooepaal b0 Jold 19

M=l bt st at sural 3 owe) Eog sanokaban g

Henimb.ang, baluds pulu-—ue Pena oty dan Titeggl Ekonomi ter-
»

sabtil telah rtabe2r dlobmpdean Vo, ada ot e Kad e I ada  tanggal

19 Jum 1260 fan pamohn Kasas ashga ukan parmohonan kasasi

pada tanggal 29 L 1987 U La 1 alah kasasinya  telah
diterima  dibépatin e aan Lo gaste o t Bencan oy U jung Pandang
pada langgal 10 3011 19000 JLondun clamibran permohonan  kasasi

beserta densan al van alasannys Lolah digjukan dalam tenggang
tenggany waklbu dan dengan - v g s at Uindang tindang, oleh

karena 1tu permochonan kasas=1 terscbhut tormil dupal diterima ;

Menimbang....
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Henimbang, bahwa' keberatan keberatan yang diajukan olsh -

pemohon kasasi pada poRoknya adhlah =sebagai berikut : .
Bahwa “‘Pengadilan Nagari/Pengadilan Tinggi telah salah’:
menarapkan hukum atau tidak manerapkan hukum =ebagai'~"
mana mestinya karena : ! fan
1. Bahwa Pengadilan Neger:i 11jung Pandang talah mengguks

nakan 4 Nomer reqgistar peirkara untuk terdakwa/ pe-*:
mohon ka:saai yairtu parkara NHo. register 109/Pid.B/
1988/PN.UJ.PDG, tentang putusan =ala yang menolak”

ekseps1l terdakwa/pemohon kasasi, register nomor!
(L
109/Pts.Pid.B/EK/198B/PN.UJ_PDG yai1tu putusan pokoR™

perkara (keduanya untuk tFindak pidana akonomi)''sa~a

dang' reyister No. 110/Pidd . 1719088/ F1I.UP tentang pu='!

tusan sela  dan registior e 110/Pte.Pid/ B/l‘?ﬂ&/f

PN.UP tentang pokok perkara (perkara tindak pidaﬂ'j"‘

subvers) dan/atau tindal. pidana Korup:i),  =ehihgga
terdapat ? berkas parkara yang =aling herlaihan dan'
2 1nstanz=i peradilan yang berbodd yai tu' fPeradilan”

Sl e 11 _

Ekonomi dan Peradilan Umum ;

N

Bahwa tuntutan Jak=za' eeharusnya‘dihyatakan tldakgf
’ LAl

. F o |
dapat dilurima s=etab aicasarkan Bths tuduhan ynndﬁ
itu 1tu juga, dan bila denaan'pEngyabungan'Penuntot?
Umum cukup membuat =atu ddkwaan =esuai dengan' pasal '

141 KUHAP jo paszal 1586 KUHAP ;

3. Bahua Pengadilan Negeri telah merig i KER pihak ter=4

’ dakwa/pemohon- kasasi sebab tidalk menaindahkan cara: ”

cara ‘yang ditehtukan yairn pazai®d4 Ull'No. 7 tahun

1955 tentang tindak pidans Ekonomi ;

Kalau Pengadilan Negeri Konsekwen atas” dakwaan

.

sabagal' - perbuatan penvért.aan dalam pasal 55 ayat 1

sub le KUIIP, sehaiusnya mereka mereka yang disebut

Vigss by .

sebagai bersama sama atau dalam bentuk penyertaan

P separti......




=

ceperti perbuatan Willem Daud tidak dipertanggunc

Jawabkan phda Lerdakwa,; pamohon kasasi sendiri ;

: "
Bahwa yang melakszanakan skspor tersebut ke Hongkonc

0 L1

adalah CV. Indonesia Shell dengan Marzuki sebagai
. i - il
Direktur dan Uapl sebagar Wakil Direktur sedanc

Lot dalivia hanya sobagal pewmaeganyg huasa dagany, maka
Sehaluzinyd  Liiedabk pldana tersebut ditujukan kepada
%

Cv. Indunssia Shell :

Dang;n‘LiLak‘ditarzknyu Cv. Indone<ia Shell terse-

. 3’3**;'- M R ALD L) Al

bul adalaaiqangat mrugihan terdakwa/pemohon kasasij
> : PR ]

Buliwa balang barang yvanyg disita adalah barang ba-
(YT ¢

raing CV. Indonesia shexl Jdan barang pihak ketig

laidﬁya Yty tdiigat merugikan tardakwa/pemohon

Kavasy ,;
i ]
Buhwa ter dakwa/pamohon kacast dalam perkara ini di-
Byl

ajukan dalam 2 dakwaan yallu dakwaan tindak pidan

ahcnoml maupun Lindak piradna subversi/tindak pidana
L Y] P |
Korupsi ~ecara Lel barengan dengan bukti bukti dan

5ak$i.34ki| vaig sama sehingga terdakwa telah dija-
tUhl.Pldana 2 kalil untuk peristiwa yang ama ;
(R : L
Tindakan somabam 1ni adalahh bartentangan denga
A7an add. yany lermual dJdalam buku I KUHP tentang
tangjygunyg Jawab pidana bagi pel kara peirkara konkur-
. 4 E ¥ oo
sus
[}

: .
Balwia menyiut fanta CV. Indonesia Shell, Marzuki
dan Dapi sabagai Diraktur dan Wakil Direktur dan
Léldakwa ;anaéai pemagaiy hiasa dagang berdasarkan

akla Nui;alslﬂazan Zaini lainal, SH, sehingga vang

Lerbuat adalah Narzuki dan CV. Indonasia Shell

»

bukan tet dabwa dan terdakwa bertindak bukan atas

-

nama......
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na@a taendirt malmuhkun uniluk  dan atas nama CV.
Indinzzia Shsll  sclaha ehzpc L1 dibidang purd;r
dangan, perinduzll rtah Jdan hubungan hukum lainnya ;
Babwa e utl 1ubla Jalam pol kat e anl  tidak ada
bLarang  Lukia, sebal, baranyg  Lukti  yang diajukan
ddalale wealang ol any i) G151ba di i yudang Cwv.
lndjhu;ta Shasb it pany Lelum JdikelUarkan dar i gudang
ISE0Y Vi it = cal ba e upalban stuckh barang yang
sabugran  bo.al belthe  Tunas,  =e¢hingga  penyiltaan
ter zebul Ll Lordas . Jar vel i lar hukum  sebagai
DS wnry Lok b uabuk Laedal, padana penye ludupan
gaboationmanne ang chrdat vl 2o hepeada Lean dakwa/pemohon
hatioa

tiabivia et toanatey Lkt dalem  Lindak pidana
peny&ludupane wetea ul o w1 opudens1 MA-RT No. BgK/
G S ey Ladoaabe Darang b aiey 1 Gaweu 1rolan rotan
pabiy caslle dor cobit o ictah diangkut dan telah
wElampoarnt by fevce ponigadanr tet abllinn dungaﬁ demihian
SEvata bt baranyg Lol g yand berada digudang
Wil N Heraezla ahizn g Lidal Jdapat discebut
suebagas et aby bl L) o lam perkal ¢ 101 ;

Buliian  penglepatiza et dtaedk  men jnial barang buktei/
weledany barang okt Jdilatubkan Lanpa seizin dan
paercsela juat Lot unkeldy peesdiun hazasl maupun GV,
Indonez1a Shell adalal, zangat wmziuglkan  terdakwa/
pemslur b avazt

Bahwoa  poenetapan tean betang o waebuy dikeluarkan
olat Povgadad an e el b dhgany Mandany sedany pel'k.arla

yany disidangksn adalaly per kara Lindak pldana

Elkonomi , swaha sehatusngs 1210 lelany lerssbul

dikelual kan. .
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.- : dikeluarkan olel bunllﬁlljn Ekoncm Ujung Pandang,
dengan Jdemikian Jelas tol lihat adunyasa  pertimbangan
yana caling Lortoo! snygan “ehiingga monimbulkan
Vormverauim

Yoo Babuios sl a2l g oo Pl A thas)is FacL ) ti1da-
Bl ldb gl Lol ol e bt b g saling Ler ten-

tangaze

Pentlaran vealeg  calieg bedi Lenibatedn tersebut Lajk
1]

borupa pantlaran Lak  den status terdakua/pesohon

lhasa daLal Puasad lagany GV Tndonesia Shell

matipun hodiduiloen ten o' b Lotaei sl par b tuvtan,
Ve e Lavilesae e Lot g Fotar avgan =alis)l saksi
cur ol atital ddolvwene by g, l.azng bulili dan
pony i leannya 5 ang bacewmianya Jdinilal identil dengan
tardalvia/peanc hon hazasa

Dadan bl i g 0oLl by menealt ) encocob.an
danaai waksud o al el sl yang Ladang
hadaly  woGal a tinga s ekla mercinl sng per tinbangan
pParbymboo pan hiod vimrvyes v 1 g

Neanimbang, rabiwa  ala.. §- L ol ae kel atan lersetut

! Hahkamsh Agung bien j-andapal . ‘

mengenal. kebaratan ad. 1, 3, 4, 5, & dan B :

bahiwa kel alan kabizialan t&80 oottt Lidsd tpab drbenar=
kan, oleh kairene Pengtadalsn Tiagge Lo omi Uy Pandang Lidak

salah menerapbkan Lakum

comengenal keheratan d4d, 2 @

bahwa keket stan Lol _cbal et depst debonaarkan, oleh

-
)

ckarena Pengadilan lingaglr Lol gy Pandsa ez 11cdalk calah

menerapkan houlkum, lagr  oola hot o sebul wdelah merupakan

wawenang Jaksa Panuntut Unaw
b ®

mengenal ... ..



.
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mengenai keberatan ad, 9 :

bahwa keberatan i1mipun  tidal  dapat Jibenarkan, oleh
karena. Pengadilan Tinggl LEkonuwl Ugung Pandany tidak salah
mensrapkan hukum, lagl pula m2nyciul penileian hasil pembuk-
tian yang bersitat psnghargaan Lentany zuatu benyataan, kebe-
rdtdly cemacam 11u Ltidak dJdapal dip et Llwbatigyhan  dalam  peme-
riksaan pada Lingkal Kasaoi, Kol e pamel 1heaan dalam tingkat
kasasi hanya berhenaan achgan Ladal, Jdocen aplaan suatu peraturan
hukum  atau  pe aturan  dwikim Lidel i ber dpedian sebagyaimana
masbtinya, alau  apubah  cala  wwigoedr il btidkak Jdilaksanakan
manuirut ketenluan Unuang Undaiwg, dJdan apaltall Moarsjadilan Lalap

mélampaul batas LewEnaglipyd, sclotgaimanis jang  flmaksud dalam

A _ :
@Rasal 53 Killab Undang  Undanyg  lesane Ncara Pidana  (Undang
a

'daug Mo. B Lahun 1vael) ;

Flanimbang, Lalha o aew kg a0 Habilkaeahy fgung barpen-

mangualthan pultusan  Pongsditlane wlhohowr Ugueg  Mandang perlu
diperbaika sohsvdal SN T P oo bl Laonyva Lasal ahan
terdahva, Kwualilfilkasl dar'i pebuoalan pang lasbukli dipersa-
lahkan pada loeirdakmwa  dan o ginueall pPeogldl angan hukuman  yang
dijatuhkan aendan ma=id wpahalidanan geacd o lah Ji jelant terdakwa,
sSen1ngga dwai'nya eabao barLuniyr sopu L0 Lad caoloam dibawah ini

Menimbanyg, valwia bordasar ban dalazan alasan yang diurai -
kan diatas lagi pula Lidak twinyala, bDalwia putusan judex Facti
dalam perkara 11 barténcangan GJeiegan habage Jan/atau Undang
Undanyg, maka pormobwieat haSa.g e _bud v Jitolak dung};in
memperbalkl  amdir pultizan Pong ede b L haonomu /Pangadi lan Tinggi
Ekonomi tersebut diatas ;

Memparhal tkan Undanyg Uiwdanyg o 11 Lahun 1970, Undang

Undang No. B tuahwun 19551 dan Unagang thodaing Moo 14 Lahoan 1985 3

engadilia
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Menolak parmohonan kasasi dari

Memperbaiki
UJung Pandang tangg3al 3 Juni

yvang tolah menguathkan putusan Peinjads lan FRoncui

hal

sahingyga beibunyi
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HENGADTIL T

pemohon kazasi :

ROBBY NG ALIAS NG SEMNG TJIONG terselbut ;

amar putusan Pangadilan Tinggi Ekonomi

19879 No. 8B87/Pid/EK/1982/PT.UJ.PDG

Ujung Nandany

& Maret 19017, HNo. 10%/Ply. Fad.B/EK/ 1988/ PH.UJ . PDG
hal separti yvang telah Jdipertismbangkan diatas

stubagal ben 1hut @

Menyatakan terdakous 000 HG nL1AS NG SENG 13 101G

tersebul diatas Lerbuhtl secal a4 2ah Jdan meyahinkan

barsalah melakukhan kejahel an :

I. "Secara bersama sama menyaluarkan barang barang

dan barikhtia wandge luarban barang barang dari

daar ah  Pabean Indond tia tanpa mangindahkan

katentuan Ketenti o ofar Orodonansi Baa dan

paraturan Y Aare ter Lampat padainya sebayual

parbual.an yvanyg O taruihan™ ;

IT."Sebuagal  peanguaza Jniang Lidak menbual adminis-

trasi barang baranyg yaimn] masuk dan keluar™ ;

HMerghukum 14 oleh karena 1 tu dengan pidana  penjara

selama 5 (lima) Lahun dan prdana denda setesar Rp.

30.000.000,- (tiaa puluh juta rupiah) ;
MeaneaLapkan  masa poanahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhmya dart pidana yang

dijatuhkan ;

'

Manatapkan, bahwa apabila pidann diénda tarsebutl

tidalk dibayar, mwetho Jdidant i Jdangan pildana kurungan

salama 6 (enam) bulan ;

Menghukum. . ..
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Menghubkum psmohan kazasi/lerdakwas tersebut untuk meamba-
vyar biaya perkara dalam senua Lingkat peradilan dan dalam
tingkat kasas: ini ditetaphan sabzsar Rp. 2.%00,- (dua rribu
lima ratus rupiah)

Damikianlaln «Dpubtusios ol lue ool paran syavairal an padda
bari KAMTS tangyal 18 ISR T 1789 olah . ADT  ANDOLIO
SOETJIPTO, SH. Kelua Muda yang Jitunjule oleh Ketua Mahkamah
Auiimg Sobadgan Baztve Sedong, k. ROESKANMDT , 3. dan My,
H.MARTINA HOTOWIDAGDY, SH. Hakum Hakam Sngagcl a, dan diucaglian
dalam sS1darnd Loy Lul s padds hot SELAGA tanggal & HEURUART 1990
oleh Fetuas Ler wabal dliaedan ifihadiei e \o W ROESKANDI, SH. dan
HY. H.MARTINA NOIGHIDACDUL, ot sk awe  dlalkim Angaota, HY .

HURGATL SAFAGILLL, SH Aoty v ¥ELD dand T 1A 11t Jaleedrr

alehy Peavdizn b s,

Angygola angyole . b oar £ U oa
ttd./ K. ROESholl, il VLt o oAb L0160 SOLTITPTO, SH.
ttd./ e . LA A

HOTOWILAGEHD, S

Faniter @ "Pengaunta

i, @ 1Y, MORGAMTT S, 0°AGTH, Uk

E Untule 2a)inan =




PUTUS AN
Regno : 1859 K/Pid /1989
PEIT KEADILAII BERDASARKAN XZTUHANAN YAINIG JAHA ESA
MU AHKAUAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat asasi telah’
mengambil putusan seba:ai berikut :
idahkamah Agung tersebut ;
ldembaca putusan Pengadilan HNegeri Ujung Pandang
tanggal 6 .aret 1989 No.110/Pta/Pid.B/1988/PN.Uj.Pdg dalam
putusan mana terdakwa :

ROBBY NG alias NG SEiG ?JIOIG, tempat lahir ifasangi

Sulawesi Tengeh, amur 30 tahun, jenis kelamin laki-
lazi, (ebangsaan Indonesia, teapat tiaggal Jl.Daeng
fompo Ho.11 A Ujung Pandang, azcma Budha, pekerjaan
“Yagang/Kuasa Daggng CV, Indonesia Shall ;
termohon/vem_hon xasasi/terdaiwa berada diluar tahausn
yang diajukan diamuka pergidan. .,an Pengedilan sdeseri tersebut
tarena didaitwa : '
Bahrye ie terdagwa Robby iG alias .iG Seng i{jionz baik
sebagal pribadi ataupun sebesgai kuasa dagang dari CV.
Indonesia Shell setidak-tidaknya atas ﬁama badan hukum
atau perserikatan orang seguail dengan akte Noparis
llo«194 tanggal 8 Agustus 1980, atau dengan prilteadaan
(hoedaningheid) yang lain ma‘tsud atau kenyatasnnya
gerupa dengan itu baik ia tertuduh sendiri maupun ber-
sama-gama dengan orang lain dengan .darzuki Nadjid

gselaku Direlttur CV. Indoneuia Shell, HU Yunuas selaku

pimpinan eseeccsncccne

-
3

i
N

- ~



Pimpinan PT.Peloyaran Nusantara Bahari Cabang Ujung
Pandang, dan Willem Daud selaku Petuzas Operasioanl
dari PT. EMKL Utaama Bhakti Indonesia Jaya Ujung Pandang

- yang perkaranya akan disidangkan tersendiri, dalam kedu-
dukan terdakwa baik sebapgai orang yang mehberi perintah
atau orang yeng bertindak sebagai pemimpin untuk melaku-
kan tindak pidana.’sebagaimanz yang diuraikan dibawah ini:
Pada tanggal 18 sampai dengan 20 .aret 1988, tanggal .
dei sampai dengan haiiéi 1988‘dan tanggal 28 Juni sampai
dengan tanggal 1 JL11'1988 atau setidak-tidaknya pada K
waktu-waictu itu didalem tahun 1988, bertempat di Pangka-
lan Soekarno Pelabuhan dakasar Ujung Pandang, setidak-

tidaknya ditempat lein yang menjadi kewenansan Pengadilan.}

degeri U1ung Pandang untuk memeriksa dan mengadili,
telah melaltukan perbuaian berturut-turta beik sebagai
perbuatan berlanjut ataupun beberapa perbuatan yang ber-
diri senuiri yany merupakan gabungan perbuatan, }aitu
perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan maxoud atpu nyn-—
ta-nyata dengan maksud atau yang dik%etahuinya atau patut
dizetakuiaya davat Gsivuded Judi aARroniTong <Ekuasaan
Negara atau %Yewibawaan Pemerintah yang atau aparatur
Negura ataupun setidak-tidaknya dapat meﬁéganggu. meng-—
hambat atau mengacaukan bagi industri praduksi, distri-
buai perdagangan, perbuatan mana dilakukan dengan cera-
cara sebagai berilkut :
1. Bahwa terdalova baik langoung ataupun dengan peranta- :
raan darzukil uJdadjid sejak bulan Pebruari 1988 gecara ;
berturut-turut telah mengajukan permohonan Pemzriksaan 1

Barang untuk dieksport berupa rotan %enada pihak

Pl.Suzafindo ececeesssns
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PT.Sucafindo di Jjung Pandang.

Berdasarkan hasil pemeri':saan P[l.S;cafindo tersebut
telah dikeluarikan oleh Pl.Sucafindo Laposan “ebenarsn
Pemeriksaan Eksport Sementara (LKPES) yang keseluruhan-
nya berjumlah 14 (empat belas) leavar dengon jumlah
rotan yang aitan di eksport sebanyak 2.7297 (dua ribu
tujuh ratus dua puluh) tonJtncuk- melingtopi L{PES ter-

sebu¢ yang me rupakan dikumen eksport, maka terdakwa te-

\\ lah memerintahkan Jarzuki .Jadjid untuk mengisi 14 (em-

\pat belas) set PEB (Pemberitahuan Eksport Parang)

ang diperoleh dari Bank Dagang Hegara Cabang Ujung Pan-
ang dengan mencantum:an antara lain, jumlah rotan seba-
cal barang yang acan di ekaport, dengan jumlah keselu-
ruhannya sebanyak Z.720 (dua ribu tujuh ratus dua pi:luh)
tén.

Bahwa setelah terdaixwa berhasil menchanter kapal IV~
Wdigin: maka sekitar tanggal 17 .aret 1988 terdakwa meme-
rincallken Jarzuki Jadjid unzuk mengisi 11 (sebelas)’

get fommulir PEB dengan mgncantumkan barang yang akan

di exaport terdiri dari 3 (tiga) PEB menca..tumkan chest-
nuts (jambu mente) gsebanyak 350 (tiga ra:;m lima puluh)
ton dan 8 (detapan) PEB mencantum:an sea weed (agar-agar)
sebanyak 800 (delapan ratus) ton. Setzlah ke 11 (sebelsas)
PEB tersebut diregerter dan dilegalisir oleh Bank Dagang
ilegara Cabang Ujung Pandang meka ke 11 (sebelas) PEB
tersebut diserahkan terdakwa kepada Willem Daud dengan
permintaan agar disampaikan kepada Bea dan Cnkai antuk

mendapatian fiat persetujuan muat barang %eatas ‘tapal

AV ”iaiﬂg R
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JdV Wiosing.
Sahwa pada tanggel 18 sampai dengan 20 .Juret 1988 ler-
dukwa teleh melaksanakan pemuatan rotan keatas kapnal
dV.Wioging asebanyak 1.1500(seratus liaa puluh) ton
dengan tujuan Hongkong atau ketempat lain diluar daerah
Pabean Indonesia. Padahal PEB yang sudah diregister dan
dilegalisir oleh Bani Dagang ve:ara Cabang Ujung Pandang
dan kemudian difiat persefnjuan muat oleh pihak Bea
“dan C.kai adalah PEB-PEB yang mencantumkan chestnuta

\jambu mente) asebanyak 350 (seratu ;lima pnuluh) ton dan

qapa weed (agar-acgar) sebanyak 800 (delavan ratus) ton.
ahwa menjelang capnal .{V.Wiosina obecangkat, terdaiwa
telah aseminta baik secara langsurg ataupun dengan peran-
taraan \iillem Daud kepada HI Y, nus dan ily.Desy Edna
famaruddin dari P..Pelayaran rusantara Bahari Cabang
Ujung Pandang agar mesbuatian bill of Lading atas ‘apal
AV.dioing dengzan mencantunian barang yang diangkut ada-
lah chestnuts (jambu mente) sebanyak 350 (tiga ratus
lima pul :h) ton dan sea weed (azar-agar) sebanyak 800
(delapan ratus) ton pndahai barang yang dimuat %apal
MfV.\ising tersebut gemuanya adaeleh rotan sebanyak 1.150
(seribu serat:s liaia puluh) ton.

Segual permintaan terdakwa Bill of Lading yang memuat
cheatnuta dan ;ea wvaed itulah ya:g disampaikan pihak
Pl.felayaran lugsentara Bahari %e Yank Dagang ilegara
Cabang Jjung Pandang untu't teperluan negosiasi.

Banwa terdakwa telah meminta tepada Willem Dnud egar
2E3-22B yan; telah mendapat fiat pergsetujuan muat dari
Bea dan Cu':ai diserahkan kepada terdakwa, begitu juga

terdakwa memerintahian .Jarzuki .lad}jid untuk membnat

doKUINeI cossvsscsncssse
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dokumen atau surat-surat untuk kenerluan negogiasi

yang terdiri dari invoice, Drart, Aplikagsi dan Infec-
tion Certificat untuk masing-masing 350 (tiga ratus

lima puluh) ton cashw nut dan 800 (delapan ratus) ton
sea weed dan gsetelah gelesal dokumen/surat-surat ter-
sebut digerahkan iepada terdakwa.

3ahwa PEB. Invoica, Draft, Aplikasi,Infeciion Certificat:
dan Bill of Lading yang aasing-wuasing mencantumkan Caghw:
nut (jambu mente) sebanyak 350 (tige ratus lima pulch)
ton dan sea weed (agar-agar) sebanyal 8CO (aelapan

ratus) ton yang dijadiken terda.sia dasar nagooiasi

-\ di Bank Dagang ilegara Cabeng ‘Jjung Pandang dimana pajak
X

\ © ekaport untuk cashw nut (jambu meute) dan sea weed
X (égar—auarj adalah nol gersen, padanal :enyataannya

o N
\:f%:} *bérang yang berhaail diexsport oleli terdaxwa dengan

¢

it ,/;apal AV.Wising adalah semuanya rotan sejumlah 1.15C

(seribu seratus liia puluh) ton ;

dahwa terdakwa pada tanggel 7 Jei 19£3 telah berhasil
mendatangikan %aval 4V.VWisins ke Pelab than .laliagar
antuk mengangkut ratan aepunyaan Gv.iudoneslu Snell
dengan gistim voyage charter.

Sgiwva menjelang 'upal WdV.dising tiba sudeh lebih dahuls
terdakwa memerintahkan Jarzuki Jadjid untuk mengisi

4 (empat) set’ formulir PiB dengan mencantumkan barang
yang akan die'tsvort adalah cashw nuts (jambu mente)
sebanyak 450 (emnat ratus lima puluh) ton.

Setelalh PEB tersebut selesai diisi, kemudian terdalwa
memerintahkan epzar PEB tersebut diserahian ke 3Banit

Vagang iegara Cabang Ujung Pandang un-uk diregister dan

dilepalioir eeceeess



dilegalicaoi. Bahwa PEB yang mencancum .an cashw nuta
(jambu mente) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh)

ton, 1 (satu) PEB dan 1 (satu) L{PES yang wmasing-unasing
mencentumkan rotan sebanyek 210 (dua ratus setu) ton
diserahkan tevdakwa %epade Willem Daud dengan permintesan

ager diserahkan %epeda Bea dsn Cukei untuk mendapatkan

fiat persetujuan muat barang keatas <aval V.Wising.

\”ahwa oada tanggal 8 sampai dengan 10 .fei 1988 telah

hal PEB dan L{PES yeng diserchkan <epada Bea dan Cu:oi
untuk% mendapatkan fiat persetujuan muat terdiri dari

4 (empat) PEB yang mencaniumian Cashw nuts (jaabu menge)
sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) ton dar 1 (aata)
PCB disertai 1 (satu) Li{PES yang mzncantumkan rotan
sebunyak 210 (duae ratus satu) ton ;

Bahwa setelah ‘tanpal 1 ..iging versnuiint terdacva bailk
langsunpg ataupun dengan perzntaraan YWillem Daud telah
meainte H.Jl.Yunus dai ay.Desy ednn aanuruodin uatuk mem-
buatkan Bill of Lading atag koval JV.Wising tersebut
dengan mencantum¢an baranjs yeng dianzkut adalah cashw
nuts (jambu mente) 450 (empat rertus lima puluh) ton

dan rotan hanya 210 (dua ratus sep luh) ton, Bill of
Lading teraebutlah yang diseroljkan oleh pihak Pl.Pelaya-
ran Nusantara Bahari kepada Bank Dagang Hegara Cabang
Ujung Pandan; antuk %evo=rluan negosisi, gedang Bill of

Ladinm vang mencantumkan rotan yang nebenarnya dieltgport

tidak CRCRC RO B B R I
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tidak dikirim ke Jank Dagang lMegera Vavang iJjung Pandang
sesual dengan permintaan terdaxwe ;

Jahwa untuk keoerluan negosiasi, terdakwa telah memerin-
tarkan idarzuki dadjid untuk membuet doxkumen=-doiumen/
suruat=ourat yang terdirl dari Invoice,Draft, Apli-asi
dan iInfecvion Certiricat yeng masing-masing mencantumkan
Cashw nuts (jambu mente) sebanyak 450 (2apat ratus lima

puluh) ton dan rotan hanya 210 (dua ratus sepuluh) ton;

pulun) ton dan rotan hanye 210 (dua raius gep:luh)

ton diseraixan ctepada terda.wa, dan do<umen-dotumen ter-

gebuv di ataulah yang dijadikan terdaxwa uncuk melakukan
nesoaiasi di Bank Dagang -‘egara Caovaung iJjung Pandang
padanal kenyataannya barang yang ber:usil diekspor ter«
dausva cengan nengpunakan kaoal 4V.3isin;: tergebut geaua-
nya adarah rosan scvvanyak 1.440 (seribu cmpaé rarnug-.
empat puluh) ton ;

4. Burwa gekitar b.len Jyai 1§BU, terdalwa teluh bernasil
menchurter tapal Ki.dangikulirans VII Jdari Pr.Admiral
Line ¢1 vaiurta depgan giatim Voyoge Chiarter untsuk
menganikut rotan CV, Inconesia Shell ;
denjelang keddtangsn £d.%angkulirang VII di felabuhan
Halasar terdswa telah memerintahkan Jarzuki .ladjid
untuk merubah 13 (tiga belus) set PUB yang mencantumkan

rotan sebanyak 2.510 (dua ribu lima rszus sepuluh) ton

dengan meuggenti nana kapel vang sebelumnya tercantum

HAMNH e essesssssvvenss
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nama kapal JV.JYising dengan naana apal J4Jd Sangkulirang
VII. £Le 13 (%iza belas) set 2EZB tersebu:t adalah PEB
yaeng sudah lebih dahulu dirzgicter den Jdilegalisair

oleh Bank Dagang Yegara Cabarz iijung Peundang ;

Baliva %e 12 (tiga belas) set 2EB tersebut hanya 3 (tiga)
set PLB yang amencantumkan jumlah rotan 32banyak 510
(lima ratus gepuluh) ton seja yang diserahkoan oleh ter-

; . dekwa %epada ¥illem Daud dengan permintsan untuk disam-

\Ql&aikan kepada Bea dan Cukai untuk nencdavatkan fiat
."'.‘

‘? % | dpprsetujuan muzt barang di 2tau kapel (lI,Sacgkulirang

; | * 14 ] .
A
Hag

o
Bahwa pada tangzal S Juni senvai denzan 1 Juli 1988

gegual pa2irmintaan terdekwa celzh dilauiczasaasan pem:atan
rotan ke 'tapal Kli.Sanglulireng VII denszan sigtim truck
loading dan penuatamnya diluo.isenalinn niang malam sehingge
jumlah keseluruhen rota:n yoanz dimuat te zapal terasebut
cebanyak £.510 (3ua ribu li:a =sotws sep luh) ton bukan
hanya 510 (lima ratuc gepul:h) ton sesuai dengan igi.
PE] yang telah aendapal fiat parsetujucn muat dari

Bea dan Cuxai ;

Behwa setlelah ':apal iil.San: tuliran; YIZI b2 gnz (at menu-
Ju Hongzong atau diteapat lain diluar Pabean Indonesia,
terdakkwa baik secera lang ung ataupun d2ngan perantapaan
Willem Daud :élah azminta <apada. Kl Yunus dan ily.Desy
Edna «<amaruddin unzuik measbuat 3111 of Lading atas kapal
&1 Sanglulirang VII dengan wmeayebut:en bahwa barang

yang diangikut hanjz rotan 3sebanyek 510 (liaa ratus

gepul h) ton.

ﬂt{]ﬂ e s e e s esae e SN
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Atas permintoan terdaksa Bill of Lading inilah yang
Gizanpaikan pihal P2.Pelayevan ilnsantara Balari kepada
Bank Yagung -ejara VYabong Uiung Pandang natuk teperluan
negogiagi sedang Bill of Ladiag ynne @encantumxan
Jumlah rotan yang sevelairnya dlakapor yaitu 2.510

wua vibu liaa ratus sepalih) ton tidak disaapaikan

ke danz Jageng Jezara Cudeag Jju.g Pandang ;

\Jabva uu:ug :es2nniingan an2tosiadi terdaiva talah nmeme-
g i3
% intahkan darzuxi Jadjid uncuk neabnat doknmeun-docuznen/

;nu:ah-aurat-yaug terdiri atas Invoice, Draft dan Apli-

i851 yaiu: haanya meacentum'tan cotan 3«oanyak 510 (lima-
rutugs gepuluh) toun saju. Dangan dokunen-Jda'tumzn terce=-
but digertai dsngun PEB yong tclah mendapat fiaid per-
g2t uan auad dari Sea den Cux<al yang o yo mencantuacan
rotan 3eoanyakx 510 (liws rztns sev duwh) ton disampaikan
terdakwa 't@ vani Dagang -‘esara “abnug Ujung Pandang
unctug <2perlaan negoaiasi, medahal Yenyotaun jumiah )
fotae jeuz berhacil diekspor terdalkwa denzon mengpguna-

kan :apal LisSaczialirang VII ad-lak sebanyak 2.510

(dua riou lina ra:us sep-:lah) “on azau cisexitar Jjumleh
1tu.

Bajiva dari 3 (tigse) kali pengngalcen rnéﬁn Jang Ssecara
berturut—-turut dilakulan terdakwa, %terda'mia w“zlak ber-
neail umengeksvor rokan dengen tujuon Hougkong aftau teupat
lain diluar Pabeen Indcneaie nsebnnyak 84.066 (delapan
puluii eanat riba enam »ulull enam) bundels ztaa 5.100

(lima ribu serzisua) ton atau s2kitar jamloh itu. Sedang-
kan Jdokumen yang aelindun:i antara lain 2 B dan L.Z°Z5 hanpt
hanye aatuk 72C (tajuh ratas Jua palah) ton avau 12.000,

(dua belas ribu) bundels, sehia;za tevinuat 4.380

emnAt sereccsscassse-
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(empat ribu tiga ruatus delapan puluh) ton atau diseki-
tar junlah itu yang tidak dilindungi dokumen.

Oleh karena dari jumlah 4.380 (empat :tiza ratus dela-
,p8n ~  puluh) ton tersebut tidak dilindungi LiPE
atpn LIPES maka sesuai dengan Surat sevut san Jdenteri
Perdagangan 0.274/KP/X/1986 tanggal 7 Oktober 1986
tentang Tata Niaga Rotan dilarang untuk diekspor bailk
kerena rotan-totan tersebut termasuk dalam *elomook

rctan agalan ataunun karena belum adenya pemerisaan

;¢¢===§§\hdari pihak Plr.Sucafindo. Sedangkan sebahagian besar
/i}b ,y\rotau-rutan yang sudeh diperilisa oleh pihak PT.Sucafindo
As @

alan Urip Sumoharjo £m 4 Ujung Pandang (gudang mamiesa)

dan lorong II (sudanz famajenz) ;

S. Bahwa dengan perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut di-
atas dimana peugetahuan terda :wa yang beritaitan den:ian
tata nlaga rotan termasuk mengenai ecspor rotan sudah -
sejakx tahun 1920 telah melaiukan tindakan-tindaikkan yang
genzuja mecgelabuhi ataun menyesatkan para Pejabat Sen
Cuitai, Bank Uapgang “e:ara, PIl.Sucarfindo 'an lain pejabat
yang ada (aitannya dengan ekspor supcya meaberikan per-
getujuan atau pengeashan terhadap exopor barang yang
d:lakukanhiterdaswa, gseolah-olah perbuatan dari terdakwa
tersebut sudah memenuhi prosedur dan ketentuan yang
berlaku, sedang'tan kenyataannya, terdakwa nyata-nyata
dengan matsud untuk kenen:ingan memperoleh keu..upzan

atau Xe<aysan yang sebesar-besarnya (imana perbuatan

ter'il]k?‘a R R IR
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terdakwa t2lah mengekspor sebamyak 4.380 (empar vibu
tiga rat s delapan nuluh) ton atau sekitar jumlah itu
tanpa dilindungi dokumen sebageiaiana diatur YUrdonansi
Bea serta Reglemen-reglemen yang terlampir padanya
telah mengakibatkan Hegara dirugikan gsekiter Rp.
4.430.808.000,~ (empat milyar empat ratus tiga puluh
juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan tidak ter-

~—~—— catat atau terdaftarnya devisa yang nerupa .an hasil

L N

i h&j?\\
/'1 \.;E

apor pada Bank Devisa gebesar kurang lebih U$.8.760.000i

telah mneaenfaatkan atau menyalahguna :an fasilitas atau
telonggaran-kelonggaran #dalam nelakucan ekspor dengzan
‘ cara tersebut diatas sehingpga aeonat aenimbulkan dempak
berupa perongronsan ke :uauasan idegara atan kewibawnan
Pemerintah yakni yang menyan;kut kebijokosanagn antara
lain tata nioga ekgspor rotan sebagaimana diatur delam .
ieputusan .Jenteri Persagansan iomor.274/iP/X/1986
tanggal 7 Oktober 11986, tentmung tate niaga rotan dan
pemuerian Xemudahan yang diatur dalam Inpres  llomor 4
tahun 1985 tentang tebijaksanaan :elancaran arus barang
untuk menunjang kegiatan ekonomi, hal mana dapat neng-
hilangkan <epercayaan masyaraikat terhadap anaratup
uUggera atau meaggangu, menghambat setidak-tidaknya
mengacaukan bagi industri khususnya bagi industri rotan
dalam nezeri yang pada saat ini dihalakkan Feaerintah

pertumbuhannya, dan dacat aengakibatkan hasil prodakai

1.du8%TL esesssssssnssncs
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industri rotan dalam negeri berupa barang jadi di
pasaran luar negeri akan Ykalah bersdaing dengan hiasil
produksi luar negeri yang mendapat bahan baku rotan
yang lebih murah dari ekspor rotan hasil gelundupan
dan dapat meugganggu kebijaksanaan femerintah dalam
mgmperluaa kesempatan kerja didalam neperi, khusuonya
\'E:;“ dalam bidan; induatgi rotan ;
%fgﬁf’“\u_ . Perbuatan tersebut dPatur dan diencam dengan hukuman

-imen;rut pasal 1 ayat 1,sub 1 butir b atau -asal 1 ayat

¥

|
ar\) e |
\fikfﬁﬁ l-l 1 sub 1 butir d yo pasal 13 ayat 1 yo pasal 17 ayat 1
T Py R
k&é?% J//UU flos 11/PlIiPS/1963 yo pasal 64 ayat 1 KUHAP atau pagal

L

65 KUH® yo pasal 55 ayat 1 ke-1 KuJHP,-

Subgidair :

Bahwa ia terdakwa Robby NG alias UC Seug (jionz baik
sebagal pribadi ataupun sepapei kuasa dapgang dari CV.
Indonesia Shell, setidak-tidawnya atas nama badan hukum
atau Zerserikatan orang sesuai denzan Akte lovtaria
Homor 194 tanggal 8 Agustus 1960 atau dengan prilieadoun
(hoedaning heisd) yang maisud atau kenyaetasnnya asernupa
dengan itu, baik ia terdakwé gendiri-gendiri, atauapun
bersama-same dengan oran: lain dengan .Jarzuki .ladjid.
selaku Direk iur CV.Indonesia Shell, iaji .uhcmnad Yunus
selaku Pimpinan Pf. Pelayaran Husantiara Behari Cabang
Ujung Pandang dan Willem Daud selaku petugas Uperasional
dari P).2.L{L Jta .a Bhaxti Ujung fandanyg yang per:aranya
akan disidaagkan tersendiri pada waktu dan teapat

yang digsebut dalam daovaan Prinair, secara berfturui-
turut sevazai pervuatan verlanjubt atoupun beberapa per-

buatan yang berdiri sendiri yang mer'pakan geoungan

Perbucian seesseessess .
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ﬁerbuatan dengan melawan hukum telah aelactukan perbuatan
memperjaya diri gsendiri atau orang lain atau suatu
badan yang secara langoung atau tida't langsung merugi-
ken keuangan negara dan atau perekonom:an negara atau
dilketahui atau patut disangka bahwa perbuatan terszbut
merugi an ikeuangan negara atau perekonomian negara,

o ;dengan cara-cara gebajgzai berikut

i- 1. Bahwa ia terdakwe baik secara langsung ataupun dengan

':_, béréntaraan darzuki Jadjid sejak bulan Februari 1988

|
gecara berturut-turut telah mengaju'ian permohonan Peme-
!

v~ riZisaan “arang untuk diekspor ber:ipa rotan kepada pihak

LY \-“‘ /1.)

2.Sucuarfindo Ujung Yandang ;

e

Berdasar:an hagsil Feseriksgsaan Pl.Snycafindo tersebut
teleh dikeluarian oleh Pl.S,carindo L=z2poran -*ebenaran
femerikaaan Sementara (LAPES) yang keseluruhannya
berjumlah 14 (emnat belas) leabar dengan jualah roten
yang aken diekspor sebanyak 2.720 (dua ribu tujuh ratus
dua puluh) ton ;
Untuk melenztapi dokianen btersebut ran: aerupa an dovu=-
men ekspor terasebut, maka térdaiwa telah memerintahkan
Jarzuki .dadjid untuik mengisi 14 (eapat belas) set for-
mulir 2EB (feaoveritahuan Bkgpor Barang) yang diperoleh
dari Bank Yagang iegara Cabang Ugﬁug Pandang dengan
mencanumkan antara lain jumlah rotan sebanyak 2.720
ton sebagai baranz yang skan diekspor ;

2.3ahwa setelah terdaova berhasil mencarter kapal dV.wWi-
ging maka se'titar tang.;al 17 .laref 1988 terdakwa meme-
rintahitan .larzuki .adjid uniuic mengisi 11 set formulir

PEB dengan mencantumtan barang yan3 aitan die gpor

terdlri @ s % s s 8 s s b e "N
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terdiri dari 3 PEB mencantum:ian cash2wnuts (jambu
mente) sebanyak 350 (tiga razus liaa pulah) son dan

8 PEB wencautumkan gsea weed (agar-ager) sebanyak 800
(d:lapan ratua ) ton ;

Setelah ke 11 PED tersebut diregister dan dilegalisir
oleh 3ank VYagang -legara “abang Jjung Pandang maka xe-11
PEB tersebut digserahian terdakwa kepada Willem Daud
dengan pernintaan agar disampaikan fepada Sea dun Cukai

untuk mendapatkan fiat persetujuan muat barsng keatag

, kapal iMV.J/ising ;

\ w! ~ ‘gbhwa pada tang:ael 18 3zupal dengan tanzgzgal 20 Jdaret
PRV
S 198¢ terdakwa _telah melaksaunsican pemuatan rotan keatas

kepal .iV.Jdising sebanyak 1.150 ton deigen tu_uan Hdong-
kong atau 'tatempaot lein dilear daerzh Pabean Indunesia.
Padahal P7IB yan:; sudah dirzgister dan dilegelisir oleh
Bank VYazang “egnra “Yabang Jjung Pandang dan ‘:emudian

di fiaet persecujuan wmuai oleh pihak Bea Cuikei adalah
PL3-25L yeng wmerncantumkan cashewnuts (Jjambu necnte) &e—
banyak 350 ton dan gsea weed (acer-auar) gebunvak BOO ton.
Bahwa menjelang kapal EV.Jiuing berangket, terdauwa
telah meminta bail secara langsun; ataupun dengan peran-
taraan Willem Loud kepada H:l Yunus dan idy.Desy Edna
£amaruddin dari P{.Pelayaran Nusantara Bahari agar mem-
buatitan 3iil of Lading atas kapeal . Wising dengan men-
cantum:an baranz yeng diang:ut adalsh cashewnuts ( jambu
mente) sebinyak 350 (tiga ratus liasa puluh) ton dan sea

weed (azar-acar) 3ebanyak 300 (delapan ratus) ton,

puliallﬂl s 8 s e s s s E e e
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padahal barang yang dimuat %aval dV../iging tersebut sge-
muanya adalah rotan sebanyak 1.150 (geribu geratus lima
puluh) ton. Sesual permintaan terdaxwa Bill of Lading
yang memuat cashewnuts dan sea weed 1%ulah yang disam-
paikan pihak P!.2Pelayaran ilusantara Bahaori %e Bank
Dagang iNegara Yabang Ujurg Pandang uniuk keperluan
negoasiasi.

Bahwa terdakwa telah minta 'tepada Willem Daud apar PEB-
PEB yang telah mendapat fiat pergetujuan muat dari Bea
dan Cukai diserahkan ‘tenada terdakwa, begitu juga terdak-.
wa memerintahkan Jdsrcuki Jdadjid uatuk mesnbuat dokumen
atau gurat-surat uintuk keperlvan negosiasi yang terdiri

dari Invoice, Drait,Aplikasi daa Infection Certificat unt:

maging-wmasing 350 (tiga ratus liaa puluh) ton cashewnuts

dan 8CJ (delapan ratus) ton sea weed dan setelsh seleuai
dokumen/gsurat-gurat tersebut digsershkan epada terdakwa.
Yanwa PEB. Ipvoice, D.aft, Aplikesi, InJeciion Uértificati
dan Bill of Ladin: yang masing—aasin: m=iacantumian
cashewnuta (jambu mente) sebenyak 350 (tize ratug li7a
puluh) ton dan sea weed sebanyak 800 (delapan ratus)

ton yang dijadikan terdakwa &usar nenosiagi 31 Bank
Dapang iletara Cabeng Ujung Pandang diaana pajak ekapor
untuk cashewn .ts (jambu mente) dan sea weczd (azar-agar)
adalah nol pefﬁen.

Padehal %enyatuannya barang yaeng berhaasil diecapor

oleh terdalwa dengan kepal fV.J/ising adaleh genauanya

rotan sejunlah 1.150 (seribu seratus 1i:= puluh) ;

Fo DALWA cossassssese
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3. Bahwa terdakwa pade tanggal 7 .dei 19€8 telah berhasil
mendatangkan kapal AV.Jiging di Yelabuhan .la:asar
untuk mengangkut rotan kepunyaan CV.Indonesia Shell
dengan sistim voyage charter.

Balwa menjelanz kapal u@V.wWisin: tiba sudah le bih dulu
terdaava menerintahi:an darzukil idadjid untuk mengisi
4 (ewpat) set formulir PEB dengan mencantum:an

barang yang akan diekspor adalah cashewnutsa (jambu
mente) sebanyak 450 (empat ratus liia pulith) ten.
Secclah PEB tersebut seleoai diisi, kemudian terdalwe
memeri:itahian agar PEB tersebut diserahikan ke Bank
Dagang *“egzera Cabang Ujurg Pandang untus diregiaster
dan dilegaliair.

dahwa PEB yang amencantumkan cashewnuts (jambu msata)
sebanyak 450 (empat ratus liaia puluh) ton, 1 (aatu)
P8 dun 1 (satu) L.APES yang naginp-anasing mencantumkan
ro:an ueoanyak 210 (dua ra-us gep -l h) %on .iserah:an
terdatwa ienada Jillem Yaud denzan permintaan ageor.
diseran :an tepada Bea dan Cukal untnit mendapatizan
fiat nersetujuan miuat barang 'teataa kapal .IV../ising.
Batwa pada tangsal 8 Jdei a/d tangzal 10 .lei 1963
telah Jdilakukan pemuatan rotan ‘teatas 'tapal 1V../ising
gesual dengan permintaan terda wa yang jumlah “eselu-
ruhannya adalah 1.440 (geribu empat ratus empeat puluh)
ton padahal 2EB daun L&PES yang diserahkan 'tepada Bea

dan Cjpical wiicuk mendapatikan fiat persetujunan muet

terdiri dari 4 (eapat) PEB yang mencaniua'tan cashewnut i

(jambu mente) sevanyak 450 (empat ratus lim pal.id)
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ton dan gatu 283 lisertail L.2ES yenz a'acantumkan totan
hanya sebanyak 210 (dua rawua sepalth) ton.

3ahwa 3etelah zopel _iV.Jising beran;kat tordalara baik
langouag ataupu.: dengan perantaraan Willem Daud telah
ainta HY Yunus dan Iy, Desy Zdna faaarncdin untui mem-

buatkan 3111 o? Lading atan :apnl dV.Jiz2ing terzebut

e ——— ———— AP

dengan mencantuaciian barasgz yang diang ut adalah cashew-
nuta (jamdu ameate) 450 (empat ratus lina puluh) %on

dan rotan henyel 210 (dua ratua sepalah) tei.

Bi11l of ULading tarsebutlah yang diserahitan aleh pinak ir
Pi. Paleyoran o3actara 3ehari cenada 32:% Dazarz llapara
J ’ Zang 4
Ysbeny Jjucz fandaag antak ererluen neensiagi 3jedanzkan i
-1 L~ LA 3 8

3ill or Lading yeng a2ncaaium:an rotan yang sabararnya !
dizcppor tidok dilicim%en <2 3ark L:izeng degera Cedang
Jjung Fandurg secuai dengen p2raintaan terda-wa. i
Seisa autak kererl. esn seposiani, terdakwa telzh ﬁeﬂzr* -
tahiken Jdaczuii Jadjid unsuk nemouvac dakumen-doi men/ i
gurat-gurat yang terdivi dari Invoiae, Drafd, Aplikaéi

de: Infaction Sartificat yan, musinz-msnaoing amencontumiz:an
cashewnutes (jambu neonte) uébunyﬂk 450 (2wpat raius lina :
pilah) ion dan rotea heays 210 (Jua raing sapolah) ton. i
Hemudian dari Willewm Daud ﬁerdnkwa neminta agar PEB

yang tazlalh didapat diat perasetujuan auat dari Bee dan I
Cukai ynu.: mencantaaian cashewnuts (Jambu mente) 450 )
(empat rasus lias paluh) ton dan rotan honya 210 (dua

ratus aapalah) tou diserahken kepada terdatwa dan dokumen- - |
doitumen %tercebn: diatonloh yangs dijndican terdoaikwe

antule aeloimion negosiasi i dank bagang degara Cavang

JJung ceeeecsoeceesa
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Ujung Pandang, padshal kenyataanhya barang yang berha-
8il diehspor terdalwa dengan menggunakan kapal UV.Wising
tersebut semuanya adalah rotan sebanyak 1.440 (seribu
empar ratus empat puluh) ton.

Bahwa sekitar bulan Juni 1988, terdakwa telah berhasil
mencharter kapal Sangkulirang VII dari Pl.Admiral Line

di Jakarta dengan sistim voyage charter untuk mengengkut
rotan UV Indonesia Shell. senjelang kedatangan apal
Sangkulirang VII di Pelabuhan Jakasar terdakwa telah
me:xmerintahian Jdarzuki dadjid uniuk merubah 13 (tiga
belas) set PEB yang mencantumkan rotan sebanyak 2.510
(dua ribu liia ratus sepuluh) ton derngan mengzanti name
tapal yanz gsebelumnya tercantum nama kapal AV../ising
dengan nama :apal A Sang :ulirang VII ;

Ketiza belas ?:B tersebut acalah PEB yang sudah lebih
dahulu diregioter oan dilegalisir oleh Bank Dapang degaro
Cabang Jjung fandang ;

Bghwa dari tetiza bdelas PE3 tersebut hanya 3 set PEB-

yang mencantuakan jumlah rotan sevanyak 510 (liaa retus
sepuluh) -on saja yang d.serahian oleh terda'wwa kepada
Willem Daud dengan permintaan untuic disampai .an :epada
Bea dan Cukail untuk aendapatkan fiat persetujuan muet
barang keataa {1 Sangkulirang VILI j

Bahwa pada tanggal 28 Juni s/d 1 Judi 1988 sesuai permin--.
taan terdaltwa telah dilatsanakan pemuatan rotan <e apal
Sangkulirang VII dengan sistim truck loading dan pemuatan|

nya diliksanakan siang malam sehinggza jumlah Yegeluruhan

TOEAIL s iaseiesensvessas
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rotan yang dimuat cteatog knpal'teraebut adalah sebanyak
2.510 (dua ribu liua ratus gsepuluh) :on bukan hanya
510 (lima ratus gsepuluh) ton sesuai dengan 2EB yang

telah mendapat fiat persetujuan auat dari Bea dan Cykai ;

Bahwa getelah kapal K Sangkulirang VII berangkat menuju
Hongkong atau tempat lain diluar Pabean Indonesia, ter- i
daxwa balk secara langsun: ataupun dengan perantarsan
¥illem Daud telah meminta tepada Hil Yunus dan liy.Desy

- Egna Samaruddin untuk membuat Bill of Lading atas kapal
il :Sangkulirang VII dengan menyebutknn bahwa barang yang I
diangkut henya rotan sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) g
" ton 3

Atas permintaan terdakwa Bill of Lading inilah yang o
didampaikan pihak P?.Pelayaren .usantera Behari pada Er
dYank Vagang :e:ara Cabang Ujung 2andang uncuik ceperluan
negosiagl sedangzkan Bill of Lading yang mencantunkan ;
jumlah rvotan yan; gseoenarnya die:apor yaitu 2.510 ton l
tidak digsamvailkan ‘te Bank VYapgang “ejara “Yabang Ujqu
Pandanz ;

Bahwa uncuk tepen:zinian negosiasi terdaiwa tzlah meme-
rintahxan Jarzuki .indjid untuk membuat dokumen-dokumen
atau surat-aura: yang terdiri atas Invoice, Drdft

Aplikasi yang hanya mencantumkan rotan sebanyak 510

ton saja. Dengan doxumen-dokumen tersebut digsertai

dengan 2EB yang telah mendapat fiat persetujuan muat !
dari dea dan Cunkai yang henya mencantumkan rotan sebanyak .
510 ton sampaikan terdakwa ke Bank Yagang llegara Cabang
Jjuig Yandan: u..tut teoerluan ne:oo._aagi, pudolinl kenya-

taannya jumlah votan yang berihasil die'tspor dengan

men Zunakan «..oeeo0e. waled &
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menggunakan kapal il Sangkulirané VII adalah 2.510
ton atau sekitar jumlah itu j;

Bahwa dari tiga kali pengapulan rotan yang secara ber-
turut-turut dilakoana:an terdakwva, $erdalmwva telah
berhagil mengekspor rotan dengan tujuan Honpgkong atau
tempat lain diluar Pabean Indonesiz sebenyak 84.066
bundels atau 5100 ton atau sekitar Jjumlah tersebut,
sedangkan dokumen yang melinduugi antara lain PEB dan
L{PES hanyak uwituk 720 ton rotan atau 12.000 bundels
gehingga terdapat 4.380 ton atau se“itar jumlah itu
yang tidak dilind .ng#i dokumen olel: karena dari jumlah
4.380 ton teraebut tidak dilindungi oleh LiIPE atan

L{PES we ia seguai dengzan Suralb sepu:ivan .lenteri erda-

gangan Homor 274/ 2/X/1986 tanggal 7 Okxsober 1986 ten-

'tang Tata Hiege rotan dilarang untuk diekspor baik se-

karena rotan-rctan tersebut termasuk dalam kelompok
rotan aselan ataupun karene belin adanga pemerilsaen
dari pihak P[l.Sucarindo ;

Bahwa dengan berhasilnya terdalowa mengeiapor rotan se-
banyask 3 (tiga; kali berturut-turut dengon jumlah keage-
luruhannya sebanyak 4.30 ton tanpa dilindungi dokumen
maka terdakwa atau CV.Indoreaia Shell atau oran: lain
telah memperoleh teuniungan 3ebessar Hp.4.430.808.000,-
atau gsekitar Jhmlah itu, Sedangian llegara RI telah
mengalami %Xerugian yaitu 4.3.0 (jumlash tonese rotan
yang tidak diboyar pajak eikspornya) X USD.2.000 (harga
patokan rotan perton) X Rp.1.636 ({ums teraca Bank

Indonesia) X 30% (ketantuan nrcaeatnse pojek ekapor) _

ﬁpo40430-8080000 P
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Rp.4.430.808.000,~ (empat milyar empat ratua tiga

puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) atau

digsexitar Jjumlah itu ‘arena tidak dibayarnya pajak

elcapor.-~

delanggar pasal 1 (1) Sub a yo pasal 28 yo pasal 34 JU I,

No.3 tahun 1971 yo pasal 64 (1) JUHP atau pasal 65

KUHP yo pasal 55 (1) ke 1 KUilP.-

Setelah membaca tuntuton Jaksa/Penuntut Umum tanggal 6

Pebruari 1989 yang isinya adal ah gebagai berikut :

3

\

Agar :lajelis Ha:iim yang mengadili dan memeriksa

perkara ini memutuskan :

Jdenyacaitan terda-wa Robby ¢ alias IIG Seng 2jiong

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah welaku- ’

kan tindak »idana " Subversi secara bersama-sama " ;
Sebagaimana diatur dan diancam pidan: dalam pasal

1 ayat 1 Sub 1 butir b dan d yo pasal 13 ayat (1) S
yo pasal 17 ayat (1) Jndang-dndang ilo.11/PiiPS/1963

yo pasal 55 ayat (1) ke-1 {UHP yo pasal 54 ayat (1)
P - i
-lenjatuhkan hu iuman dengan pidena penjara gelama

20 (due puluh) tahun ;

Jdenetapkan barang bukti berupa gsurat-surat gebagai-

mana dalam iampiran bertas per :ara, tetap dilampirkan
dalam berkas percra ; !
Jdemohon kepada -lajelis llakim agar mengusulkan epada
denterli Kehakiman RI agar supaya terdacova menjalanil

hu+uman badannya di Lembaxa Pemcyar:a‘tatan llusacambangs @

den;_;ﬂn ® 8 8 8 8 8 8 8 8 e a8 s e




kapnya berbunyi aebagn% berikut :
/’ h

-2 2=

dengan memperhatikan pasal 1 ayet (1) Sc:b 1 butir d yo

pasal 13 ayat (1) yo pasal 17 ayat (1) Undang-lindang No.11/

PNPS/1963 yo pasal 64 ayat(1 ) CIEP  terdekwa telah

dinyatakan bersalan melalkuken tindak pidans seperti tarcan-

tum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yan:, 2aar leng-

ienyatakan tar'akqa ilobby HG aliana JG Seng Pjicag
i '

\terbukti secard sah dan meya'iinicen mznurut hukum
»,{-’_-.'

» persalah melaiuken tinénk pidane " Subversi bersama-

sama sebagail poerbuatuan jyang diferuviken, acbagsimana
diatur dan diancam gidenc dolaam sassl 1 ayat (1) Sub
1 butir Jd yo pusal 13 ayat (1) vo pegal 17 ayat (1)
Undanz-Undang ilo.11/PIPS/1563 rasal 64 ayat (1)
yo pesal 55 ayat (1) k2=1 XUJii Pidana ;
- denghukum terdakwa oleh :arenanya

ienzan pidana

penjara selama 15 (liia baiacs) ishun

- Jenyatazan barang baic ;i herupa : rotan seoanyak. 2049,
640 ton, 36 {(%izz puluh enam) unit mesin pengolah
rotan dan 3 (tiza) unit timbonzg-n 42n %arang bukti

surat-surat berupa :

Satu bundela a'ite-akte CV.Indonzsic Shell (tanda :I)

Satu bundels dokuzxen eksport CV.Indoreuia Shell
bulan Jﬂrettlgﬂﬁ, dV.iising ke iHongi:zcng 1150 ton =
21.298 bunidela rotan (tanda s II)

.

Satu bundels dokumen ekanor CV.Iadonesia Shell bulan

Adei 1988, dV.¥Wising ke Hpagkonag 1440 ton =21.000

burdela rotan (tanda : IT1) ;

3acu

-
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Satu bundels dokumen ekasport CV.Indonegia Shell bulan
Juli 1988 Ki.Sangkulirang VII ke Hongkong 2510 ton =
37.768 bundels rotan (tanda :IV) ;

Setu bundels dokumen Negoisasi (tanda :V) ;

Satu bundels dokumen penyetoran pajak dan Letter of

n mana dalam pea2rikonan pada tingkat banding telah
diperbaiki ol2h Pengadilan “inggi Sulawesi Selatan di Ujung
Pandong dengan putusannyu tanggal 3 Juni 1989 YNo.88/Pid/ 1589/
Pr.uj.Pdg yan;: emar lengiepnya berounvi seca;ei herikut :

~ iJeneriia permohoran bending dari terda ove teraebut ;

Dalam Ekagenui :

- Jdenguatkan puitusan sela Pengadilan #eg2ri UJUju..g Pan-
danz tangsal 28 dopeaber 1988 iio.110/21d.3/1933/
P:l.JP yanz dimohonxan bandin: ;

Dslam Pokok Per:ara :

- Jemperbaiki putusan Pengadilan Jdeperi Ujunz Panduang
tanggzal 6 Jaret 19839 ilo.110/2t3.P4d.B/1988/Pll.UP
yeng dizchonkan bandin;; sekedar mengenai pidana
yeny dijatuhkan ataa diri terdaxwa ;

- -lenghukum terdakwa Robby HG alias NG Seng {jiong
dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

- Jdenghutkum terdekwa unsulk membayar bicya perkara
pada “edua ting: tan peradilan sgsevesar Hp.5.000,-

(1ima ribu rupiah) ;

mell,!‘lﬂt:an DR A T
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- Jdeczuatkan patuasan Pangodilan ika2geri Jjung Pansang

untuk selebihnya ;

Yengingat akan akta teatarz zermobiovan <osesi Jo.19/
Akta.Pid/1989/FN vang dibuat ol2h Peaiterr 3idana Prrara
pada Pengadilan Naegeri Jjung Paandang yenz wenerasghkan, bahwa

,’ﬂpada tangzal 1 Juli 1939 Jokpsa nada fLeju'saan legeri Ujung

. P

p‘f/jbqndsng telan mengajukan germolizsan asasi terhadap put.san
r" \_ /‘ e

Pengdﬁ

. I 2
v! 4 At .5 a o 5 - E
ke ;J engin_at pula akan akta teatarg ’2:rnohonan agasi

lan [inggzi tzreebut ;

¢ A
\kxkkggrﬁara pada Zengadilea lageri Jjung Tunden: yans moaerang zen,

bahwa pada tanggal 29 Jani 1934 awnshon :asasi/terdatua

1]3NQWH; Akta.Pid/1983/Pi yaang dihuat oleh Panitzra Bidang

telah mengajukan permohonan ':asedi %arhadap putusan Pangadilon

Iinggi tersebut j

'

lemperhatikan rizelah kanagi Sartenrgsl Ujung Pandang

10 Juli 19{:9 cari Jaliue scberni paashon rangi yanz ditevima
dikepaniteraan Pengadilan ile;eri Ujung Pandong pads tanggzal
12 Juli 1983 ;

<empernatisen pula riseleh ‘aazoi bartauiznl Jjung

Pandang 10 Juli 1999 deri terdakwa sebagal pamchon 'ascai

tersebut, riselah 'te2cpsi zuone telah ditszrine dieveriterasn

Pengadilan iiegeri Jjung Pendanz pada tecg:iol 10 Juli 1989 ;
l Jelihat a:u‘ar.;su:at yara bersanckuiun
\ denicbang, bahwe d>ermononan iase:il ini diajulian pula
oleh Jaksu pada Sejetsaan wegeri jung Peidung akan tetapl
tidak nyata, baliwa sekca terazbu: awsndzpat kueca Bhurcua

dari Jakea Agung untuk acnsujuken peraochonsn asasi Jabasan,

oleh karena irsu permohonan iasazi hkergebat haris dianagap

gsebagal permohonan trasasi pihak (partij cagsatie) ;

| me..inbdng ccessccccces .
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deniabang, bahwa putusan Pengadilan (incpgi tersebut
telah diherital:...an kenada para pemohon ‘tasasi 1/Ja‘sa Pe-
nuntut Unua pada tanggal 20 Juni 1989 dan pewmohon xasasi II/
terda!cwva pada tanggal 19 Juni 1989 pemohon kasuasi I/Jaksa
mengajnkan perm:lionan ‘tasasi pada tangpel 1 Juli 1989 dan
pemohon “csesi II/terdaiwa pude tanggel 29 Juni 1989 serta
ricalalh 'sasagicya telah diteriue dikepaniteraan Pengadilan

tiuGEEri Ujung Pandeng, mesing=-wuasing yeitu pemohon kasasi I/

JaL{é pada tanggzl 12 Juli 1589 cemohon kasasil II/terdaiwa
"}qadé ta&ggal 10 Juli 19329 derzan demilian permononan %Xagsagi
K;ﬁéferéé dengan alasan-alasannya telah diaju<an dalam tenggang-
‘Eégggﬁng walttu dan dengan cara men rnt Undang-:ndang, oleh

_;;rena ivn pernohonaz kasasi terzebut formil dacat diterima ;

i
Jdeniabang, babwa kebera:iun-kzberacan yang axajukan
oleh pemolion agausi I/Jaksa pada pokoknyu adalan sebagai
berikut :
da,wa Yengadilan lingai Salaw:sai 3elutan dalam putusah-
nya telai. wmelaiukan ek:liruan yakni : ‘idak menerap-
kan atau meseranian peoraturan hukia tidak 39b5501u8n0
nmeatinys dalam hal s
1. Putusan Z2ngadiloen “inggi Sulawesi Selatan tergebut
didasari oleh perziatangan yan; saling bertentangan
(tegen gtrijdigheid) sebab :
2. Putusan Penzedilan ‘iuagzi halanan 20 telah mem—

paruné daan me..zombil alih alasan dan pertimbangar

Fengadilan *“egeri Ujung Pandang, kecuali pidana
yang Jdijot:hkan ‘tepada terda :wa terlalu berat ; r
B. -ecani 3ilaian pihak ‘fergondilan lingi meapertiwmba:

bangkan hal-hal meria:ionkan terdaiwa j

pertinbungan secccecaaes
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Pertimbangan Pengadilan linggi buikan merupakan pertim-
bangan dan alasan meringankan hutuman terdakwa, tetapi
per timbangan membawa iinpli'tagi pembuktian bahwa perbua-
tan terda!otva bukan merupakan tindak pidana Subversi se-
sual pen;ertien delii subversol sebagaei delik politik

yeng gebenarnya dan obyektif asehingga seharusnya puiu-

an Pengadilan lin:gi berbunyi lepas dari sepgala tuntu-

X
@ fan/onslag van alle rechtsvervolging atau pembebasan

_;3' ari segala dakwaan/vrijspraak) ;
) Bahwa pertimbangan Pengadilan (inggi yang menyatekan
terdukwa tidak bertujuan mengacaukan pereko:iomian :egara
sehoruguye aembawa kepada impliasi pembuktian yuridis
bahwa niat (upiet) verdainva Tidak ada sehingga putusan
~ seharusnya oerbuaji vrijcprank ;

Bahna‘Peugadilan Linzzi dalem nerin.,ankan hukuman

terdelowa mewveri pertimvangen yang ‘teliru ternadap

penafairan tualiritosi Sicdakan vidana snbvarai ;
2.Putusan Peangadilan Ting1i tersebus kurang sempurna ner-
tiabungannya (onvoldozsnde zemoviveerd) mengenai nal-hal
dun :eadaan-:ieadaun aebégai faktor memberatkan dan
aeringonken ates pidana kepada terdaxwa‘;
pasal 27 ayat ¢ Jrdani-dndang tlo.14 tehun 1970, Hakim
wajib memperhaﬁi;an gifat-girfat yan; baik dan jehat
dari terdao'wa, selanjuinya pasal 197 ayat 1 huruf f
{UilA? diperayaratkan pu: san pemidanaan ha.us memuat
keadaanakeadaan memberatkan dan merinpgankan terdakwa ;
Be:.wva Yengadilan ‘inggzi gsama sekali tidak memnertinbeugtnr:'
bagei . ana »erbuatan penyclunduapan yansg dila':nkan barinli-
kali oieh teroatwa disaat bangsa Iudonesia gedang

giat-ziat aencari teitobosan bara dalam menszhiapun
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dana satul pembangunan, meiggalakkan ekopor non aagas

rotan dulam %entulk haraing jadi ;
Baiwia “engadilun dinsazi tidak memperiiabangkan lebih
peka betape bzras dan parchnya aiiibat peayeluudupan
yanyy "Jdapat mcagecaulian kebijaksanaan ekonomi Pemerintah

wituiz aemeapai keg2iabung~n dalan pelbogai- bidang

v, dalam aguila p2aeantapian xcraag’ta landasan menuju tahap
' tinzeal laades, hal jia dihabuagkan Sema  tanggal
darzt 1976 bo.08/tehwua 1976 ;
2nava augaiilzn fdnzzi tidzi am2aseriiabangkun tabiat-
taviat tezrde=icve yeng welari:an diri «e2tika perikara
diuosut ailthirngse ditengkap di Jakarta setelah lari
e Jdongkorz
Bahwa Zepgadilan ‘iosgi tidak measpartinbangkan terdakwa
teloh berrzaosil mcunyslundupiian rotanyg %e longkong ueba-
nyak tige uaii bersurut-turu; gserse kerugisn Hegara
gebiuur RApPed.43C.803.020,~ neaur hucang di EBank Dagang,
berupu ':redit wmscet RHp.11)d48.00C.000,- tidak dibayer
serio hutan  horges voten sehanyek 1400 ton dari CV
Jdeha #dgunpg, jaga tidak d;bayar H
~chua Peug=cilen Mogsi tidek menyentuh dan mempertim-
bang<an serllepu licik terdakwa untule mempe rdaya petu-
gcag-petu,as ?elavuzan szar aksi-akai penyelundupan
berlcazsusy lancor dengan menshamburikan uang pelicin
Rp«65.00C.00C,~ parilaiu nana m2:nghambat usaha Yemerin-
tah dalawm msncigtaan aparat yang bersih dan berwibawa ;
J. daliwa patusan 2ercadilan lingzl telah salah menerapkan
huknia yaisu tidaXk ascgiadalizan pasal 197 ayat 1 hurur

f dan a (UIlA2 ;

berdacazlian sssesseene
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Berdausarkan hel-hal diatas kami berpendapat decirucaya
Pengad.llan Jinggl memperti ibang :an desgain Jznpurna
mengenai keadsen-keadaan yang acaberasan aupul aerie-
nzancan huituman terdaxwa, malia Yeangaonilian :ingisi

tida't 9'wnn azrzombil putugan yan: merinzsaken Lortdeswnd

e Wenimbeng, bahva atas eberatan-zeveraszen Lovasbot

- ~,

bt

Jdahkanabh Agnng borsendapat

)mehgenui xedereten-keberatan ade.1,2 dan 3 :
:j}jlﬂ;/ belra keberntpn-cebera:un sergebut tinak dapss dive-
.Jj} Rﬂérkan. o.nh karz2na menzenuni berat rinjcuay2 _.i.2=i éalsu
-hﬂ//’perkara ini ddalah wewenang judex farti yang :ida's tucduk
pada keosasi kecuali apabila judex faeti menjaiuhkon suatu
pidana aelampaui natas maksiaum yang diteutuizan J dang-
Uiidans eteu pidana yang dijatuhken tacpe pertimbongen yang
cukup, den Pengadilaen Jinggzi tido< salah aenerspian hugum
Jeaiabain<, balwa keberatun-xebvecu iz yeuly Jid jaikaa
oleh peaolinn %asosi II/terdaszwa nada poxkokinya avaiz2n ebargi
H berilut :
Bahwe Penzadilan tinggi ..alu@m pui wonhigu selah
a2lakukan kexeliruan delom :
1.Cara mergadili tidaik dila'isaauszan mentont keuertuan
iJudans--iadanyg atau tidaix m2laukan curi-care pe«a-
dilan yena wajib dituntut ;
Dijazlam menjacuhkan pidana penjern dzlem periara
tindalk p.dana Subversi, judex faciti nzaggunaxen
pertimbangan biasa gsehingga b2rat pidana zang dija-
tuhlkan %i1dak sebanding deagan Hertviabrazan hukum

yanz ditempuh ;

p@nollon TR EE R N R R ]
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Pemohon kasasi menyadari bahwa berat ringannya hukuman
tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali terdapat
kelalaian esgential sifatnya ;

Kelalaian esgential ternyata dari pertiambongan judex
facti Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh Penga-

dilan finggl tersebut sepertl berikut :

o Pemeriksaan dan sidang-aidanz dalam tindak pidana

Subversi/forupai dibu:a seraya menggabungkan dengan
pemeri:saan dan gsidang-sidang tindak pidana ekonomi

penyelundupan ;

- Sakai yang diperi.oa adalah beruama dan yang itu-

itu juga, pula keterangan terdakwa pemeri saan buit:i
surai dan barang buk.i lain adalah hal yang sama
dengan per:ara itindak pidana ekonomi yang dinyataken
terda'owva terbukti secara ash dan meyekinkan melaliukan
perbuatan secara bergama-sama dalam bentuk nerbuaten
berlanjut j _
Peraturan hukum tidak diterapkan dan/atau diterapkan
tetapi tidak aebagaiiana aeatinva :

dahwa bagi percara tiﬁdak pidana Subversi/tindak
pidana korupsi maeka harug ada tujuan untuk mnelaku-
kan tindayx pidana subverai/korupsi harus ada animus
Injuriandi .justru dalam perkara ini tidak terbuk:i
secarn sah dan meyakinkan

Akhir memori kagasi dengan kerendahan hati pemohon
kasasl mohon asekiranya terdapat alasan-alasan yang
tidak mampu unzuk dipaparkan dalam periara ini kira-

nya danak/Ibu menamobah alagsan tersebut karena jobatan;

meninban s.ieccsaeses
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denimbang, bahwa ataga kerberaton-<ebera:tan terasebut

dahkamah Agung berpendapat : r

meugenai keveratun-iieberatan ad.1 dan 2 :

bahwa keberatan-kXeberatan tersebut tidak dapat dibe-
narkan, oleh karena Pengadilan Jin:gi ticak salah menerapkan
hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilain haagil
pembuktian yan;; bergsifat penghargean tentang gsuatu kenyataan,'
Yeperatan semacom itu tidak dapat disertimbangken dalam
p;mefi;saan pada tingxat 'tasasi, karena pemeri:saan dalam
tiﬁékat kasasi hanya ber'tenaan dengon tidak diterapican ir
suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan
sebageimnana wmestinya, atau epakah cara nengadili tidek dilek- j-
sana ian menuru: ketansuan Undang-indan.;, den apa:ah Pen:adi- |
lan telah melamppuil batas wewenangnya, seoagoinana yang di-
maitgud dalam pasel 253 Kitab uUndan;-:-Indang Hukum Acara
Pidans (ijudang-indang Ho.8 tohun 1981) ;

Je imban;;, bahwa berdasarkan alasen-alasan yan: di-
uraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa p.itusan. jundex !
facti dalam perkara ini berteantaungan dengen hulkum dan/atau
Undang-Undang, maka permohondn kasasi dari para pemohon

kasasi I/Ja:sa dan pewmohon imesasi II/terdalwa tergebut her:s

ditolak ;

e el

Jdemperhatikan Uadang-Undang :#o0.14 tahun 1970, Undang-

Undeng Jo.8 tahun 1981 dan Undang-indang ilo.14 tohun 1985 ;

AENGADILI : !

ilenolak permohonan kasasi dari para pemohon 'tasasi :
I| Jsksa/Penuntut Umum pada £eja'isaun Heueri Ujung Pandang

II. lerdaava ROB3Y iiY alias UG SLEIG JJIVNLG tersebut j;

menghu'lum seeeeesessnasf




Anggota-Anggota

ttd./Ny.larlinah Palmini
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ilenghu'tum termohon/pemohon kausasi/terdakwa tsragabut

untuk membayar biaya per:ara dalam tinglkat kasasi ini sebeaar

Rp+2.500,~ (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
peda hari Kamis tanggal 20 Pebruari 1992 olz2h il. Adi Andojo
Soetjipto,SH. f{etua JMuda yang ditunjulk oleh Ketva fah'tamah
Agurg gebagal Ketua Sidang, iHy.hd..artina dotowidagdo,3H. den
Ny.£arlinah Palmin% Achanad Soeoroto,Jll. Haiiim-He!xim Anggota,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Sabtu tanggel 21 “aret 1992 oleh Ketua tersebut dengen dihadi:
oleh Ny.H, uJartina Hotowidegdo,SH. dan Ny.Karlineh Palmini
Achmed Soebroto,SH. Hakim-llakim Anszgota, ¥Wayan Warku,SH. Fani-

tera Pengganti danitidak dihadiri oleh pemohon kasasi.-

netua

ttd./Ny.H.lfartina Wotowidagdo,SE.

ttd./H.Adi Andojo Soetjipto,SH.

Achmad Soebroto,SH.

Panitera Penygpgenti
ttd./Wayan \larku,SH.




